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BAB |
PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan
adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme
pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku. Oleh
karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan
hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek,
tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti
setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah
antisipatif  penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah  menyikapi
perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum
pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga
mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan
kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak
langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan
selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan
kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk
memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi
akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas
menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2019, Kabupaten Brebes telah melakukan penyempurnaan sistem
pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan
keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Kabupaten
Brebes mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi
telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi
berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual,
sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai
dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian
yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan
pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian
intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan
suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi
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para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta
menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui
nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap
222peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan Kkinerja
keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun
politik dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana
cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah
Kabupaten Brebes.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2008 Nomor 14A);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11  Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019

Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;
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3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :
Bab | :  Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab Il :  Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab IIl : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan

Bab IV :  Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP

Bab V :  Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
1. Pendapatan — LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Pembiayaan

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Neraca
a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas

4. Laporan Operasional
a. Pendapatan LO
b. Beban
c. Kegiatan Non Operasional
d. Pos Luar Biasa
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5. Laporan Perubahan Ekuitas

6. Laporan Arus Kas
a. Arus Kas dari Operasi
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI :  Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII :  Penutup
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BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk mengetahui tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Brebes dapat
dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya.
Dari perbandingan total PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dapat
diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, tingkat
pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan dasar sepenuhnya untuk mengetahui
tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi
namun jika diikuti dengan perkembangan penduduknya yang tinggi maka tingkat
kemakmuran masyarakat belum dikatakan tinggi. Oleh karena itu untuk mengetahui
tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator tingkat pertumbuhan
pendapatan perkapita yang lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, jika
dilihat dari segi konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk
menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kuantitasnya.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes atas dasar
harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) 2015-2019, atas dasar harga
konstan secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian
laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015-2019 fluktuatif, berturut-turut sebesar
5,98%, 5,08%, 5,65%, 5,22 dan 5,86%. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan
lapangan usaha yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Persen)

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
0] @ () @ ©) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,03 3,60 1,75 2,43 0,64
B Pertambangan dan Penggalian 6,02 6,09 6,72 6,04 3,84
C Industri Pengolahan 9,49 7,01 8,17 5,08 13,09
D Pengadaan Listrik dan Gas 443 2,61 5,30 533 571
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 2,10 217 3,19 5,07 4,64
dan Daur Ulang
F Konstruksi 14,76 -0,98 53 6,08 52
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 4,35 5,21 7,06 5,75 6,35
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,96 6,69 6,27 7,07 8,91
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,53 6,80 12,10 8,50 10,36
J Informasi dan Komunikasi 12,82 8,31 16,25 14,52 12,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,61 9,32 6,15 3,69 3,73
L Real Estate 6,44 6,80 2,38 5,74 5,81
M,N Jasa Perusahaan 8,04 10,62 9,44 10,05 11,07
0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 4,01 2,37 4,44 3,66 3,12

Jaminan Sosial Wajib




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
0] @ () @ ©) (6) (7)
P Jasa Pendidikan 6,73 7,64 7,53 8,58 7,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,25 9,86 6,68 9,35 7,06
R,S,T,U Jasa lainnya 3,66 8,62 8,08 10,12 9,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,98 5,08 5,65 5,22 5,86

Sumber : BPS Kab, Brebes

Stabilitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat kenaikan atau
penurunan harga barang dan jasa di daerah tersebut, Untuk mengukur tingkat
kestabilan harga komoditas barang dan jasa secara umum digunakan angka inflasi
yang menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu dan dalam ruang
lingkup tertentu, Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa pada
keadaan tertentu, seperti hari raya Idul Fitri, tahun baru ajaran sekolah, tahun baru
masehi, maupun musim hajatan bagi penduduk setempat, Perkembangan inflasi di
Kabupaten Brebes selama 3 tahun terakhir berdasarkan kelompok pengeluaran
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Inflasi Tahunan Kabupaten Brebes, Tahun 2016-2018

No Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 | Tahun 2017 Tahun 2018
Umum 2,84 424 3,09

1 Bahan Makanan 4,58 5,52 6,23

2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok Dan 5,52 1,79 0,83
Tembakau

3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 046 4,64 276

4 | Sandang 2,06 3,58 5,38

5 | Kesehatan 2,04 4,83 227

6 Pendidikan, rekreasi, dan Olahraga 4,88 7,01 1,64

7 Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan 0,55 455 3,50

Sumber : BPS Kab, Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut United Nations Development
Programme (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia
berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia, Komponen dasar kualitas
hidup manusia dilihat melalui pendekatan (3) tiga dimensi dasar yang diukur dari 4
(empat) indikator, Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah :

1) Kesehatan
Untuk dimensi kesehatan yaitu berupa umur panjang dan hidup sehat (a long
life and healthy life), Indikator yang diukur adalah (a) Angka Harapan Hidup
(AHH),
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2) Pendidikan
Yaitu berupa pengetahuan (knowledge), Indikator yang diukur adalah (b) Rata-
rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling (MYS) dan (c) Harapan
Lama Sekolah (HLS) / Expected Years of Schooling (EYS)
3) Pengeluaran per kapita
Yaitu berupa standar hidup layak (decent standard aliving), Indikator yang
diukur adalah (d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan ~ dalam  upaya  membangun  kualitas ~ hidup  manusia
(masyarakat/penduduk), sebagai ukuran kinerja pemerintah serta untuk daerah juga
dijadikan sebagai dasar untuk alokator Dana Alokasi Umum (DAU),
Perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Brebes
selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perkembangan Data IPM Kabupaten Brebes

Pengeluaran per
Tahun IPM AHH HLS/ EYS RLS /MYS
Kapita
2016 63,98 68,41 11,37 6,17 9148
2017 64,86 68,61 11,69 6,18 9554
2018 65,68 68,84 12,02 6,19 9,89

Sumber : BPS Kab. Brebes

Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019
sebesar 16,22% mengalami penurunan sebesar 0,95% dari tahun sebelumnya dari
tahun 2018 yaitu sebesar 17,17%. Kabupaten Brebes menduduki posisi ke 33 di atas
Kabupaten Wonosobo (16,63%) dan Kabupaten kebumen (16,82%) meskipun
demikian tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes masih berada di atas tingkat
kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,08% dan tingkat kemiskinan
Nasional yang sebesar 9,41% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes

Wilayah Tingkat Kemiskinan (Persen)
2019 2018 2017
Kabupaten Brebes 16.22 1717 19.14

Sumber : BPS Kab. Brebes



Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari BPS angka pengangguran dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2019 mengalami fluktuatif. Angka Pengangguran pada tahun 2019 meningkat
yaitu sebesar 7,43% dari tahun sebelumnya tahun 2018 sebesar 7,27% dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes

Tingkat Pengangguran (Persen)
2017 2018 2019

Kabupaten Brebes 8.04 7.27 743

Wilayah

Sumber : BPS Kab. Brebes

2. Kebijakan Keuangan
a. Landasan Hukum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

Landasan hukum dalam penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2019, antara
lain:

1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2008 Nomor 14 A);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018,

APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 sebagai rencana pengelolaan
keuangan tahunan daerah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu setiap
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Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau
hasil yang diharapkan dapat dicapai, Penyusunan APBD Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada:

a)
b)
c)

d)

Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017- 2022;

Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Prioritas Kegiatan Pembangunan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten
Brebes Tahun 2019;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019,

. Struktur APBD Tahun Anggaran 2019

1)

2)

Pendapatan Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain PAD
yang Sah;

b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Darurat;

¢) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperolen pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Kabupaten Brebes, Belanja diklasifikasikan menurut urusan
pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok, dan
ekonomi (jenis belanja),

a) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan meliputi urusan wajib
pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan
urusan fungsi penunjang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

b) Klasifikasi menurut fungsi adalah Kklasifikasi yang didasarkan pada
fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, Klasifikasi belanja menurut fungsi yang
digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan
keuangan,

¢) Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
organisasi pengguna anggaran disesuaikan dengan susunan organisasi
pada Pemerintah Kabupaten Brebes,

d) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
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e) Klasifikasi belanja menurut kelompok dan ekonomi (jenis) adalah
pengelompokan belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas atau
kegiatan, Klasifikasi kelompok belanja untuk Pemerintah Kabupaten
Brebes meliputi belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan, dan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan
langsung dengan program/kegiatan, Kelompok belanja tidak langsung
dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tak terduga; dan kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis
belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal, Setiap jenis belanja dibagi menurut obyek belanja dan
setiap obyek belanja dibagi menurut rincian obyek belanja,

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus,

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya, dan pencairan dana cadangan, Pengeluaran pembiayaan adalah
semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran
kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan, Pembiayaan netto adalah selisih antara
penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam
periode tahun anggaran tertentu,

c. Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019

Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2019 didasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pemerintah Daerah
bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) APBD,
PPAS dan PPA, KUA APBD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
berisi tentang penjabaran Renstra Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, yang
dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian visi, misi dan tujuan Kabupaten
Brebes, Penyusunan KUA APBD TA 2019 didasarkan pada hasil penjaringan
aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan Renstra, sebagai pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang
pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, mengacu pada:
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

1) Prinsip Penyusunan APBD

a)

b)

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah;

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran,

Tidak  bertentangan dengan  kepentingan umum, peraturan
perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya,

2) Ketentuan Umum

a)

b)

9)

Struktur APBD TA 2019 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006;

Penyusunan APBD dilakukan secara partisipatif dan didasarkan atas
analisis keuangan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat;

Belanja DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004, dan mendapat pembahasan yang sama dengan pos belanja
lainnya;

Belanja Kepala Daerah mencerminkan penghematan dan berorientasi
prioritas peningkatan kinerja koordinasi dan pembinaan masyarakat;
Alokasi anggaran untuk kegiatan eksekutif tidak dapat dipergunakan
untuk membiayai anggota legislatif;

Semua gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dianggarkan pada
Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya;

Neraca Daerah disusun berdasarkan penghitungan/penilaian terhadap
aset-aset daerah;

d. Kondisi dan Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2019

1) Pendapatan Daerah

a)

Estimasi pendapatan daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pendapatan daerah sebesar

Rp3.127.590.616.000,00 terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar
Rp381.974.992.000,00

(2) Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.885.498.459.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar
Rp860.117.165.000,00
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b) Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019 diarahkan untuk memacu Kkegiatan, penggalian,
pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber
pendapatan daerah yang akan memiliki implikasi terhadap
meningkatnya belanja daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai
berikut:

(1) Pajak Daerah
a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak
melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya,

b. Peningkatan Law Enforcement

Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak daerah,

c. Intensifikasi Pajak Daerah

1) Optimalisasi system informasi pajak daerah terkonsolidasi
2) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek Pajak,
3) Meningkatkan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah,

d. Ekstensifikasi Pajak Daerah

1) Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah

2) Melakukan perluasan basis Pajak Daerah

3) Melakukan reklasifikasi obyek penerimaan pajak
(2) Retribusi Daerah

a. Peningkatan kemudahan system pembayaran pelayanan
retribusi daerah,

b. Peningkatan Law Enforcement,

¢. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah,

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatlan
laba BUMD,

b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-
perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga,

c. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di
lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama
dengan Pihak Ketiga,

(4) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk kelancaran pencairan Hibah,

2) Belanja Daerah
a) Estimasi Belanja Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan belanja daerah sebesar
Rp3.330.400.416.000,00 terdiri dari :
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(1) Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar
Rp1.817.491.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
(a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.069.716.809.000,00
(b) Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp2.837.500.000,00
(c) Belanja Hibah sebesar Rp53.815.200.000,00
(d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.967.800.000,00
(e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa
sebesar Rp11.851.306.000,00
(f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa sebesar Rp651.302.443.000,00
(9) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00
(2) Belanja Langsung sebesar Rp1.512.909.358.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
(a) Belanja Pegawai sebesar Rp4.134.672.100,00
(b) Belanja Barang dan Jasa Rp845.314.757.900,00
(c) Belanja Modal Rp663.459.928.000,00

b) Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam proses penganggaran belanja diupayakan pada pencapaian hasil

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan

urusan pemerintah kabupaten baik Belanja Langsung maupun Belanja

Tidak Langsung dengan kebijakan pengelolaan belanja tahun 2019

diarahkan pada :

(1) Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan

(2) Prioritas anggaran belanja adalah menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang
menjadi urusannya

(3) Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

(4) Besarnya plafond anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan
kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan
daerah serta pertimbangan kinerja

(5) Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas
kegiatan SKPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan
dokumen perencanaan yang berlaku,

3) Pembiayaan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Brebes merencanakan
anggaran pembiayaan daerah surplus sebesar Rp202.809.800.000,00 yang
meliputi rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar
Rp213.309.800.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar
Rp10.500.000.000,00,

e. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
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Belanja

Daerah sebesar Rp3.330.400.416.000,00 dialokasikan untuk 4 urusan

pemerintahan, yakni Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Fungsi Penunjang,
1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp2.033.095.096.900,00 terdiri atas:

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

()

Urusan Wajib Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.043.435.965.860,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Urusan Wajib Kesehatan dianggarkan sebesar Rp560.297.067.140,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes & RSUD Bumiayu;

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan
sebesar Rp382.512.317.500,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan
Ruang;

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
dianggarkan sebesar Rp15.645.836.400,00 dilaksanakan oleh SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

Urusan Wajib Ketrentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
dianggarkan sebesar Rp24.777.704.000,00 dilaksanakan oleh SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Urusan Wajib Sosial dianggarkan sebesar Rp6.426.206.000,00
dilaksanankan oleh SKPD Dinas Sosial;

2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp155.849.657.000,00 terdiri
atas :

a)

b)

f)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dianggarkan sebesar
Rp550.717.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak dianggarkan sebesar Rp14.359.751.000,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga dan Sekretariat Daerah;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup dianggarkan
sebesar Rp32.204.957.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan
Capil dianggarkan sebesar Rp12.268.922.000,00 dilaksanakan oleh
SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
dianggarkan sebesar Rp7.167.132.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dianggarkan  sebesar Rp1.039.800.000,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
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9)

h)

)

K)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan dianggarkan sebesar
Rp30.107.995.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan;
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
dianggarkan sebesar Rp6.326.163.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dianggarkan sebesar Rp15.552.369.000,00 dilaksanakan oleh
SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal dianggarkan
sebesar Rp7.346.866.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Penanaman
Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
dianggarkan sebesar Rp12.212.860.000,00 dilaksanakan oleh SKPD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan dianggarkan sebesar
Rp12.023.628.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan dianggarkan sebesar
Rp358.800.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan
Perpustakaan;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan dianggarkan sebesar
Rp4.329.697.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan
Perpustakaan;

Urusan Pilihan dianggarkan sebesar Rp78.881.609.000,00 terdiri atas :

a)

b)

c)

d)

€)

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar
Rp21.465.920.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan;

Urusan Pilihan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp4.099.656.000,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Urusan Pilihan Pertanian dianggarkan sebesar Rp37.882.726.000,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
& Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Urusan Pilihan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp9.897.369.000,00
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan;
Urusan Pilihan Perindustrian dianggarkan sebesar Rp5.535.938.000,00
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Urusan  Pemerintahan  Fungsi  Penunjang  dianggarkan  sebesar
Rp1.062.574.053.100,00 terdiri atas:

a)

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
dianggarkan sebesar Rp178.262.411.000,00 dilaksanakan oleh SKPD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Brebes,
Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Songgom,
Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari,
Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo,
Kecamatan Larangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu,
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Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Kecamatan
Bantarkawung, Kecamatan Salem;

b) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dianggarkan
sebesar Rp11.024.542.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat;

c) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dianggarkan
sebesar Rp9.318.399.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

d) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan dianggarkan sebesar
Rp816.518.097.100,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;

e) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian dianggarkan
sebesar Rp39.706.157.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah;

f) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
dianggarkan sebesar Rp6.909.846.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah;

g) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Pelatihan dianggarkan sebesar Rp834.601.000,00 dilaksanakan oleh
SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah;

Sirampog,

Alokasi anggaran untuk masing-masing Urusan Pemerintahan tersebut, sudah
termasuk belanja gaji PNS, honorarium tenaga harian lepas dan upah tenaga
kontrak, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga,

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan
pendapatan sebesar Rp3.096.826.845.150,05 dari yang ditargetkan sebesar
Rp3.127.590.616.000,00 atau 99,02 %,

Sedangkan realisasi belanja dan transfer untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp3.132.251.740.580,00 dari anggaran sebesar Rp3.330.400.416.000,00 atau 94,05
%, secara ringkas pencapaian targat kinerja keuangan yang berkaitan dengan
realisasi APBD selama Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan dalam tabel berikut

Int:
Tabel 2.6
Rekap Anggaran dan Realisasi APBD Kab, Brebes
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi Lebih / (Kurang) %

1 | Pendapatan 3.127.590.616.000,00 3.096.826.845.150,05 (30.763.770.849,95) | 99,02
Pendapatan Asli Daerah 381.974.992.000,00 379.091.298.714,05 (2.883.693.285,95) | 99,25
Pendapatan Transfer 2.131.640.685.000,00 2.106.133.167.436,00 | (25.507.517.564,00) | 98,80
Lain-lain pendapatan yg Sah 613.974.939.000,00 611.602.379.000,00 (2.372.560.000,00) | 99,61

2 | Belanja 3.330.400.416.000,00 3.132.251.740.580,00 | (198.148.675.420,00) | 94,05
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No Uraian Anggaran Realisasi Lebih / (Kurang) %
Belanja Operasi 1.998.786.739.000,00 1.848.070.004.521,00 | (150.716.734.479,00) | 92,46
Belanja Modal 663.459.928.000,00 621.919.531.365,00 (41.540.396.635,00) | 93,74
Belanja Tak Terduga 5.000.000.000,00 1.267.065.451,00 (3.732.934.549,00) | 25,34
Transfer 663.153.749.000,00 660.995.139.243,00 (2.158.609.757,00) | 99,67
Surplus / (Defisit) (202.809.800.000,00) (35.424.895.429,95) | 167.384.904.570,05 17,47

3 | Pembiayaan Netto 202.809.800.000,00 201.561.563.928,38 (1.248.236.071,62) | 99,38
Penerimaan Daerah 213.309.800.000,00 212.061.563.928,38 (1.248.236.071,62) | 99,41
Pengeluaran Daerah 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 - 100,00
Sisa Lebih Pemb. Anggaran - 166.136.668.498,43 166.136.668.498,43
(Silpa)
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang
menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
dalam kurun waktu satu tahun,

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi
pencapaian target kinerja APBD, Target kinerja APBD tersebut merupakan
gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada 4 urusan yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar yang terdiri
dari 12 SKPD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan
Pilihan terdiri dari 4 SKPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari
25 SKPD,

Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan
pendapatan  sebesar  Rp3.127.590.616.000,00 dan  terealisasi  sebesar
Rp3.096.826.845.150,05 atau sebesar 99,02%, Dibandingkan dengan realisasi pada
tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp2.854.043.939.110,31 realisasi pendapatan
tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp242.782.906.039,74 atau sebesar 8,51%
dari realisasi pendapatan tahun lalu,

Sementara dari sisi belanja dan transfer untuk tahun anggaran 2019, Pemerintah
Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar Rp, 3.330.400.416.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp3.132.251.740.580,00 atau sebesar 94,05%, Dibandingkan dengan
realisasi pada tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp2.825.364.002.156,00 realisasi
belanja tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp306.887.738.424,00 atau sebesar
10,86%, Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 dan 2018
beserta realisasinya dengan rincian yang disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018
1 | Pendapatan 3.127.590.616.000,00 3.096.826.845.150,05 | 99,02 2.854.043.939.110,31
2 | Belanja Daerah 3.330.400.416.000,00 3.132.251.740.580,00 | 94,05 2.825.364.002.156,00
Belanja Tidak Langsung | 1.817.491.058.000,00 1.753.675.757.741,00 | 96.49 1.619.226.066.484,00
Belanja Langsung 1.512.909.358.000,00 1.378.575.982.839,00 | 91,12 1.206.137.935.672,00

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2019 dan 2018
disajikan dalam tabel berikut ini :
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Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Tabel 3.2

No SKPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018
1 | DINDIKPORA 15.000.000,00 34.783.000,00 231,89 165.262.743,00
2 | DINAS KESEHATAN - - -
3 | UPTD PUSK. BREBES 20.559.863.000,00 21.357.058.597,00 103,88 19.755.478.083,00
4 | UPTD PUSK. TANJUNG 22.552.870.000,00 27.487.451.184,00 121,88 24.074.414.250,00
5 | UPTD PUSK. 35.010.000.000,00 37.461.533.114,00 107,00 31.556.885.005,00
BANJARHARJO
6 | UPTD 12.147.164.000,00 13.651.972.610,00 112,39 12.205.356.011,00
PUSK.PAGUYANGAN
7 | UPTD PUSK. BUMIAYU 16.625.041.000,00 15.905.916.278,00 95,67 13.626.430.925,00
8 | UPTD LABKESDA 160.000.000,00 231.934.500,00 144,96 252.408.500,00
9 | UPTD BP PARU & KUSTA 65.000.000,00 90.554.500,00 139,31 107.999.600,00
10 | RSUD BREBES 110.000.000.000,00 88.677.258.106,05 80,62 93.749.568.556,31
11 | RSUD BUMIAYU 24.750.000.000,00 19.726.934.468,00 79,70 15.515.786.798,00
12 | DPU 182.000.000,00 300.117.500,00 164,90 380.618.130,00
13 | DLHPS 225.000.000,00 248.897.000,00 110,62 171.000.000,00
14 | DINDUKPIL - 100,00 23.100.000,00
15 | DINAS PERHUBUNGAN 1.931.452.000,00 1.949.459.150,00 100,93 1.827.755.490,00
16 | DINKOMINFOTIK 750.000.000,00 414.034.000,00 55,20 594.720.681,00
17 | DINKOPUMDAG 5.400.000.000,00 5.393.107.000,00 99,87 4.889.927.600,00
18 | DPMPTSP 5.000.000.000,00 1.705.590.486,00 34,11 2.858.429.099,00
19 | DINBUDPAR 2.100.000.000,00 2.039.793.800,00 97,13 1.920.872.250,00
20 | DINAS PERIKANAN 258.113.000,00 296.267.045,00 114,78 278.086.382,00
21 | DPKH 155.000.000,00 155.406.700,00 100,26 156.957.050,00
22 | DINPERINAKER - 1.399.900,00 100,00 1.416.500,00
23 | SETDA 658.000.000,00 692.474.860,00 105,24 1.112.873.312,00
24 | KEC.BREBES 6.000.000,00 9.463.130,00 157,72 10.654.337,00
25 | KEC. JATIBARANG 6.000.000,00 6.769.500,00 112,83 7.078.000,00
26 | KEC. WANASARI 6.000.000,00 6.109.100,00 101,82 4.279.475,00
27 | KEC. SONGGOM 5.000.000,00 1.319.000,00 26,38 82.000,00
28 | KEC. BULAKAMBA 1.500.000,00 1.623.000,00 108,20 1.991.000,00
29 | KEC. TANJUNG 5.000.000,00 1.204.750,00 24,10 566.000,00
30 | KEC.LOSARI 4.000.000,00 970.000,00 24,25 752.000,00
31 | KEC. KERSANA 1.000.000,00 500.000,00 50,00 367.000,00
32 | KEC. KETANGGUNGAN 2.500.000,00 941.000,00 37,64 587.000,00
33 | KEC. BANJARHARJO 5.000.000,00 100.000,00 2,00 544.000,00
34 | KEC.LARANGAN 5.000.000,00 5.049.000,00 100,98 4.037.000,00
35 | KEC. TONJONG 3.000.000,00 461.000,00 15,37 380.000,00
36 | KEC.BUMIAYU 2.500.000,00 2.248.000,00 89,92 3.726.000,00
37 | KEC. PAGUYANGAN 3.000.000,00 40.000,00 1,33 287.125,00
38 | KEC. SIRAMPOG 1.500.000,00 1.100.000,00 73,33 900.000,00
39 | KEC.BANTARKAWUNG 6.000.000,00 1.317.062,00 21,95 650.000,00
40 | KEC. SALEM 4.500.000,00 2.106.000,00 46,80 2.092.000,00
41 | BPPKAD 116.325.000.000,00 131.231.791.111,00 112,81 118.268.238.872,00
42 | PPKD 2.752.653.613.000,00 | 2.727.731.789.699,00 99,09 | 2.510.511.380.336,00
JUMLAH 3.127.590.616.000,00 | 3.096.826.845.150,05 99,02 | 2.854.043.939.110,31
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2018 yang disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No SKPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 DINDIKPORA 1.055.648.825.860,00 | 1.017.455.522.555,00 96,38 938.639.896.534,00
2 DINAS KESEHATAN 182.723.139.250,00 155.112.390.367,00 84,89 155.381.964.780,00
3 UPTD PUSK. BREBES 29.326.179.000,00 23.864.364.282,00 81,38 22.860.258.344,00
4 UPTD PUSK. TANJUNG 30.025.031.994,00 26.402.854.204,00 87,94 24.818.325.353,00
5 UPTD PUSK. 45.300.600.896,00 41.174.484.130,00 90,89 32.491.709.971,00

BANJARHARJO
6 UPTD 14.275.781.000,00 13.337.215.383,00 93,43 11.366.996.123,00
PUSK.PAGUYANGAN

7 UPTD PUSK. BUMIAYU 19.308.357.000,00 16.186.817.191,00 83,83 15.297.799.512,00
8 UPTD LABKESDA 1.336.250.000,00 1.097.244.479,00 82,11 559.546.559,00
9 UPTD BP PARU & KUSTA 643.900.000,00 514.179.641,00 79,85 552.109.499,00
10 | RSUD BREBES 150.364.672.000,00 120.372.282.432,00 80,05 159.290.733.193,00
11 | RSUD BUMIAYU 86.993.156.000,00 74.801.004.977,00 85,98 34.244.555.977,00
12 | DPU 301.692.404.500,00 289.160.906.554,00 95,85 238.534.566.188,00
13 | DPSDAPR 80.819.913.000,00 78.390.438.945,00 96,99 74.749.897.519,00
14 | DINPERWASKIM 15.645.836.400,00 14.298.733.169,00 91,39 10.627.809.288,00
15 | SATPOL PP 12.801.897.000,00 12.494.073.437,00 97,60 8.756.739.478,00
16 | KESBANGPOL 4.067.275.000,00 3.881.417.844,00 95,43 3.415.412.925,00
17 | PLHBNK 2.776.597.000,00 2.588.111.344,00 93,21 2.372.541.637,00
18 | BPBD 5.131.935.000,00 4.950.063.978,00 96,46 4.239.608.508,00
19 | DINAS SOSIAL 6.426.206.000,00 5.784.528.696,00 90,01 5.253.973.339,00
20 | DP3KB 15.399.551.000,00 13.780.531.158,00 89,49 14.052.080.261,00
21 | DLHPS 32.204.957.000,00 30.485.855.876,00 94,66 18.883.671.928,00
22 | DINDUKPIL 12.268.922.000,00 11.325.033.879,00 92,31 12.769.172.625,00
23 | DINPERMADES 7.167.132.000,00 6.630.524.724,00 92,51 6.214.626.345,00
24 | DINAS PERHUBUNGAN 30.107.995.000,00 26.767.675.593,00 88,91 30.723.807.748,00
25 | DINKOMINFOTIK 6.326.163.000,00 5.940.491.069,00 93,90 8.366.881.837,00
26 | DINKOPUMDAG 25.449.738.000,00 23.333.369.893,00 91,68 30.699.135.268,00
27 | DPMPTSP 7.346.866.000,00 6.993.724.544,00 95,19 6.933.118.798,00
28 | DINBUDPAR 16.123.284.000,00 15.652.764.425,00 97,08 10.075.946.544,00
29 | DINARPUS 4.688.497.000,00 4.415.467.569,00 94,18 3.583.395.212,00
30 | DINAS PERIKANAN 21.465.920.000,00 20.376.946.310,00 94,93 25.845.634.469,00
31 | DINAS PERTANIAN & KP 26.571.252.000,00 25.381.919.735,00 95,52 21.134.592.975,00
32 | DPKH 11.311.474.000,00 10.317.919.750,00 91,22 9.474.849.479,00
33 | DINPERINAKER 6.086.655.000,00 5.675.396.067,00 93,24 7.403.121.582,00
34 | DPRD 24.856.329.000,00 24.259.027.080,00 97,60 24.571.029.181,00
35 | KDH DAN WAKIL KDH 763.778.000,00 761.312.640,00 99,68 761.780.184,00
36 | SETDA 59.661.037.000,00 55.887.132.679,00 93,67 57.905.415.329,00
37 | SEKRETARIAT DPRD 34.535.970.000,00 29.589.778.361,00 85,68 29.251.048.306,00
38 | KEC.BREBES 9.988.082.000,00 9.432.778.358,00 94,44 7.302.816.247,00
39 | KEC. JATIBARANG 2.783.938.000,00 2.675.613.401,00 96,11 2.652.952.468,00
40 | KEC. WANASARI 2.787.637.000,00 2.766.105.087,00 99,23 3.038.835.794,00
41 | KEC. SONGGOM 3.121.603.000,00 2.829.857.979,00 90,65 2.156.212.241,00
42 | KEC. BULAKAMBA 2.809.885.000,00 2.669.619.844,00 95,01 2.409.834.650,00
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43 | KEC. TANJUNG 3.043.654.000,00 2.795.655.723,00 91,85 2.663.676.782,00
44 | KEC.LOSARI 2.960.875.000,00 2.666.684.778,00 90,06 2.461.359.520,00
45 | KEC. KERSANA 2.843.541.000,00 2.555.808.623,00 89,88 2.326.068.128,00
46 | KEC.KETANGGUNGAN 3.444.455.000,00 3.198.332.414,00 92,85 2.929.763.919,00
47 | KEC. BANJARHARJO 3.496.406.000,00 2.931.841.934,00 83,85 2.323.610.476,00
48 | KEC.LARANGAN 2.805.749.000,00 2.735.940.861,00 97,51 2.471.197.932,00
49 | KEC. TONJONG 2.805.203.000,00 2.667.509.996,00 95,09 2.487.379.578,00
50 | KEC.BUMIAYU 3.162.393.000,00 2.817.603.647,00 89,10 2.782.031.813,00
51 | KEC. PAGUYANGAN 3.048.528.000,00 2.758.027.801,00 90,47 2.737.305.551,00
52 | KEC. SIRAMPOG 2.675.373.000,00 2.551.346.352,00 95,36 2.417.976.258,00
53 | KEC.BANTARKAWUNG 3.375.732.000,00 3.196.473.291,00 94,69 2.970.755.207,00
54 | KEC. SALEM 3.292.243.000,00 3.170.386.885,00 96,30 2.927.995.105,00
55 | INSPEKTORAT 11.024.542.000,00 9.256.404.314,00 83,96 7.546.544.227,00
56 | BAPERLITBANGDA 10.153.000.000,00 9.575.790.195,00 94,31 9.528.114.390,00
57 | BPPKAD 68.743.848.100,00 64.341.574.941,00 93,60 60.372.979.975,00
58 | PPKD 747.774.249.000,00 735.036.099.194,00 98,30 607.200.832.923,00
59 | BKPSDMD 46.616.003.000,00 40.180.780.002,00 86,20 29.552.006.174,00
JUMLAH 3.330.400.416.000,00 | 3.132.251.740.580,00 94,05 | 2.825.364.002.156,00

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut.
rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk
tahun anggaran 2019 dan 2018 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan
tidak langsung yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No SKPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 DINDIKPORA 712.473.048.000,00 681.552.922.818,00 95,66 692.204.360.202,00
2 DINAS KESEHATAN 82.967.617.000,00 81.187.915.350,00 97,85 77.866.357.953,00
3 UPTD PUSK. BREBES - - - -
4 UPTD PUSK. TANJUNG - - - -
5 UPTD PUSK. - - - -

BANJARHARJO
6 UPTD - - - -
PUSK.PAGUYANGAN

7 UPTD PUSK. BUMIAYU - - - -
8 UPTD LABKESDA 8.000.000,00 2.000.000,00 25,00 4.500.000,00
9 UPTD BP PARU & KUSTA - - - -
10 | RSUD BREBES 24.666.364.000,00 24.183.927.968,00 98,04 23.299.809.961,00
11 | RSUD BUMIAYU 3.549.315.000,00 3.484.889.787,00 98,18 3.119.457.424,00
12 | DPU 8.783.249.000,00 8.361.257.585,00 95,20 8.228.281.783,00
13 | DPSDAPR 11.854.178.000,00 11.748.171.836,00 99,11 11.974.304.273,00
14 | DINPERWASKIM 2.881.792.000,00 2.449.561.699,00 85,00 2.450.769.733,00
15 | SATPOL PP 4.241.897.000,00 4.109.206.010,00 96,87 4.042.974.784,00
16 | KESBANGPOL 1.392.096.000,00 1.352.632.645,00 97,17 1.359.558.957,00
17 | PLHBNK 1.410.440.000,00 1.345.532.320,00 95,40 1.323.147.370,00
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18 | BPBD 2.211.935.000,00 2.102.052.605,00 95,03 2.056.048.352,00
19 | DINAS SOSIAL 2.403.962.000,00 2.113.053.817,00 87,90 2.198.855.614,00
20 | DP3KB 4.268.268.000,00 3.621.558.949,00 84,85 4.080.607.031,00
21 | DLHPS 7.803.139.000,00 7.681.066.123,00 98,44 7.183.176.679,00
22 | DINDUKPIL 3.629.382.000,00 3.552.920.743,00 97,89 3.250.453.140,00
23 | DINPERMADES 3.053.784.000,00 2.876.385.747,00 94,19 2.982.615.467,00
24 | DINAS PERHUBUNGAN 4.862.320.000,00 4.667.524.808,00 95,99 4.661.298.393,00
25 | DINKOMINFOTIK 3.352.980.000,00 3.219.545.961,00 96,02 3.128.600.576,00
26 | DINKOPUMDAG 12.705.365.000,00 11.887.487.787,00 93,56 11.759.500.401,00
27 | DPMPTSP 3.486.866.000,00 3.182.850.590,00 91,28 3.089.348.726,00
28 | DINBUDPAR 4.590.394.000,00 4.489.158.763,00 97,79 4.325.302.759,00
29 | DINARPUS 2.528.497.000,00 2.282.342.920,00 90,26 2.052.849.192,00
30 | DINAS PERIKANAN 2.769.788.000,00 2.405.263.597,00 86,84 2.252.259.431,00
31 | DINAS PERTANIAN & KP 10.759.087.000,00 10.215.692.646,00 94,95 10.111.115.358,00
32 | DPKH 3.939.837.000,00 3.728.563.550,00 94,64 3.766.785.958,00
33 | DINPERINAKER 3.289.886.000,00 3.248.769.171,00 98,75 3.148.648.666,00
34 | DPRD 24.856.329.000,00 24.259.027.080,00 97,60 24.571.029.181,00
35 | KDH DAN WAKIL KDH 763.778.000,00 761.312.640,00 99,68 761.780.184,00
36 | SETDA 12.945.769.000,00 12.248.847.803,00 94,62 12.302.496.849,00
37 | SEKRETARIAT DPRD 4.917.446.000,00 4.650.934.944,00 94,58 4.349.165.853,00
38 | KEC.BREBES 5.138.961.000,00 4.911.304.229,00 95,57 5.160.272.595,00
39 | KEC. JATIBARANG 1.953.125.000,00 1.928.705.726,00 98,75 1.981.588.020,00
40 | KEC. WANASARI 1.746.031.000,00 1.766.993.678,00 101,20 2.081.446.655,00
41 | KEC. SONGGOM 1.966.366.000,00 1.689.777.608,00 85,93 1.600.748.904,00
42 | KEC. BULAKAMBA 1.903.589.000,00 1.778.541.987,00 9343 1.817.004.369,00
43 | KEC. TANJUNG 2.114.324.000,00 1.890.563.514,00 89,42 2.010.212.588,00
44 | KEC.LOSARI 2.123.326.000,00 1.857.219.738,00 8747 1.791.082.219,00
45 | KEC.KERSANA 1.842.251.000,00 1.659.622.338,00 90,09 1.679.384.984,00
46 | KEC.KETANGGUNGAN 2.201.195.000,00 2.019.148.572,00 91,73 2.075.433.023,00
47 | KEC.BANJARHARJO 2.282.606.000,00 1.808.075.835,00 79,21 1.723.180.686,00
48 | KEC.LARANGAN 1.940.689.000,00 1.915.467.030,00 98,70 1.832.353.067,00
49 | KEC. TONJONG 1.952.020.000,00 1.947.909.022,00 99,79 1.841.977.103,00
50 | KEC.BUMIAYU 2.306.724.000,00 2.086.911.427,00 90,47 2.150.312.013,00
51 | KEC. PAGUYANGAN 2.179.342.000,00 1.969.206.636,00 90,36 2.117.463.715,00
52 | KEC. SIRAMPOG 1.844.001.000,00 1.741.660.842,00 94,45 1.779.901.048,00
53 | KEC.BANTARKAWUNG 2.323.364.000,00 2.208.185.859,00 95,04 2.377.315.091,00
54 | KEC. SALEM 2.299.497.000,00 2.244.246.862,00 97,60 2.385.855.247,00
55 | INSPEKTORAT 6.856.670.000,00 5.256.426.091,00 76,66 4.272.846.586,00
56 | BAPERLITBANGDA 4.360.210.000,00 4.105.372.723,00 94,16 3.967.407.798,00
57 | BPPKAD 13.211.595.000,00 11.899.136.608,00 90,07 12.334.953.058,00
58 | PPKD 747.774.249.000,00 735.036.099.194,00 98,30 607.200.832.923,00
59 | BKPSDMD 33.804.115.000,00 28.982.803.960,00 85,74 17.139.034.542,00
JUMLAH 1.817.491.058.000,00 1.753.675.757.741,00 96,49 | 1.619.226.066.484,00
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Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Tabel 3.5

Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No SKPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 DINDIKPORA 343.175.777.860 335.902.599.737,00 97,88 246.435.536.332,00
2 DINAS KESEHATAN 99.755.522.250 73.924.475.017,00 7411 77.515.606.827,00
3 UPTD PUSK. BREBES 29.326.179.000 23.864.364.282,00 81,38 22.860.258.344,00
4 UPTD PUSK. TANJUNG 30.025.031.994 26.402.854.204,00 87,94 24.818.325.353,00
5 UPTD PUSK. 45.300.600.896 41.174.484.130,00 90,89 32.491.709.971,00

BANJARHARJO
6 UPTD 14.275.781.000 13.337.215.383,00 93,43 11.366.996.123,00
PUSK.PAGUYANGAN

7 UPTD PUSK. BUMIAYU 19.308.357.000 16.186.817.191,00 83,83 15.297.799.512,00
8 UPTD LABKESDA 1.328.250.000 1.095.244.479,00 82,46 555.046.559,00
9 UPTD BP PARU & KUSTA 643.900.000 514.179.641,00 79,85 552.109.499,00
10 | RSUD BREBES 125.698.308.000 96.188.354.464,00 76,52 135.990.923.232,00
11 | RSUD BUMIAYU 83.443.841.000 71.316.115.190,00 85,47 31.125.098.553,00
12 | DPU 292.909.155.500 280.799.648.969,00 95,87 230.306.284.405,00
13 | DPSDAPR 68.965.735.000 66.642.267.109,00 96,63 62.775.593.246,00
14 | DINPERWASKIM 12.764.044.400 11.849.171.470,00 92,83 8.177.039.555,00
15 | SATPOL PP 8.560.000.000 8.384.867.427,00 97,95 4.713.764.694,00
16 | KESBANGPOL 2.675.179.000 2.528.785.199,00 94,53 2.055.853.968,00
17 | PLHBNK 1.366.157.000 1.242.579.024,00 90,95 1.049.394.267,00
18 | BPBD 2.920.000.000 2.848.011.373,00 97,53 2.183.560.156,00
19 | DINAS SOSIAL 4.022.244.000 3.671.474.879,00 91,28 3.055.117.725,00
20 | DP3KB 11.131.283.000 10.158.972.209,00 91,27 9.971.473.230,00
21 | DLHPS 24.401.818.000 22.804.789.753,00 93,46 11.700.495.249,00
22 | DINDUKPIL 8.639.540.000 7.772.113.136,00 89,96 9.518.719.485,00
23 | DINPERMADES 4.113.348.000 3.754.138.977,00 91,27 3.232.010.878,00
24 | DINAS PERHUBUNGAN 25.245.675.000 22.100.150.785,00 87,54 26.062.509.355,00
25 | DINKOMINFOTIK 2.973.183.000 2.720.945.108,00 91,52 5.238.281.261,00
26 | DINKOPUMDAG 12.744.373.000 11.445.882.106,00 89,81 18.939.634.867,00
27 | DPMPTSP 3.860.000.000 3.810.873.954,00 98,73 3.843.770.072,00
28 | DINBUDPAR 11.532.890.000 11.163.605.662,00 96,80 5.750.643.785,00
29 | DINARPUS 2.160.000.000 2.133.124.649,00 98,76 1.530.546.020,00
30 | DINAS PERIKANAN 18.696.132.000 17.971.682.713,00 96,13 23.593.375.038,00
31 | DINAS PERTANIAN & KP 15.812.165.000 15.166.227.089,00 95,91 11.023.477.617,00
32 | DPKH 7.371.637.000 6.589.356.200,00 89,39 5.708.063.521,00
33 | DINPERINAKER 2.796.769.000 2.426.626.896,00 86,77 4.254.472.916,00
34 | DPRD - -
35 | KDH DAN WAKIL KDH - -
36 | SETDA 46.715.268.000 43.638.284.876,00 93,41 45.602.918.480,00
37 | SEKRETARIAT DPRD 29.618.524.000 24.938.843.417,00 84,20 24.901.882.453,00
38 | KEC.BREBES 4.849.121.000 4.521.474.129,00 93,24 2.142.543.652,00
39 | KEC. JATIBARANG 830.813.000 746.907.675,00 89,90 671.364.448,00
40 | KEC. WANASARI 1.041.606.000 999.111.409,00 95,92 957.389.139,00
41 | KEC. SONGGOM 1.155.237.000 1.140.080.371,00 98,69 555.463.337,00
42 | KEC. BULAKAMBA 906.296.000 891.077.857,00 98,32 592.830.281,00
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43 | KEC. TANJUNG 929.330.000 905.092.209,00 97,39 653.464.194,00
44 | KEC.LOSARI 837.549.000 809.465.040,00 96,65 670.277.301,00
45 | KEC. KERSANA 1.001.290.000 896.186.285,00 89,50 646.683.144,00
46 | KEC.KETANGGUNGAN 1.243.260.000 1.179.183.842,00 94,85 854.330.896,00
47 | KEC.BANJARHARJO 1.213.800.000 1.123.766.099,00 92,58 600.429.790,00
48 | KEC.LARANGAN 865.060.000 820.473.831,00 94,85 638.844.865,00
49 | KEC. TONJONG 853.183.000 719.600.974,00 84,34 645.402.475,00
50 | KEC.BUMIAYU 855.669.000 730.692.220,00 85,39 631.719.800,00
51 | KEC. PAGUYANGAN 869.186.000 788.821.165,00 90,75 619.841.836,00
52 | KEC. SIRAMPOG 831.372.000 809.685.510,00 97,39 638.075.210,00
53 | KEC.BANTARKAWUNG 1.052.368.000 988.287.432,00 93,91 593.440.116,00
54 | KEC.SALEM 992.746.000 926.140.023,00 93,29 542.139.858,00
55 | INSPEKTORAT 4.167.872.000 3.999.978.223,00 95,97 3.273.697.641,00
56 | BAPERLITBANGDA 5.792.790.000 5.470.417.472,00 94,43 5.560.706.592,00
57 | BPPKAD 55.532.253.100 52.442.438.333,00 94,44 48.038.026.917,00
58 | PPKD - - - -
59 | BKPSDMD 12.811.888.000 11.197.976.042,00 87,40 12.412.971.632,00
JUMLAH 1.512.909.358.000 1.378.575.982.839,00 91,12 | 1.206.137.935.672,00

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2019
adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya peran serta. kesadaran serta dukungan masyarakat khususnya
wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan
khususnya PAD.

b. Keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber
daya alam yang dimiliki.

c. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak belum
tergalinya sumber—sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang
memadai.

d. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga kontribusi terhadap
pendapatan daerah relatif masih kurang.

e. Kurang tertibnya administrasi pengelolaan di masing—masing SKPD pengelola
pendapatan.

f.  Kurang akuratnya basis data pendapatan. khususnya PAD pada unit-unit kerja
pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target
pendapatan.

g. Masih rendahnya kontribusi Perusda terhadap PAD. disebabkan belum
optimalnya Perusahaan Daerah dalam mengelola usahanya.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja daerah
diantaranya adalah :
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Pengelolaan keuangan yang terdesentralisasikan di setiap SKPD maka dituntut
kesiapan SDM untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD.
Permasalahan yang dihadapi pada setiap SKPD adalah SDM yang ada belum
sepenuhnya siap. mulai dari perencanaan anggaran. pelaksanaan sampai dengan
pelaporannya.

Kurang cermatnya beberapa SKPD dalam perencanaan penganggaran. hal ini
akan berakibat adanya beberapa belanja / kegiatan yang belum bisa dilaksanakan
dan harus menunggu perubahan APBD.

Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh satuan kerja belum seluruhnya
dapat dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2019 karena keterbatasan
pendapatan daerah.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan
setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan. karena alokasi
anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi harapan.

Dana bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat (Dana Alokasi Khusus) yang
terprogram untuk biaya kegiatan daerah. sering mengalami perubahan atau
bahkan tidak mendapatkan alokasi dana.

Masih adanya SKPD yang kurang disiplin atas anggaran kas yang sudah
ditetapkan dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) per triwulan. yang berakibat
pencairan dana tidak sesuai dengan penyediaan dana sehingga mempengaruhi
likuiditas keuangan daerah.

Program aplikasi sistem informasi keuangan daerah SIMDA dari BPKP yang
digunakan masih belum sepenuhnya bisa dipahami oleh masing—masing
operator SIMDA di setiap SKPD.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut. terdapat beberapa langkah
antisipatif yang sudah dilakukan. yaitu:

a.

Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan
yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. sehingga
meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.

Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa
yang gagal lelang. sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna
mencegah terjadinya kondisi yang serupa.

Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD
dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/
instansi lain atau pembinaan secara mandiri.

Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan
yang dilakukan secara proaktif dan intensif.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip. dasar-dasar.

konvensi-konvensi. aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran. antar periode
maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kebijakan akuntansi yang
sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem
pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Brebes
Nomor 056 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.
dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

1.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam
aktivitas laporan keuangan. entitas dibedakan menjadi 2 (dua). yaitu entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Brebes tahun 2019 vyaitu basis akrual. Agar dapat menyajikan
keterbandingan laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten perlu menyajikan kembali
Neraca tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Pendapatan.

Dalam penerapannya. pendapatan dipilah menjadi 2 (dua). yakni:
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Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan
penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat
pendapatan direalisasi. Pendapatan ini diukur dan dicatat berdasarkan asas
bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal
besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai. maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan
basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening
Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD. Pendapatan ini meliputi :

(a) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan
tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

(b) Pendapatan Transfer-LRA
Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana
yang diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan
tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah.

b. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA
disebut dengan belanja. sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1)

2)

Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan diakui
dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan
Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui
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berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari
Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran
berdasarkan azas bruto.

Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain. termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. transfer
masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening
Kas Umum Daerah. sedangkan transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai
SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan
penyusunan Laporan Operasional. pendapatan transfer diukur dan dicatat
berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. sedangkan
beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah
yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan
dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi dan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank. sedangkan Setara Kas
merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu
investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh
tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari:

1) Kas di kas Daerah

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

3) Kas di Bendahara Penerimaan

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5) Kas di dana BOS

Setara kas terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan
2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga)
bulan.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing. maka
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dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan
atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk
menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Pengukuran
piutang ditentukan sebagai berikut :

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan :

(a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan

(b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding

(c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan
dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan :

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan
nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan. dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(e) Pengukuran piutang transfer

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima
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(3) Dana Alokasi Khusus. disajikan sebesar klaim yang telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

(f) Pengukuran Piutang ganti rugi

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di
atas 12 bulan berikutnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. oleh karenanya
terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
dengan ketentuan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value). oleh karena itu nilai piutang tidak

tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang

yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis. yaitu:

Lancar. Kurang Lancar. Diragukan dan Macet.

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada

umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

(@) Piutang lancar. nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0.5% (setengah
persen);

(b) Piutang kurang lancar. nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%
(sepuluh persen);

(c) Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%
(lima puluh persen);

(d) Piutang macet. nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus
persen).

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari

piutang yang bersangkutan.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

(@ Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga
tagihan tersebut selesai atau lunas.

(b) Penghapusbukuan (write down)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi
yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut :

(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada
kerugian penghapusbukuan.

(2)Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah. sebelum
difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan (apabila perlu).
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(3)Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi
yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus
buku (write off). Pengambilan keputusan penghapusbukuan
dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan
atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan
penghapusbukuan tersebut.

(c) Penghapustagihan (write off)
(d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan. ternyata dikemudian hari

diterima pembayaran/pelunasan. maka penerimaan tersebut dicatat

sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan
perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari
jenis piutang.

g. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. maka pengukuran
persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan
terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya
pengangkutan. biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung
dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga. rabat. dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar.

4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

h. Pengukuran Investasi
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Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga. dividen dan royalty atau manfaat sosial. sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Investasi dibagi menjadi dua macam. yaitu:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/
dicairkan. ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko
rendah. serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Investasi Jangka Pendek

Untuk investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga. apabila terdapat
nilai biaya perolehannya. maka diukur dan dicatat berdasarkan harga
transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli. jasa bank. dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat
nilai biaya perolehannya. maka diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika
tidak terdapat nilai wajar. maka dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sedangkan. untuk investasi
jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai
nominalnya.

2) Investasi Jangka Panjang

Pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya
penyertaan modal pemerintah daerah. dicatat sebesar biaya perolehannya
meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul
dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sedangkan. pengukuran untuk
investasi non permanen adalah sebagai berikut:

(a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang
dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan. dinilai sebesar nilai
perolehannya.

(b) Investasi yang dimaksudkan untuk  penyehatan/penyelamatan
perekonomian. dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan
pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya
yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke
pihak ketiga.

(d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset
Pemerintah Daerah. maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah

35 /



Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Daerah adalah sebesar biaya perolehan. atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata
uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada
tanggal transaksi.

(f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:
1) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ini digunakan pada
investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

2) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan padan
kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (Net Realizable Value)
digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non
Permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka
waktu dekat.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
olen masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai
berikut:

1)

2)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya. termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Biaya perolehan. di luar harga beli aset. dapat dikapitalisasi
sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold.
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Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam
menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan
terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya.
Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara
memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam
pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai
wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui
penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus
(straight line method).

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan. Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

yang meliputi:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut;

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar. investasi jangka panjang. aset tetap dan

dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Diukur sebesar nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2K).

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset yang diserahkan atau diterima oleh Pemerintah dalam perjanjian
kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan
sebesar nilai bersih atau nilai wajar yang tercatat pada saat perjanjian atau
pada saat penerimaan aset. dipilih yang paling objektif atau paling berdaya
uji.

4) Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
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menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud diukur
dengan harga perolehannya. yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk
memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan
Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang
diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

5) Aset Lain-Lain
Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain
menurut nilai tercatatnya.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah.

Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban Jangka Pendek. merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar
(atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek
meliputi :

(a) Utang perhitungan fihak ketiga

Kewajiban ini dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah
dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum
disetorkan kepada yang berkepentingan.

(b) Utang bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh pemerintah.

(c) Bagian lancar utang jangka panjang

Kewajiban ini diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.

(d) Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai
transaksi dari transaksi yang terjadi.

(e) Pendapatan diterima di muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
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(f) Utang beban

Kewajiban ini diukur sebesar beban yang belum dibayar oleh
pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan
tanggal neraca.

(9) Utang jangka pendek lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

2) Kewajiban Jangka Panjang. merupakan semua kewajiban pemerintah
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi:

(a) Utang dalam negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban ini adalah
sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

(b) Utang luar negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai
tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

(c) Utang jangka panjang lainnya

Kewajiban ini diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam
perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

n. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban permerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal
laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO
dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persedian. selisih evaluasi Aset
Tetap. dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk
Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih). Akun Ekuitas
untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening
Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Dengan tidak diakomodasinya akun
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk
Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Koreksi Kesalahan.

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan
atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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1) Kesalahan Tidak Berulang

(a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan
jenis ini. dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan.

(b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Apabila
kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan
laporan keuangan. maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang
bersangkutan. Akan tetapi. jika kesalahan baru ditemukan setelah
diterbitkan laporan keuangan. maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
(1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan

penambahan kas. dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan
lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas.
maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih

(2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah
maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun aset bersangkutan.

(3) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan
beban. mempengaruhi posisi kas namun tidak mempengaruhi secara
material posisi aset selain kas. dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan lain-lain-LO.

(4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah
maupun mengurangi posisi kas. dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO baik menambah
maupun mengurangi posisi kas. maka dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun ekuitas.

(6) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang
menambah maupun mengurangi posisi kas. dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah
maupun mengurangi posisi kas. dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

(8) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas. dilakukan
dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya
kesalahan.

2) Kesalahan Berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan
dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang
bersangkutan.

40 /



Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

51 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja dan pembiayaan.
51.1 Pendapatan
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
3.096.826.845.150,05 2.854.043.939.110,31
SKPD yang mengelola pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2019 per SKPD
NO SKPD ANGGARAN 2019 (Rp) | REALISASI 2019 (Rp) %
| | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 15.000.000,00 34.783.000,00 | 231,89
2 | DINAS KESEHATAN -
3 | UPTD PUSKESMAS BREBES 20.559.863.000,00 21.357.058597,00 | 103,88
4 | UPTD PUSKESMAS TANJUNG 22.552.870.000,00 27.487.451.184,00 | 121,88
5 | UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO 35.010.000.000,00 37.461.533.114,00 | 107,00
6 | UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN 12.147.164.000,00 13.651.972.610,00 | 112,39
7 | UPTD PUSKESMAS BUMIAYU 16.625.041.000,00 15.905.916.278,00 | 95,67
8 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 160.000.000,00 231.934500,00 | 144,96
9 | UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA 65.000.000,00 90.554.500,00 | 139,31
10 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES 110.000.000.000,00 88.677.258.106,05 | 80,60
11 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU 24.750.000.000,00 19.726.934.468,00 | 7970
12 | DINAS PEKERJAAN UMUM 182.000.000,00 300.117.500,00 | 164,90
13 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AR & PR -
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN )
14 | PERMUKIMAN
15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -
16 | KANTOR KESBANG & POLITIK -
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NO SKPD ANGGARAN 2019 (Rp) | REALISASI 2019 (Rp) %
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA )
17 |  KABUPATEN
18 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -
19 DINAS SOSIAL -
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
20 DP3KB -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
21 PENGELOLAAN SAMPAH 225.000.000,00 248.897.000,00 | 110,62
22 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN )
23 | DESA
24 DINAS PERHUBUNGAN 1.931.452.000,00 1.949.459.150,00 | 100,93
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
25 | STATISTIK 750.000.000,00 504.786.000,00 67,30
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
26 | PERDAGANGAN 5.400.000.000,00 5.393.107.000,00 99,87
DINAS PENANAMAN MODAL & PERIJINAN
27 | TERPADU SATU PINTU 5.000.000.000,00 1.705.590.486,00 34,11
28 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.100.000.000,00 2.039.793.800,00 97,13
29 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN -
URUSAN PILIHAN
30 DINAS PERIKANAN 258.113.000,00 296.267.04500 | 114,78
31 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN -
32 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 155.000.000,00 155.406.700,00 | 100,26
33 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.399.900,00 | 100,00
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
34 DPRD -
35 KDH DAN WAKIL KDH -
36 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN -
37 BAGIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN -
38 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA -
39 BAGIAN PEREKONOMIAN 630.000.000,00 666.818.700,00 | 10584
40 BAGIAN PEMBANGUNAN -
41 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -
42 BAGIAN HUKUM -
43 BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH -
44 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN -
45 BAGIAN UMUM 28.000.000,00 25.656.160,00 91,63
46 SEKRETARIAT DPRD - - -
47 KECAMATAN BREBES 6.000.000,00 9.463.130,00 | 157,72
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NO SKPD ANGGARAN 2019 (Rp) | REALISASI 2019 (Rp) %
48 KECAMATAN JATIBARANG 6.000.000,00 6.769.500,00 | 112,83
49 KECAMATAN WANASARI 6.000.000,00 6.109.100,00 | 101,82
50 KECAMATAN SONGGOM 5.000.000,00 1.319.000,00 | 100,00
51 KECAMATAN BULAKAMBA 1.500.000,00 1.623.000,00 | 108,20
52 KECAMATAN TANJUNG 5.000.000,00 1.204.750,00 | 100,00
53 KECAMATAN LOSARI 4.000.000,00 970.000,00 24,25
54 KECAMATAN KERSANA 1.000.000,00 500.000,00 50,00
55 KECAMATAN KETANGGUNGAN 2.500.000,00 941.000,00 37,64
56 KECAMATAN BANJARHARJO 5.000.000,00 100.000,00 | 100,00
57 KECAMATAN LARANGAN 5.000.000,00 5.049.000,00 | 100,98
58 KECAMATAN TONJONG 3.000.000,00 461.000,00 15,37
59 KECAMATAN BUMIAYU 2.500.000,00 2.248.000,00 89,92
60 KECAMATAN PAGUYANGAN 3.000.000,00 40.000,00 1,33
61 KECAMATAN SIRAMPOG 1.500.000,00 1.100.000,00 73,33
62 KECAMATAN BANTARKAWUNG 6.000.000,00 1.317.062,00 21,95
63 KECAMATAN SALEM 4.500.000,00 2.106.000,00 | 100,00
64 INSPEKTORAT ; ; -
65 BAPERLITBANGDA - - -
66 BPPKAD 116.325.000.000,00 131.715.631.172,00 | 11323
67 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2.752.653.613.000,00 | 2.727.157.197.638,00 99,07

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN )
68 | SDM DAERAH
3.127.590.616.000,00 | 3.096.826.845.150,05 99,02

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan pada Tahun  Anggaran 2019 dianggarkan  sebesar
Rp3.127.590.616.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp3.096.826.845.150,05 atau sebesar 99,02%. Jika dibandingkan dengan
realisasi pendapatan tahun 2018 yang sebesar Rp2.854.043.939.110,31, realisasi
pendapatan pada  tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp242.782.906.039,74 atau sebesar 8,51%.

Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2019 dan 2018

No Uraian Anggar?ng)A 2019 Rea”sa(sépT)A 20191 9| Realisasi TA 2018 (Rp)
1 | Pendapatan Asli Daerah 381.974.992.000,00 379.091.298.714,05 | 99,25 346.907.972.510,31
2 | Pendapatan Transfer 2.131.640.685.000,00 | 2.106.133.167.436,00 | 98,80 | 1.994.485.790.600,00
3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah 613.974.939.000,00 611.602.379.000,00 | 99,61 512.650.176.000,00

Yang Sah
Jumlah 3.127.590.616.000,00 | 3.096.826.845.150,05 | 99,02 2.854.043.939.110,31

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan
usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang
sah.

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp379.091.298.714,05 atau 99,25% dari anggaran sebesar
Rp381.974.992.000,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun
Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) % Rea"sa(sz)A 2018
1| Pajak Daeran 103.225.000.000,00 | 112.680315150,00 | 109,16 |  95.716.265.038,00
2 | Retribusi Daerah 16.498.952.000,00 1320491233300 | 80,16 | 13.659.200454,00
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.037.989.000,00 7227 845627,00 | 10270 | 5.127.056.689,00
Daerah yang Dipisahkan
4 | Lain-lain PAD yang Sah 255213.06100000 | 245958.22560406 | 9637 | 23240544132931
Jumiah 3619749920000 | 379.091298.71405 | 9925 | 346.907.97251031

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
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digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pajak Daerah di Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun
Anggaran 2019 adalah sebesar Rp112.680.315.150,00 atau sebesar 109,16%
dari anggaran Rp103.225.000.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak
daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Pajak Hotel 105.000.000,00 141.368.300,00 134,64 103.710.600,00
2 | Pajak Restoran 2.500.000.000,00 3.226.476.954,00 129,06 2.806.691.312,00
3 | Pajak Hiburan 125.000.000,00 214.449.550,00 171,56 109.917.332,00
4 | Pajak Reklame 2.000.000.000,00 2.408.552.951,00 120,43 1.824.220.494,00
5 | Pajak Penerangan Jalan 50.000.000.000,00 52.335.501.310,00 104,67 48.606.088.242,00
6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian 85.000.000,00 103.856.350,00 122,18 95.366.651,00

Golongan C
7 | Pajak Parkir 100.000.000,00 122.622.500,00 122,62 114.004.092,00
8 | Pajak Air Bawah Tanah 310.000.000,00 399.768.772,00 128,96 343.253.583,00
9 | Pajak Sarang Burung Walet 300.000,00
10 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 35.000.000.000,00 36.890.272.047,00 105,40 32.689.752.345,00
11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas 13.000.000.000,00 16.837.446.416,00 129,52 9.022.960.387,00
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Jumlah 103.225.000.000,00 112.680.315.150,00 109,16 95.716.265.038,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun
Anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.224.912.333,00 atau sebesar 80,16% dari
anggaran Rp16.498.952.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi
daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1| Retribusi Jasa Umum 2.804.972.000,00 2.751.097.150,00 98,08 2.620.745.590,00
2 | Retribusi Jasa Usaha 8.751.480.000,00 8.836.743.655,00 100,97 8.307.566.203,00
3 | Retribusi Perizinan Tertentu 4.942.500.000,00 1.637.071.528,00 33,12 2.730.897.661,00
Jumlah 16.498.952.000,00 13.224.912.333,00 80,16 13.659.209.454,00
(1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan Kkepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
umum.
Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp2.804.972.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp2.751.097.150,00 atau sebesar 98,08%. Anggaran dan realisasi
pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan — - - -
Puskesmas
2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai 225.000.000,00 322.489.000,00 | 143,33 360.408.100,00
Pengobatan
3 | Retribusi Pelayanan 225.000.000,00 248.897.000,00 | 110,62 171.000.000,00
Persampahan/Kebersihan
4 | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte - - -
Catatan Sipil
5 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan 890.000.000,00 966.793.000,00 | 108,63 817.280.000,00
Umum
6 | Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - - -
7 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang — Minibus 899.472.000,00 834.312.150,00 92,76 850.685.490,00
8 | Pemanfaatan Ruang untuk Menara 565.500.000,00 378.606.000,00 66,95 421.372.000,00
Telekomunikasi — LRA
Jumlah 2.804.972.000,00 2.751.097.150,00 | 98,08 2.620.745.590,00

(2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

46 /




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp8.751.480.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp8.836.743.655,00 atau sebesar 100,97%. Anggaran dan realisasi
pendapatan retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 587.500.000,00 568.032.217,00 96,69 617.913.713,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan
2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 1.211.693,00 100,00 24.545.454,00
Ruangan
3 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 175.000.000,00 280.930.000,00 160,53 280.445.000,00
Kendaraan Bermotor
4 | Retribusi Pasar atau Pertokoan yang 5.400.000.000,00 5.393.107.000,00 99,87 4.868.510.900,00
Disediakan/ Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah
5 | Retribusi Tempat Pelelangan lkan 177.000.000,00 215.125.245,00 121,54 196.786.382,00
6 | Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk 140.000.000,00 146.368.000,00 104,55 157.340.000,00
Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
7 | Retribusi Tempat 340.000.000,00 349.125.000,00 102,68 327.350.000,00
Penginapan/Pesanggrahan/Villa
8 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 120.000.000,00 118.555.700,00 98,80 120.981.050,00
Sesudah Dipotong
9 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1.980.000,00 1.986.000,00 100,30 2.450.000,00
10 | Retribusi Tempat Rekreasi 1.746.000.000,00 1.690.668.800,00 96,83 1.593.522.250,00
11 | Retribusi Tempat Pariwisata 14.000.000,00 0,00
12 | Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga 15.000.000,00 34.783.000,00 231,89 81.745.454,00
13 | Retribusi Pasar Hewan 35.000.000,00 36.851.000,00 105,29 35.976.000,00
Jumlah 8.751.480.000,00 8.836.743.655,00 100,97 8.307.566.203,00

(3) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi PerizinanTertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebesar
Rp4.942.500.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rpl1.637.071.528,00 atau sebesar 33,12%. Anggaran dan realisasi
pendapatan retribusi perizinan tertentu dengan rincian disajikan dalam tabel
berikut ini :
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Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.890.500.000,00 1.598.340.028,00 32,68 2.685.461.661,00
2 | Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/ 1.000.000,00 - -

Kegiatan kepada Orang Pribadi
3 | Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada 16.000.000,00 10.650.000,00 66,56 16.800.000,00

Orang Pribadi
4 | Retribusi Penggunaan Ruas Jalan 35.000.000,00 28.081.500,00 80,23 28.636.000,00

Tertentu

Jumlah 4.942.500.000,00 1.637.071.528,00 33,12 2.730.897.661,00

5.1.1.1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini direncanakan dari Deviden Bank Jateng, PD. BPR-BKK
Banjarharjo, PD. BPR Puspa Kencana, PD. BKK Brebes yang dianggarkan
sebesar Rp7.037.989.000,00 sedangkan realisasinya sebesar
Rp7.227.845.627,00 atau 102,70% yang merupakan penerimaan dari deviden
Bank Jateng, deviden PD. BPR Bank Brebes dan deviden PD. BPR BKK
Banjarharjo. Anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Bagian laba atas penyertaan modal 7.037.989.000,00 7.227.845.627,00 | 102,70 5.127.056.689,00
pada BUMD

- Deviden Bank Jateng - 6.122.662.234,00 | 100,00 3.308.684.961,00

- PD. BPR BKK Banjarharjo - 621.302.598,00 | 100,00 537.706.800,00

- PD. BPR Bank Brebes - 483.880.795,00 | 100,00 908.876.968,00

- PD. BPR Puspa Kencana - - 371.787.960,00

Jumlah 7.037.989.000,00 7.227.845.627,00 102,70 5.127.056.689,00

5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah
Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp245.958.225.604,05  atau  sebesar  96,37% dari  anggaran
Rp255.213.051.000,00. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun
Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

48




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 5.10

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 Hgs_il Penjualan Aset Daerah yang Tidak 357.000.000,00 984.920.150,00 275,89 606.875.000,00
2 Eclapr:fa?iﬁ:gn Jasa Giro 6.500.000.000,00 7.092.216.422,00 109,11 7.761.471.994,00
3 | Penerimaan Bunga Deposito 6.000.000.000,00 10.185.958.639,00 169,77 9.964.273.589,00
4 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - 8.000.000,00 100,00 30.700.000,00
5 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan - 315.535.347,00 100,00 365.360.963,00

Pekerjaan
6 | Pendapatan Dari Pengembalian - 471.904.711,00 100,00 243.747.259,00
7 | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 630.000.000,00 666.818.700,00 105,84 1.087.129.020,00
8 | Pendapatan BLUD 159.678.971.986,00 128.719.766.477,05 80,61 131.067.577.141,31
9 | Hasil dari pengelolaan dana bergulir - 1.399.900,00 100,00 22.833.200,00
10 | Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan - 277.000.000,00 100,00 337.335.000,00
Pekerjaan

11 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 81.113.000,00 1.186.347.378,00 1.462,59 1.399.070.676,00

12 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - 500.000.000,00 100,00 102.725.000,00

13 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN 81.965.966.014,00 95.548.357.880,00 116,57 79.416.342.487,00

Jumlah 255.213.051.000,00 245.958.225.604,05 96,37 232.405.441.329,31

Rincian dari masing-masing Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Hasil penjualan dari Aset Daerah yang tidak dipisahkan terealisasi
sebesar Rp984.920.150,00 dari anggaran sebesar Rp357.000.000,00
merupakan penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor yang tidak
terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat,
penjualan drum bekas aspal serta penjualan barang bekas bangunan.
Adapun Hasil penjualan dari Aset Daerah yang tidak dipisahkan
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.11

Rincian penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan - 7.205.000,00 | 100,00 23.939.000,00
Kantor Tidak Terpakai
2 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda 50.000.000,00 169.321.373,00 | 338,64 48.300.000,00
Dua
3 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda 100.000.000,00 258.492.600,00 | 258,49 145.600.000,00
Empat
4 | Penjualan Drum Bekas 7.000.000,00 19.187.500,00 | 274,11 14.500.000,00
5 | Penjualan Bahan-bahan Bekas 200.000.000,00 530.713.677,00 | 265,36 374.536.000,00
Bangunan
Jumlah 357.000.000,00 984.920.150,00 275,89 606.875.000,00
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Untuk Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
merupakan penjualan atas Peralatan/Peralatan kantor yang
kondisinya rusak berat/yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Adapun
penerimaan tersebut merupakan penerimaan dari SKPD sebagai
berikut :

Tabel 5.12
Rincian Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai TA. 2019

No SKPD Jumlah (Rp.)
1 | DPMPTSP 1.855.000,00
2 | BPPKAD 4.000.000,00
3 | Inspektorat 700.000,00
4 | Satpol PP 650.000,00
Jumlah 7.205.000,00

(2) Untuk Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 terealisasi
sebesar Rp7.092.216.422,00 merupakan penerimaan jasa giro dari
kas daerah dan jasa giro pemegang kas.

(3) Penerimaan dari Bunga Deposito Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp10.185.958.639,00 merupakan penerimaan bunga deposito pada
Bank Jateng sebesar Rp9.381.335.569,00 dan deposito pada Bank
BRI sebesar Rp804.623.070,00.

(4) Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi
sebesar Rp8.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Ini:
Tabel 5.13
Rincian penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tahun 2019
No Uraian SKPD Jumlah (Rp).

1 | Setoran TPTGR an. Indah Margiasih Kec. Kersana 500.000,00
2 | Setoran TPTGR an. Sugianto PPKD 500.000,00
3 | Setoran TPTGR an. Sunarto Kec. Bulakamba 4.000.000,00
4 | Setoran TPTGR an. Caspin Dinas Kesehatan 1.000.000,00
5 | Setoran TPTGR an. Bambang Setiawan | Dinpermades 1.500.000,00
6 | Setoran TPTGR an. Bambang DPKP 500.000,00

Priambodo

Jumlah 8.000.000,00

(5) Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi
sebesar Rp315.535.347,00 merupakan pendapatan atas denda
keterlambatan atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga selama Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.14
Rincian penerimaan Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan PekerjaanTahun 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Bidang Pendidikan - 22.865.400,00 100,00
2 | Bidang Kesehatan - 212.337.196,00 100,00 212.575.277,00
3 | Bidang Pekerjaan Umum - 71.350.348,00 100,00 137.777.820,00
4 | Bidang Perumahan Rakyat 134.413,00 100,00 1.531.150,00
5 | Bidang Penataan Ruang - 3.776.880,00 100,00
6 | Bidang Lingkungan Hidup - 5.071.110,00 100,00
7 | Bidang Perencanaan - - - 13.476.716,00
Pembangunan
Jumlah - 315.535.347,00 100,00 365.360.963,00

(6) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp471.904.711,00
merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan penerimaan pengembalian
lainnya atas kegiatan tahun-tahun lalu serta semua penerimaan lain-
lain baik dari penyetoran dari SKPD maupun dari pihak ketiga,
dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.1.

(7) Penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas sosial umum terealisasi
sebesar Rp666.818.700,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp630.000.000,00 atau 105,84 % merupakan setoran penerimaan
dana kompensasi Sumber Air Kaligiri dari PDAB Tirta Utama
Propinsi Jawa Tengah.

(8) Pendapatan BLUD  Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar
Rp128.719.766.477,05 atau 80,61% dari yang dianggarkan sebesar
Rp159.678.971.986,00 merupakan penerimaan pada BLUD RSUD
Brebes, RSUD Bumiayu dan penerimaan pada BLUD UPTD
Puskesmas di Kab. Brebes. Untuk Pendapatan BLUD terdiri dari
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hasil Kerja
Sama BLUD dan Pendapatan Lain-Lain BLUD, dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.15
Rincian Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Pendapatan Jasa Layanan 159.182.971.986,00 128.719.752.981,05 80,86 108.041.240.578,00
Umum BLUD
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama - - - 295.685.427,20
BLUD
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD 496.000.000,00 13.496,00 0,00 22.730.651.136,11
Jumlah 159.678.971.986,00 128.719.766.477,05 80,61 131.067.577.141,31
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Adapun rincian penerimaan untuk masing-masing BLUD dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.16

Rincian Pendapatan masing-masing BLUD Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) %

BLUD RSUD Brebes : 110.000.000.000,00 88.677.258.106,05 80,62
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 109.504.000.000,00 88.677.258.106,05 80,96
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD 496.000.000,00 -

BLUD RSUD Bumiayu : 24.750.000.000,00 19.726.934.468,00 79,70
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 24.750.000.000,00 19.726.934.468,00 79,70
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD -

BLUD UPTD Puskesmas Brebes : 2.714.563.000,00 1.663.136.776,00 61,27
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2.714.563.000,00 1.663.136.776,00 61,27
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD -

BLUD UPTD Puskesmas Tanjung : 6.100.411.486,00 7.650.593.431,00 125,41
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 6.100.411.486,00 7.650.593.431,00 125,41
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD 13.496,00 100,00

BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo : 11.798.669.500,00 4.721.357.321,00 40,02
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 11.798.669.500,00 4.721.357.321,00 40,02
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD -

BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu : 1.833.685.000,00 3.373.012.848,00 183,95
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1.833.685.000,00 3.373.012.848,00 183,95
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD -

BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan : 2.481.643.000,00 2.907.460.031,00 117,16
1 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 2.481.643.000,00 2.907.460.031,00 117,16
2 | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD -
3 | Pendapatan Lain-lain BLUD -

Jumlah 159.678.971.986,00 | 128.719.766.477,05 80,61
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(9) Hasil dari pengelolaan dana bergulir terealisasi  sebesar
Rp1.399.900,00 merupakan setoran penerimaan dana bergulir pada
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.399.900,00.

(10) Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi
sebesar Rp277.000.000,00 merupakan pendapatan atas pencairan
jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.17
Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

No Uraian Jumlah (Rp)
1 | Penerimaan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Mirsa Abadi 5.000.000,00
2 | Penerimaan jaminan uang muka pekerjaan penyempurnaan rawat 136.000.000,00
inap pada RSUD Bumiayu
3 | Penerimaan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Lesindo 136.000.000,00
Bersinar
Jumlah 277.000.000,00

(11) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar
Rp1.186.347.378,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp81.113.000,00. Penerimaan ini terdiri dari :

- Penerimaan dari Dinas Perikanan yang merupakan Penjualan
hasil Produksi Usaha Daerah (BBl Malahayu dan Tambak Dinas)
pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp81.141.800,00
atau 100,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.113.000,00.

- Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah lainnya pada PPKD
sebesar Rpl1.105.205.578,00 dengan rincian disajikan dalam
lampiran 5.2.

(12) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda berupa Denda
Keterlambatan Pembuatan Akte Catatan Sipil terealisasi sebesar
Rp500.000.000,00.

(13) Pendapatan dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2019 terealisasi
sebesar Rp95.548.357.880,00 atau 116,57% dari yang dianggarkan
sebesar Rp81.965.966.014,00 merupakan dana jaminan kesehatan
masyarakat yang diterima oleh BLUD Puskesmas se Kabupaten
Brebes dengan rincian untuk masing-masing BLUD adalah sebagai

berikut :
Tabel 5.17a
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

SKPD Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %
UPTD Puskesmas Brebes 17.845.300.000,00 19.693.921.821,00 | 110,36
UPTD Puskesmas Tanjung 16.452.458.514,00 19.836.844.257,00 | 100,00
UPTD Puskesmas Banjarharjo 23.211.330.500,00 32.740.175.793,00 100,00
UPTD Puskesmas Paguyangan 10.313.479.000,00 10.744.512.579,00 104,18
UPTD Puskesmas Bumiayu 14.143.398.000,00 12.532.903.430,00 88,61
Jumlah 81.965.966.014,00 95.548.357.880,00 116,57

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA
Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp2.106.133.167.436,00 atau  98,80%  dari  anggaran  sebesar
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Rp2.131.640.685.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun
Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi TA 2018 (Rp)
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.885.498.459.000,00 | 1.876.097.637.787,00 | 99,50 | 1.753.057.931.104,00
2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - - -
Lainnya -
3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 | 93,74 183.007.975.496,00
Lainnya
4 Bantuan Keuangan 55.610.000.000,00 51.426.768.105,00 | 92,48 58.419.884.000,00
Jumlah 2.131.640.685.000,00 | 2.106.133.167.436,00 | 98,80 | 1.994.485.790.600,00
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2019 adalah
sebesar Rp1.876.097.637.787,00 atau sebesar 99,35% dari yang dianggarkan
sebesar Rpl.885.498.459.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat
Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.19
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Bagi Hasil Pajak 31.566.194.000,00 27.428.663.358,00 86,89 28.692.251.858,00
2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/ 2.800.874.000,00 1.666.438.971,00 59,50 3.967.863.103,00
Sumber Daya Alam
3 | Dana Alokasi Umum 1.373.396.371.000,00 | 1.373.396.371.000,00 100,00 | 1.321.798.057.000,00
4 | Dana Alokasi Khusus 477.735.020.000,00 473.606.164.458,00 99,14 398.599.759.143,00
Jumlah 1.885.498.459.000,00 | 1.876.097.637.787,00 99,50 | 1.753.057.931.104,00
5.1.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak adalah sebesar Rp31.566.194.000,00,
sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp27.428.663.358,00 atau sebesar

86,89%. Anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.20

Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan 14.313.155.000,00 7.832.607.451,00 54,72 6.112.441.855,00
Bangunan sektor Pertambangan

2 | Bagi Hasil dari Pajak 10.931.397.000,00 9.654.595.615,00 88,32 11.916.619.119,00
Penghasilan Orang Pribadi

3 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan - 464.944.070,00 | 100,00 491.010.810,00
Bangunan sektor Perkebunan

4 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan - 2.755.258.074,00 | 100,00 3.850.538.074,00
Bangunan sektor Perhutanan
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No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
5 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 6.321.642.000,00 6.721.258.148,00 | 106,32 6.321.642.000,00
Jumlah 31.566.194.000,00 27.428.663.358,00 86,89 28.692.251.858,00

5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam adalah
sebesar Rp2.800.874.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp1.666.438.971,00 atau sebesar 59,50%. Anggaran dan realisasi pendapatan
bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dengan rincian disajikan dalam
tabel berikut ini :

Tabel 5.21
Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Bagi Hasil Dari luran Hak Pengusahaan - 345.500.100,00 | 100,00 610.030.524,00

Hutan
2 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 767.778.000,00 104.365.306,00 13,59 2.642.858,00
3 | Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran - 78.400,00 | 100,00

Eksploitasi (Royalti)
4 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983.593.000,00 590.155.800,00 60,00 701.234.591,00
5 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 936.340.000,00 95.052.100,00 10,15 2.216.944.529,00
6 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - 419.934.900,00 | 100,00 326.939.625,00
7 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 112.967.000,00 111.293.565,00 98,52 110.070.976,00
8 | BagiHasil Dari Minerba 196.000,00 58.800,00 30,00

Jumlah 2.800.874.000,00 1.666.438.971,00 59,50 3.967.863.103,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum
Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp1.373.396.371.000,00 sedangkan realisasinya adalah
sebesar Rp1.373.396.371.000,00 atau 100,00%. Nilai tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp51.598.314.000,00 atau 3,9% dari realisasi Tahun
anggaran 2018 sebesar Rp1.321.798.057,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus
Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar
Rp477.735.020.000,00, sedangkan realisasinya adalah Rp473.606.164.458,00
atau sebesar 99,14%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp75.006.405.315,00 atau 18,82% dari realisasi Tahun anggaran 2018
sebesar Rp398.599.759.143,00 Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.22

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | DAK Bidang Pendidikan 114.612.034.000,00 113.565.239.608,00 99,09 13.668.751.860,00
2 | DAK Bidang Kesehatan 18.412.319.000,00 18.207.643.136,00 98,89 28.284.044.733,00
3 | DAK Bidang Infrastruktur Jalan 17.134.082.000,00 17.133.286.000,00 | 100,00 19.970.114.000,00
4 | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 11.227.510.000,00 10.036.311.000,00 89,39 10.950.187.000,00
5 | DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 5.871.611.000,00 5.673.301.198,00 96,62 2.114.737.000,00
6 | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 887.927.000,00 870.701.000,00 98,06 1.826.335.750,00
7 | DAK Bidang Pertanian 6.164.761.000,00 5.474.211.000,00 88,80 2.685.164.250,00
8 | DAK Bidang Lingkungan Hidup 808.817.000,00 791.779.999,00 97,89
9 | DAK Bidang Keluarga Berencana 1.358.718.000,00 0,00

10 | DAK Bidang Perdagangan 4.520.357.000,00 3.877.658.796 85,78 12.558.411.000,00

11 | DAK Bidang Perumahan dan 2.972.290.000,00 2.972.290.000 100,00 4.181.231.000,00

Kawasan Pemukiman

12 | DAK Bidang Pariwisata 2.792.568.000,00 2.645.822.000 94,75 1.307.528.000,00

13 | Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 216.366.443.000,00 218.360.340.570 100,92 239.784.567.295,00

14 | Dana Tambahan Penghasilan Guru 2.455.362.000,00 2.326.362.500 94,75 2.520.000.000,00

PNSD
15 | Dana Tunjangan Khusus Guru 928.038.000,00 958.234.000 103,25 777.448.000,00
16 | Dana Akreditasi Puskesmas 758.695.000,00 -
17 | Dana Akreditasi Rumah Sakit 510.000.000,00 -
18 | Dana Akreditasi Labkesda 300.000.000,00 -
19 | Dana Jaminan Persalinan 2.029.000.000,00 -
20 | Dana Bantuan Operasional 26.968.306.000,00 30.056.001.062 111,45 29.669.402.563,00
Kesehatan

21 | Dana Bantuan Operasional Keluarga 5.052.900.000,00 5.052.900.465 100,00 4.927.429.575,00
Berencana

22 | Dana Pelayanan Administrasi 4.445.700.000,00 4.445.700.124 100,00 2.978.007.117,00
Kependudukan

23 | Bantuan Operasional 9.130.600.000,00 9.130.600.000 100,00
Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan

24 | Dana Bantuan Operasional 21.951.910.000,00 21.952.710.000 100,00 20.396.400.000,00
Penyelenggaraan PAUD

25 | Dana Pelayanan Kepariwisataan 75.072.000,00 75.072.000 100,00

Jumlah 477.735.020.000,00 473.606.164.458,00 99,14 398.599.759.143,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun Anggaran 2019

adalah Nihil.

5.1.1.2.3.Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran
2019 adalah sebesar Rp178.608.761.544,00 atau sebesar 93,74% dari yang
dianggarkan sebesar Rp190.532.226.000,00. Pendapatan transfer pemerintah

daerah Lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 5.23
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 93,74 183.007.975.496,00
2 | Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya
Jumlah 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 93,74 183.007.975.496,00

5.1.1.2.3.1.Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.24

Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 40.513.021.000,00 44.691.001.460,00 | 110,31 40.590.454.919,00
2 | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama 32.203.040.000,00 34.731.506.108,00 | 107,85 33.565.101.314,00

Kendaraan Bermotor
3 | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar 47.446.071.000,00 52.005.225.017,00 | 109,61 45.528.144.654,00
Kendaraan Bermotor
4 | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan 91.860.000,00 116.636.836,00 | 126,97 107.897.136,00
Pemanfaatan Air Permukaan
5 | Bagi Hasil Pajak Rokok 70.278.234.000,00 47.064.392.123,00 66,97 63.216.377.473,00
6 | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Jumlah 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 93,74 183.007.975.496,00

5.1.1.2.4.Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2019 adalah sebesar RpRp51.426.768.105,00
atau 92,48%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.993.115.895,00
dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp58.419.884.000,00. Bantuan

Keuangan terdiri dari :

5.1.1.2.4.1.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
Yaitu berupa dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diterima

5.1.1.3.

oleh  Pemerintah
Rp51.426.768.105,00
Rp55.610.000.000,00.

Kabupaten

atau

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Brebes,
92,48%

dengan
dari

realisasi
anggaran

sebesar
sebesar

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 adalah
sebesar Rp611.602.379.000,00 atau 99,61% dari yang dianggarkan sebesar
Rp613.974.939.000,00. Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah
yang sah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

ini:

57




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi TA 2018 (Rp)
1.3.1 | Pendapatan Hibah 172.965.480.000,00 170.592.920.000,00 98,63 168.452.680.000,00
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat -

1.3.3 | Pendapatan Lainnya 441.009.459.000,00 441.009.459.000,00 344.197.496.000,00
100,00
Jumlah 613.974.939.000,00 611.602.379.000,00 99,61 512.650.176.000,00

5.1.1.3.1. Pendapatan hibah
Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp170.592.920,00 atau 98,63 % dari

anggaran sebesar Rpl172.965.480.000,00 merupakan pendapatan hibah

air

minum untuk perkotaan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pendapatan hibah
Dana BOS sebesar Rp167.592.920.000,00.Anggaran dan realisasi pendapatan
hibah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 7.500.000.000,00
2 | Pendapatan Hibah Dana BOS 11.332.200.000,00 11.193.680.000,00 98,78 11.336.080.000,00

Wilayah Kec. Banjarharjo
3 | Pendapatan Hibah Dana BOS 7.791.400.000,00 7.649.920.000,00 98,18 7.864.080.000,00
Wilayah Kec. Bantarkawung
4 | Pendapatan Hibah Dana BOS 17.270.760.000,00 17.014.560.000,00 98,52 17.327.840.000,00
Wilayah Kec. Brebes
5 | Pendapatan Hibah Dana BOS 13.310.080.000,00 13.060.880.000,00 98,13 13.363.920.000,00
Wilayah Kec. Bulakamba
6 | Pendapatan Hibah Dana BOS 8.636.200.000,00 8.508.640.000,00 98,52 8.737.040.000,00
Wilayah Kec. Bumiayu
7 | Pendapatan Hibah Dana BOS 8.051.000.000,00 7.908.640.000,00 98,23 8.043.880.000,00
Wilayah Kec. Jatibarang
8 | Pendapatan Hibah Dana BOS 6.769.800.000,00 6.681.520.000,00 98,70 6.813.160.000,00
Wilayah Kec. Kersana
9 | Pendapatan Hibah Dana BOS 10.622.240.000,00 10.526.600.000,00 99,10 10.652.960.000,00
Wilayah Kec. Ketanggungan
10 | Pendapatan Hibah Dana BOS 10.347.240.000,00 10.268.000.000,00 99,23 10.610.280.000,00
Wilayah Kec. Larangan
11 | Pendapatan Hibah Dana BOS 11.126.480.000,00 10.912.000.000,00 98,07 11.161.080.000,00
Wilayah Kec. Losari
12 | Pendapatan Hibah Dana BOS 8.625.080.000,00 8.493.360.000,00 98,47 8.654.560.000,00
Wilayah Kec. Paguyangan
13 | Pendapatan Hibah Dana BOS 5.809.640.000,00 5.642.800.000,00 97,13 5.804.280.000,00
Wilayah Kec. Salem
14 | Pendapatan Hibah Dana BOS 4.918.000.000,00 4.803.800.000,00 97,68 4.957.160.000,00
Wilayah Kec. Sirampog
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No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

15 | Pendapatan Hibah Dana BOS 6.986.400.000,00 6.849.600.000,00 98,04 7.109.920.000,00
Wilayah Kec. Songgom

16 | Pendapatan Hibah Dana BOS 10.998.360.000,00 10.891.280.000,00 99,03 11.028.480.000,00
Wilayah Kec. Tanjung

17 | Pendapatan Hibah Dana BOS 5.684.040.000,00 5.645.120.000,00 99,32 5.664.600.000,00
Wilayah Kec. Tonjong

18 | Pendapatan Hibah Dana BOS 11.781.560.000,00 11.637.520.000,00 98,78 11.823.360.000,00
Wilayah Kec. Wanasari

19 | Pendapatan Hibah Dana BOS 5.362.000.000,00 5.362.000.000,00 100,00
Afirmasi

20 | Pendapatan Hibah Dana BOS 4.543.000.000,00 4.543.000.000,00 100,00
Afirmasi BOS Kinerja

Jumlah 172.965.480.000,00 170.592.920.000,00 98,63 168.452.680.000,00

5.1.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat untuk Tahun 2019 tidak dianggarkan.

5.1.1.3.3.Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp441.009.459.000,00 atau 100,00 %
dari anggaran sebesar Rp441.009.459.000,00. Pendapatan Lainnya ini terdiri
dari penerimaan dana desa dari pemerintah pusat.

5.1.2. Belanja

Tahun 2019 (Rp)

2.471.256.601.337,00

Tahun 2018 (Rp)

2.281.596.326.765,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah semua pengeluaran kas daerah
dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran, dengan realisasi sebesar Rp2.471.256.601.337,00
atau 92,65% dari anggaran belanja sebesar Rp2.667.246.667.000,00 dan naik
8,30% dari realisasi tahun lalu dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.27

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

No Uraian

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019 (Rp)

%

Realisasi TA 2018 (Rp)

1 | Belanja Operasi 1.998.786.739.000,00 1.848.070.004.521,00 | 92,46 1.753.524.974.712,00
2 | Belanja Modal 663.459.928.000,00 621.919.531.365,00 | 93,74 527.158.454.521,00
3 | Belanja Tak Terduga 5.000.000.000,00 1.267.065.451,00 | 25,34 912.897.532,00
Jumlah 2.667.246.667.000,00 2.471.256.601.337,00 | 92,65 | 2.281.596.326.765,00
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5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri
atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi
Belanja  Operasi Tahun  Anggaran 2019 adalah  sebesar

Rp1.848.070.004.521,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Belanja Pegawai 1.073.851.481.100,00 | 1.022.322.106.547,00 95,20 | 1.014.784.462.561,00

2 | Belanja Barang dan 845.314.757.900,00 |  752.974.003.474,00 89,08 | 676.220.252.151,00

Jasa

3 | Belanja Bunga 2.837.500.000,00 254.662.800,00 897 -

4 | Belanja Hibah 53.815.200.000,00 51.263.570.000,00 95,26 42.729.060.000,00

5 | Belanja Bantuan Sosial 22.967.800.000,00 21.255.661.700,00 92,55 19.791.200.000,00

Jumlah 1.998.786.739.000,00 | 1.848.070.004.521,00 92,46 | 1.753524.974.712,00

Rincian masing-masing jenis belanja operasi tersebut diuraikan sebagai

berikut :

5.1.2.1.1.Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.022.322.106.547,00 atau 95,20% dari
anggaran sebesar Rp1.073.851.481.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel

berikut ini :
Tabel 5.29
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Gaji dan Tunjangan 969.712.119.000,00 925.167.301.242,00 95,41 926.960.318.018,00
2 | Belanja Tambahan 84.288.762.000,00 78.951.004.068,00 93,67 70.254.444.077,00
Penghasilan PNS
3 | Belanja Penerimaan lainnya 9.816.000.000,00 9.754.900.000,00 99,38 9.813.120.000,00
Pimpinan dan Anggota
DPRD serta KDH/WKDH
4 | Belanja Insentif Pemungutan 5.018.205.000,00 4.372.698.945,00 87,14 4.611.306.064,00
Pajak Daerah
5 | Belanja Insentif Pemungutan 881.723.000,00 393.754.292,00 44,66 386.045.402,00
Retribusi Daerah
6 | Belanja Uang Lembur 4.134.672.100,00 3.682.448.000,00 89,06 2.759.229.000,00
Jumlah 1.073.851.481.100,00 | 1.022.322.106.547,00 95,20 | 1.014.784.462.561,00
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5.1.2.1.2.Belanja Barang dan Jasa

Realisasi
Rp752.974.003.474,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2019

belanja barang

atau 89,08

Tabel 5.30

anggaran

dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar
%  dari
Rp845.314.757.900,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

sebesar

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Bahan Pakai Habis 18.550.421.696,00 16.784.997.544,00 90,48 15.441.150.335,00
2 | Belanja Bahan/Material 17.552.194.500,00 17.150.142.653,00 97,71 16.779.370.991,00
3 | Belanja Jasa Kantor 190.257.439.700,00 179.134.927.838,00 94,15 171.604.253.270,00
4 | Belanja Premi Asuransi 28.823.120.750,00 7.766.733.859,00 26,95 5.138.498.064,00
5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.888.042.000,00 6.598.025.957,00 83,65 6.975.434.970,00
6 | Belanja Cetak dan Penggandaan 12.212.731.950,00 11.424.658.244,00 93,55 10.283.851.287,00
7 | Belanja Sewa 2.413.530.000,00 2.151.287.000,00 89,13 2.291.024.000,00

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.975.575.000,00 1.726.720.000,00 87,40 1.229.815.000,00
9 | Belanja Sewa Alat Berat - - 99.279.000,00
10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan 2.857.705.500,00 2.492.705.400,00 87,23 2.004.064.000,00
Peralatan Kantor
11 | Belanja Makanan dan Minuman 28.729.547.500,00 25.776.741.950,00 89,72 23.996.469.581,00
12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.769.430.000,00 1.557.582.500,00 88,03 992.410.000,00
13 | Belanja Pakaian Kerja 1.511.495.000,00 1.375.616.896,00 91,01 199.886.690,00
14 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari 2.785.523.000,00 2.664.598.250,00 95,66 2.130.871.908,00
Tertentu
15 | Belanja Perjalanan Dinas 60.780.466.250,00 56.482.859.585,00 92,93 49.620.253.568,00
16 | Belanja Pemeliharaan 25.614.642.400,00 24.770.975.839,00 96,71 19.814.391.004,00
17 | Belanja Jasa Konsultansi 7.685.260.000,00 7.136.797.268,00 92,86 4.577.920.000,00
18 | Belanja Barang Untuk Diserahkan 47.648.110.900,00 46.528.218.140,00 97,65 21.979.640.280,00
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
19 | Belanja Barang Untuk Dijual kepada 401.300.000,00 374.300.000,00 93,27 368.880.000,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
20 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 6.378.000.000,00 5.592.927.221,00 87,69 4.657.242.297,00
dan Bimbingan Teknis
21 | Belanja Honorarium Non Pegawai - - 500.000,00
22 | Belanja Honorarium PNS 7.651.168.900,00 5.981.282.300,00 7817 7.006.941.500,00
23 | Belanja Honorarium Non PNS 2.460.685.000,00 2.349.225.000,00 95,47 2.097.013.000,00
24 | Belanja Honorarium Pengelola Dana 29.213.024.000,00 28.407.283.331,00 97,24 29.287.909.701,00
BOS
25 | Belanja Barang Dana BOS 93.350.998.860,00 90.639.626.840,00 97,10 93.573.813.648,00
26 | Belanja Pegawai BLUD 21.613.807.000,00 17.726.089.390,00 82,01 18.347.861.654,00
27 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 215.548.525.994,00 182.579.249.747,00 84,70 158.435.409.903,00
28 | Belanja Bantuan Sosial Barang Yang 2.447.200.000,00 2.374.509.722,00 97,03 2.131.927.500,00
Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
29 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.194.812.000,00 5.425.921.000,00 75,41 5.154.169.000,00
Jumlah 845.314.757.900,00 752.974.003.474,00 89,08 676.220.252.151,00

Anggaran dan realisasi belanja pada BLUD untuk masing-masing BLUD
dirinci dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.31

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp) %
BLUD RSUD Brebes : 105.670.708.000,00 85.742.895.363,00 81,14
1 | Belanja Pegawai 7.083.444.000,00 6.129.548.000,00 86,53
2 | Belanja Barang dan Jasa 98.587.264.000,00 79.613.347.363,00 80,75
BLUD RSUD Bumiayu : 23.480.674.000,00 18.223.972.120,00 77,61
1 | Belanja Pegawai 300.000.000,00 -
2 | Belanja Barang dan Jasa 23.180.674.000,00 18.223.972.120,00 78,62
BLUD UPTD Puskesmas Brebes : 22.256.718.000,00 18.230.394.732,00 81,91
1 | Belanja Pegawai 2.235.230.000,00 2.168.614.640,00 97,02
2 | Belanja Barang dan Jasa 20.021.488.000,00 16.061.780.092,00 80,22
BLUD UPTD Puskesmas Tanjung : 23.069.744.994,00 22.048.807.537,00 95,57
1 | Belanja Pegawai 3.931.873.000,00 2.675.094.750,00 68,04
2 | Belanja Barang dan Jasa 19.137.871.994,00 19.373.712.787,00 | 101,23
BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo 35.500.000.000,00 31.578.495.658,00 88,95
1 | Belanja Pegawai 4.500.000.000,00 3.548.353.500,00 78,85
2 | Belanja Barang dan Jasa 31.000.000.000,00 28.030.142.158,00 90,42
BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu : 15.008.707.000,00 13.184.650.552,00 87,85
1 | Belanja Pegawai 1.555.240.000,00 1.359.956.000,00 87,44
2 | Belanja Barang dan Jasa 13.453.467.000,00 11.824.694.552,00 87,89
BLUD UPTD Puskesmas 12.175.781.000,00 11.296.123.175,00 92,78
Paguyangan :
1 | Belanja Pegawai 2.008.020.000,00 1.844.522.500,00 91,86
2 | Belanja Barang dan Jasa 10.167.761.000,00 9.451.600.675,00 92,96
Jumlah 237.162.332.994,00 | 200.305.339.137,00 84,46

5.1.2.1.3.Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas utang Pemda kepada
lembaga keuangan bank, pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan
Rp2.837.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp254.662.800,00 atau 8,97 %.

5.1.2.1.4.Belanja Hibah

Realisasi Belanja hibah sebesar Rp51.263.570.000,00 merupakan belanja hibah
kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah kepada kelompok/anggota
masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.32

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan/ 46.368.500.000,00 44.824.370.000,00 96,67 36.138.810.000,00
Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah kepada kelompok/ 7.446.700.000,00 6.439.200.000,00 86,47 6.590.250.000,00
anggota masyarakat

Jumlah 53.815.200.000,00 51.263.570.000,00 95,26 42.729.060.000,00
Realisasi Belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp44.824.370.000,00 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.33
Rincian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Oganisasi TA 2019
No Uraian Jumlah (Rp).
1| Hibah untuk 5 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 500.000.000,00
2 | Hibah untuk 2 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 175.000.000,00
3 | Hibah untuk 3 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 200.000.000,00
4 | Hibah GKB Paket B Untuk 12 Lembaga di Kab. Brebes 415.200.000,00
5 | Hibah GKB Paket C Untuk 15 Lembaga di Kab. Brebes 629.470.000,00
6 | Hibah GKB Paket A Untuk 5 Lembaga di Kab. Brebes 52.000.000,00
7 | Hibah untuk 6 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 197.500.000,00
8 | Hibah GKB Paket C Untuk 5 Lembaga di Kab. Brebes 236.600.000,00
9 | Hibah GKB Paket B Untuk 4 Lembaga di Kab. Brebes 226.800.000,00
10 | Hibah GKB Paket A Untuk 2 Lembaga di Kab. Brebes 36.000.000,00
11 | Hibah Untuk 2 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes 100.000.000,00
12 | Hibah untuk 14 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 740.000.000,00
13 | Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Brebes 4.000.000.000,00
14 | Hibah untuk 6 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 510.000.000,00
15 | Hibah BOP PAUD Taman Kanak - Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), POS 5.829.000.000,00
PAUD dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Sebanyak 497 Lembaga di Kab.
Brebes
16 | Hibah BOP PAUD Taman Kanak - Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), POS 5.000.100.000,00
PAUD dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Sebanyak 423 Lembaga di Kab.
Brebes
17 | Hibah untuk 11 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 365.000.000,00
18 | Hibah Taman Kanak - Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan PKBM 785.000.000,00
Sebanyak 20 Lembaga di Kab. Brebes
19 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Sebanyak 30 Lembaga di 2.739.600.000,00
Kab. Brebes
20 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Sebanyak 8 Lembaga di Kab. 139.750.000,00
Brebes
21 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B Sebanyak 27 Lembaga di 1.297.000.000,00
Kab. Brebes
22 | Hibah untuk 28 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 300.000.000,00
23 | Hibah untuk Pembangunan RKB MI MUHAMMADIYAH Baruamba - Adisana - 50.000.000,00
Bumiayu Kec. Bumiayu
24 | Membayar Hibah BOP PAUD Kelompok Bermain (KB) PAUD HI Kasih Ibu Desa 5.700.000,00
Songgom Lor Kec. Songgom Kab. Brebes .

63

/




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

No Uraian Jumlah (Rp).

25 | Hibah untuk 6 Ormas/Lembaga/Yayasan/Pokmas di Kab. Brebes 100.000.000,00

26 | Bantuan Hibah Keuangan Unutk 2 Lembaga di Kab. Brebes 240.000.000,00

27 | Hibah Untuk 6 Lembaga/Ormas/Pokmas/Yayasan di Kab. Brebes 80.000.000,00

30 | Hibah Untuk 5 Lembaga/Ormas/Pokmas/Yayasan di Kab. Brebes 290.000.000,00

31 | Hibah Untuk 20 Lembaga/Ormas/Pokmas/Yayasan di Kab. Brebes 120.000.000,00

32 | Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Brebes 150.000.000,00

33 | Bantuan Hibah Uang Kepada MTs Babussalam Desa Jatimakmur Kec. 50.000.000,00
Songgom Kab. Brebes

34 | Hibah Untuk 14 Lembaga/Ormas/Pokmas/Yayasan di Kab. Brebes 140.000.000,00

35 | Hibah Pembangunan Gedung MWC NU Kec. Ketanggungan di Kab. Brebes 70.000.000,00

36 | Hibah Kepada PGSI Kab. Brebes 30.000.000,00

37 | Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Brebes 340.000.000,00

38 | Hibah BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan 5.800.200.000,00
POS PAUD Sebanyak 443 Lembaga di Kabupaten Brebes

39 | Hibah BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), POS 2.495.400.000,00
PAUD dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Sebanyak 213 Lembaga di
Kabupaten Brebes

40 | Hibah Kepada 2 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes 27.500.000,00

41 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahap Il Tahun 2019 2.810.700.000,00
Sebanyak 37 Lembaga di Kab. Brebes .

42 | Hibah Uang Kepada POLRES Brebes untuk pembuatan Aplikasi 170.000.000,00

43 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahap Il Tahun 2019 1.336.500.000,00
Sebanyak 32 Lembaga di Kab. Brebes .

44 | Hibah DAK BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Tahap Il Tahun 2019 124.150.000,00
Sebanyak 9 Lembaga di Kab. Brebes .

45 | Hibah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan PKBM Sebanyak 19 700.000.000,00
Lembaga Se Kab. Brebes

46 | Hibah BOP PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat 2.585.700.000,00
Penitipan Anak (TPA) dan POS PAUD Sebanyak 259 Lembaga di Kabupaten
Brebes

47 | Hibah Fasilitas Kelompok Belajar Usaha (KBU) Sebanyak 6 Lembaga di Kab. 120.000.000,00
Brebes

48 | Hibah Fasilitas Keaksaraan Dasar (KD) Sebanyak 8 Lembaga di Kab. Brebes 373.500.000,00

49 | Hibah Fasilitas Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Sebanyak 4 Lembaga di 426.000.000,00
Kab. Brebes

50 | Bantuan Hibah Kepada 3 Lembaga di Kab. Brebes 125.000.000,00

51 | Bantuan Hibah Bantuan Keuangan Untuk 4 Lembaga di Kab. Brebes 175.000.000,00

52 | Hibah Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Rehab Gedung Aula PGRI Salem 70.000.000,00
Desa Salem Kec. Salem Kab. Brebes

53 | Hibah Uang untuk Kelompok Senam Sehat Desa Wanasari Kec Wanasari Kab. 10.000.000,00
Brebes

54 | Hibah Kepada Yayasan Nurul Hikmah Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes 70.000.000,00

55 | Hibah Uang untuk LBD Sinar Putih Unit Klampok Kec Wanasari Kab. Brebes 20.000.000,00

56 | Bantuan Hibah Kepada 4 Lembaga di Kab. Brebes 425.000.000,00

57 | Hibah kepada 15 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes 195.000.000,00

58 | Hibah kepada 9 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes 200.000.000,00

59 | Hibah kepada 2 Badan/Lembaga/Organisasi di Kab. Brebes 150.000.000,00

60 | Bantuan Hibah Kepada 4 Lembaga di Kab. Brebes 250.000.000,00

61 | Hibah Yayasan Ahmad Yani Kota Baru Brebes Kab. Brebes 25.000.000,00
Jumlah 44.824.370.000,00
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Realisasi Belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat

Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp6.439.200.000,00 dengan rincian disajikan

dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.34
Rincian Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat TA 2019
No Uraian Jumlah (Rp)
1 | Membayar Belanja Hibah Untuk Lembaga ORSOS (Balai/Panti/LKSA) Untuk 8 Lembaga 320.000.000,00
di Kab. Brebes
2 | Membayar Belanja Bantuan Hibah Keuangan Untuk 2 Lembaga/Ormas/ Pokmas/ 50.000.000,00
Yayasan di Kab. Brebes
3 | Membayar Belanja Hibah Kepada Kelompok Sinar Panorama (Penggemukan Kambing 25.000.000,00
Kelompok Tani Temak) Desa Kubangjati Kec. Ketanggungan Kab. Brebes
4 | Membayar Belanja Hibah Untuk 10 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 175.000.000,00
5 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 180.000.000,00
6 | Membayar Belanja Hibah Untuk 13 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 107.500.000,00
7 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 300.000.000,00
8 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 75.000.000,00
9 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 130.000.000,00
10 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 182.200.000,00
11 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 75.000.000,00
12 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 310.000.000,00
13 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 75.000.000,00
14 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 85.000.000,00
15 | Membayar Belanja Hibah Untuk 17 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 85.000.000,00
16 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 120.000.000,00
17 | Membayar Belanja Hibah Untuk 12 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 295.000.000,00
18 | Membayar Belanja Hibah Untuk 16 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 80.000.000,00
19 | Membayar Belanja Hibah Untuk 13 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 380.000.000,00
20 | Membayar Belanja Hibah Untuk 14 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 112.500.000,00
21 | Membayar Belanja Hibah Untuk 13 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 115.000.000,00
22 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 87.000.000,00
23 | Membayar Belanja Hibah Untuk 20 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 105.000.000,00
24 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 80.000.000,00
25 | Membayar Belanja Hibah Untuk 14 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 70.000.000,00
26 | Membayar Belanja Hibah Untuk 13 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 140.000.000,00
27 | Membayar Belanja Hibah Untuk 14 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 155.000.000,00
28 | Membayar Belanja Hibah Untuk 15 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 120.000.000,00
29 | Membayar Belanja Hibah Untuk 14 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 250.000.000,00
30 | Membayar Belanja Hibah Untuk 12 Kelompok / Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 290.000.000,00
31 | Membayar Belanja Hibah Kepada 7 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 105.000.000,00
32 | Membayar Belanja Hibah kepada 15 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 187.500.000,00
33 | Membayar Belanja Hibah kepada 3 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 75.000.000,00
34 | Membayar Belanja Hibah kepada 12 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 420.000.000,00
35 | Membayar Belanja Hibah kepada 12 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 342.500.000,00
36 | Membayar Belanja Hibah Kepada 6 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 60.000.000,00
37 | Membayar Belanja Hibah Kepada 12 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 142.500.000,00
38 | Membayar Belanja Hibah kepada 15 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 367.500.000,00
39 | Membayar Belanja Hibah kepada 5 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 145.000.000,00
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40 | Membayar Belanja Hibah kepada 2 Kelompok/Anggota Masyarakat di Kab. Brebes 20.000.000,00

Jumlah 6.439.200.000,00

5.1.2.1.5.Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar
Rp21.255.661.700,00 atau 92,55 % dari anggaran sebesar Rp22.967.800.000,00
yang merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.35
Rincian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah (Rp.)
1 | Bantuan Sosial Untuk Anak di Luar Panti an.Syifa Sabilatun Cs. Sejumlah 1.785.000.000,00
5.100 Anak di Luar Panti Pada 17 Kecamatan.
2 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 534.000.000,00
Masyarakat Miskin 534 Orang Pada 9 Kecamatan.
3 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 12 Orang Terlantar dan 1.950.000,00
Tidak Mampu di Kab. Brebes
4 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 446.000.000,00
Masyarakat Miskin 446 Orang Pada 7 Kecamatan.
5 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 546.000.000,00
Masyarakat Miskin Sebanyak 546 Orang Pada 9 kecamatan di Kab.
Brebes
6 | Bantuan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin Untuk 8 Desa Pada 8 240.000.000,00
Kecamatan di Kab. Brebes
7 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 150 Penyandang Cacat 150.000.000,00
dan Eks Trauma di 5 Kecamatan di Kab. Brebes
8 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 60 Penyandang Penyakit 60.000.000,00
Sosial di 2 Kecamatan di Kab. Brebes
9 | BelanjaBantuan Sosial - DAK Bidang Perumhan APBN Untuk 39 Orang 341.250.000,00
Tahap | (Pertama) di Kab. Brebes (DAK Bidang Perumahan)
10 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 795.000.000,00
Masyarakat Miskin Sebanyak 795 Orang Pada 12 Kecamatan di Kab.
Brebes
11 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Orang Tidak Mampu 34.500.000,00

Sebanyak 23 Orang di Kab. Brebes

12 | BelanjaBantuan Sosial - DAK Bidang Perumhan APBN Untuk 39 Orang 341.250.000,00
Tahap Il (Kedua) di Kab. Brebes (DAK Bidang Perumahan)

13 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 13 Orang Terlantar dan 3.700.000,00
Tidak Mampu di Kab. Brebes

14 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 12 Orang Eks Balai 12.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Anak "Wira Adhi Karya" Ungaran

15 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan UntukBantuan Transport 19.500.000,00
Kelayakan Keluar Daerah 26 Orang di Kab. Brebes

16 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 3 Orang Eks. Balai 3.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Anak " Wira Ardhi Karya " Ungaran
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17 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 60 Orang Lanjut Usia 60.000.000,00
Terlantar di Kab. Brebes

18 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 60 Orang Orang Eks 60.000.000,00
Napza di Kab. Brebes

19 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 10 Orang Terlantar dan 2.450.000,00
Tidak Mampu di Kab. Brebes

20 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 30 Tidak Mampu di Kab. 32.000.000,00
Brebes

21 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 919.000.000,00
Masyarakat Miskin Sebanyak 919 Orang Pada 14 Kecamatan di Kab.
Brebes

22 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan UntukBantuan Rumah Tangga 30.000.000,00
Sangat Miskin (RTSM) Untuk 1 Desa Kec. Banjarharjo Sebanyak 30 Orang
di Kab. Brebes

23 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan UntukBantuan Rumah Tangga 210.000.000,00
Sangat Miskin (RTSM) Untuk 7 Desa Sebanyak 210 Orang di Kab. Brebes

24 | BelanjaBantuan Sosial - DAK Bidang Perumahan APBN Untuk 74 Orang 647.500.000,00
Tahap Il (Ketiga) di Kabupaten Brebes (DAK FISIK) BIDANG
PERUMAHAN

25 | BelanjaBantuan Sosial Siswa Miskin (BSMD) SMA, MA, dan SMK 7.500.000.000,00
Sebanyak 25.000 Siswa di Kab. Brebes

26 | BelanjaBantuan Sosial - DAK Bidang Perumahan APBN Untuk 74 Orang 647.500.000,00
Tahap IV (Keempat) di Kabupaten Brebes (DAK FISIK) BIDANG
PERUMAHAN

27 | BelanjaBantuan Sosial Bidik Misi bagi Mahasiswa Keluarga Kurang 1.907.500.000,00
Mampu dan Berprestasi Sebanyak 763 Orang di Kab. Brebes

28 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan UntukBantuan Transport 9.750.000,00
Kelayan Ke Luar Daerah 13 Orang di Kab. Brebes

29 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 9 Orang Terlantar dan 2.150.000,00
Tidak Mampu di Kab. Brebes

30 | BelanjaBantuan Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perumahan 370.000.000,00
APBD Untuk 37 Orang di Kabupaten Brebes.

31 | Bantuan Sosial Untuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Sebanyak 887 969.400.000,00
Orang di Kabupaten Brebes

32 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk 5 Orang Terlantar dan 1.550.000,00
Tidak Mampu di Kabupaten Brebes

33 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan untukBantuan Transport 9.111.700,00
Kelayakan Ke Luar Daerah 8 Orang di Kabupaten Brebes

34 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan untukBantuan Transport 3.000.000,00
Kelayakan Ke Luar Daerah 4 Orang di Kabupaten Brebes

35 | Belanja Bantuan Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Peruhaman 450.000.000,00
APBD Untuk 45 Orang di Kab. Brebes

36 | Belanja Bantuan Sosial - DAK Bidang Perumahan APBN Untuk 48 Orang 420.000.000,00
Tahap VI (Enam) di Kabupaten Brebes (DAK FISIK) BIDANG
PERUMAHAN

37 | Belanja Bantuan Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Peruhaman 230.000.000,00
APBD Untuk 23 Orang di Kab. Brebes

38 | Belanja Bantuan Sosial - DAK Bidang Perumahan APBN Untuk 48 Orang 420.000.000,00
Tahap V (Kelima) di Kabupaten Brebes (DAK FISIK) BIDANG
PERUMAHAN

39 | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi 760.000.000,00
Masyarakat Miskin 760 Orang Pada 16 Kecamatan di Kabupaten Brebes

40 | Bantuan Sosial Untuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Sebanyak 57 71.600.000,00

Orang di Kabupaten Brebes
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41

BelanjaBantuan Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Peruhaman
APBD Untuk 21 Orang di Kab. Brebes

210.000.000,00

Jumlah

21.255.661.700,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa
pengeluaran untuk perolehan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lain-lain.
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp621.919.531.365,00
atau 93,74 % dari anggaran sebesar Rp663.459.928.000,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Modal Tanah 500.000.000,00 - - 1.882.980.000,00
2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.516.373.104,00 74.972.089.705,00 93,11 87.920.911.235,00
3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 162.523.676.000,00 155.062.627.657,00 95,41 62.706.795.188,00
4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 313.493.587.000,00 299.426.343.258,00 95,51 293.969.221.850,00
5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 106.426.291.896,00 92.458.470.745,00 86,38 80.678.546.248,00
Jumlah 663.459.928.000,00 621.919.531.365,00 93,74 527.158.454.521,00

5.1.2.2.1.Belanja Modal Tanah

Belanja Modal

Tanah Tahun Anggaran

Rp500.000.000,00 dan tidak direalisasi.

5.1.2.2.2.Belanja Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.972.089.705,00
atau 93,11 % dari anggaran sebesar Rp80.516.373.104,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

2019 dianggarkan

sebesar

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.723.550.000,00 5.426.568.000,00 94,81 980.000,00
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.739.960.000,00 1.292.351.100,00 74,27 297.051.750,00
Pengadaan Alat-alat Bantu
3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 12.335.714.000,00 11.471.739.975,00 93,00 13.796.167.800,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 25.400.000,00 25.000.000,00 98,43 48.800.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
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No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 377.000.000,00 375.875.500,00 99,70 198.660.000,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Tak
Bermotor
6 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 28.250.000,00 27.905.000,00 98,78 69.650.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
7 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 19.000.000,00 18.914.500,00 99,55 354.440.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak
Bermesin
8 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.130.919.000,00 1.034.606.500,00 91,48 423.660.550,00
Pengadaan Alat Ukur
9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 468.275.000,00 447.253.000,00 95,51 6.565.934.000,00
Pengadaan Alat Pengolahan
10 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 180.436.000,00 175.907.800,00 97,49 174.378.000,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
11 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.027.248.400,00 2.765.891.080,00 91,37 2.441.542.836,00
Pengadaan Alat Kantor
12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 23.670.546.600,00 22.044.499.205,00 93,13 5.959.603.133,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga
13 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 11.347.527.000,00 10.573.366.287,00 93,18 8.019.342.901,00
Pengadaan Komputer
14 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.137.640.000,00 1.127.342.252,00 99,09 474.104.300,00
Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
15 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.686.994.000,00 1.641.812.000,00 97,32 1.237.487.600,00
Pengadaan Alat Studio
16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 93.700.000,00 89.490.000,00 95,51 202.199.500,00
Pengadaan Alat Komunikasi
17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 8.890.157.000,00 8.431.676.244,00 94,84 36.788.433.160,00
Pengadaan Alat Kedokteran
18 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.198.808.104,00 2.854.933.147,00 89,25 7.665.134.635,00
Pengadaan Alat Kesehatan
19 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.869.050.000,00 1.780.412.950,00 95,26 2.574.465.470,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
20 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.033.500.000,00 889.024.600,00 86,02 25.000.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek
Sekolah
21 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.391.500.000,00 2.353.080.000,00 98,39 324.368.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
22 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.400.000,00 2.334.000,00 97,25 -
Pengadaan Persenjataan Non
Senjata Api
23 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 138.798.000,00 122.106.565,00 87,97 279.507.600,00
Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan
Jumlah 80.516.373.104,00 74.972.089.705,00 93,11 87.920.911.235,00
5.1.2.2.3.Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Realisasi  Belanja  Modal Gedung dan  Bangunan sebesar
Rp155.062.627.657,00 atau 9541 % dari anggaran  sebesar

Rp162.523.676.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.38
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 158.355.550.000,00 150.902.916.657,00 95,29 61.653.280.688,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
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No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 77.876.000,00 77.350.000,00 99,32 208.096.000,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal

3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 1.751.400.000,00 1.751.400.000,00 100,00 181.820.000,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah

4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 604.750.000,00 603.450.000,00 99,79 233.932.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

5 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 76.100.000,00 74.999.000,00 98,55 74.539.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik
Kontrol/Pasti

6 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 1.658.000.000,00 1.652.512.000,00 99,67 355.127.500,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

Jumlah 162.523.676.000,00 155.062.627.657,00 62.706.795.188,00
95,41

Atas Belanja Modal tersebut diantaranya sebesar Rp33.663.260.000,00 dibiayai
dari pinjaman jangka panjang kepada Bank Jateng sesuai perjanjian kredit
nomor 48 tanggal 16 Juli 2019 untuk keperluan pembangunan gedung pelayanan
medis (IGD, Laboratorium, VK, Kebidanan, ICU/HCU dan IBS) pada RSUD

Bumiayu.

5.1.2.2.4.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi  Belanja
Rp299.426.343.258,00

Modal
atau

Jalan,
95,51%

Irigasi,

dan
dari

Tabel 5.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019

Jaringan
anggaran
Rp313.493.587.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

sebesar
sebesar

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Pengadaan Jalan 210.650.849.000,00 205.081.181.992,00 97,36 177.992.928.000,00
2 | Pengadaan Jembatan 26.445.458.000,00 22.926.434.766,00 86,69 15.846.954.000,00
3 | Pengadaan Bangunan Air Irigasi 19.149.000.000,00 17.846.162.000,00 93,20 20.646.236.000,00
4 | Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 350.000.000,00 342.390.000,00 97,83 17.547.226.000,00
5 | Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai 40.720.350.000,00 39.967.727.000,00 98,15 41.025.566.000,00

dan Penanggulangan BA
6 | Pengadaan Bangunan Pengembangan 823.630.000,00 806.945.000,00 97,97
Sumber Air dan Air Tanah
7 | Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 540.000.000,00 532.811.500,00 98,67 1.935.809.600,00
8 | Pengadaan Bangunan Air Kotor 73.771.000,00
9 | Pengadaan Bangunan Air 653.350.000,00 648.950.000,00 99,33 866.429.000,00
10 | Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 721.600.000,00 130.600.000,00 18,10 40.867.000,00
11 | Pengadaan Instalasi Air Kotor 354.950.000,00 332.123.000,00 93,57 2.159.124.100,00
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No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
12 | Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 74.500.000,00
13 | Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 203.800.000,00 200.808.000,00 98,53
14 | Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan 148.458.000,00

Bangunan
15 | Pengadaan Instalasi Pengaman 9.500.000,00
16 | Pengadaan Jaringan Listrik 12.880.600.000,00 10.610.210.000,00 82,37 15.551.938.150,00
17 | Pengadaan Jaringan Telepon 49.915.000,00
Jumlah 313.493.587.000,00 299.426.343.258,00 95,51 293.969.221.850,00

5.1.2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset tetap lainnya terealisir sebesar Rp92.458.470.745,00 atau
86,88% dari anggaran sebesar Rp106.426.291.896,00 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.40

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 12.571.478.000,00 12.472.884.547,00 99,22 105.841.370,00
Pengadaan Buku
2 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 15.000.000,00 12.000.000,00 80,00
Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan
3 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 1.685.000.000,00 1.085.260.000,00 64,41 326.250.000,00
Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan
4 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 432.550.000,00 397.535.000,00 91,90 139.900.000,00
Pengadaan Hewan
5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - - - 7.000.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi
6 | Belanja Modal BLUD 43.352.598.896,00 30.781.879.597,00 71,00 41.530.779.393,00
7 | Belanja Modal BOS 48.369.665.000,00 47.708.911.601,00 98,63 38.568.775.485,00
Jumlah 106.426.291.896,00 92.458.470.745,00 86,88 80.678.546.248,00
Realisasi Belanja Modal BLUD untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp30.781.879.597,00 atau 71,00 % dari  anggaran  sebesar
Rp43.352.598.896,00.

Anggaran dan realisasi untuk belanja modal BLUD pada masing-masing
BLUD dirinci sesuai tabel berikut ini :

Tabel 5.41
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) %
BLUD RSUD Brebes : 11.627.600.000,00 5.459.184.101,00 46,95

71




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

No Uraian Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) %

1 | Belanja Modal 11.627.600.000,00 5.459.184.101,00 46,95
BLUD RSUD Bumiayu : 1.500.000.000,00 695.431.960,00 46,36

1 | Belanja Modal 1.500.000.000,00 695.431.960,00 46,36
BLUD UPTD Puskesmas Brebes : 7.069.461.000,00 5.633.969.550,00 79,69

1 | Belanja Modal 7.069.461.000,00 5.633.969.550,00 79,69
BLUD UPTD Puskesmas Tanjung : 6.955.287.000,00 4.354.046.667,00 62,60

1 | Belanja Modal 6.955.287.000,00 4.354.046.667,00 62,60
BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo 9.800.600.896,00 9.595.988.472,00 97,91

1 | Belanja Modal 9.800.600.896,00 9.595.988.472,00 97,91
BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu : 4.299.650.000,00 3.002.166.639,00 69,82

1 | Belanja Modal 4.299.650.000,00 3.002.166.639,00 69,82
BLUD UPTD Puskesmas 2.100.000.000,00 2.041.092.208,00 97,19
Paguyangan :

1 | Belanja Modal 2.100.000.000,00 2.041.092.208,00 97,19
Jumlah 43.352.598.896,00 30.781.879.597,00 71,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah
daerah. Realisasi belanja tak terduga selama Tahun Anggaran 2019 adalah
sebesar Rpl.267.065.451,00 atau 25,34% dari anggaran sebesar
Rp5.000.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.42
Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019
No Lokasi Uraian SPK Tanggap Darurat/ Realisasi (Rp.)
enetapan Bencana
1 | Desa Plompong Kec. Penanganan Bencana Alam Putusnya No. 360/102 Tahun 352.833.000,00
Sirampog. Jembatan Kali Keruh guna Pemasangan 2019 tgl. 22 Februari
Jembatan Bailey 2019
2 | Desa Plompong Kec. Pembangunan Dinding Penahan Jalan No. 360/199 Tahun 275.227.000,00
Sirampog. 2019 tgl. 19 Februari
2019
3 | Desa Dawuhan Kec. Pemberian Bantuan Material Bahan No. 360/293 Tahun 29.427.500,00
Sirampog. Bangunan 2019 tgl. 20 Maret 2019
4 | Desa Malahayu Kec. Pemberian Bantuan Material Bahan No. 360/284 Tahun 63.251.000,00

Banjarharjo. Bangunan 2019 tgl. 15 Maret 2019
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. . SK Tanggap Darurat / o
No Lokasi Uraian Penetapan Bencana Realisasi (Rp.)
5 | Desa Banjarsari Kec. Pembuatan Pengaman Tebing No. 360/340 Tahun 36.731.000,00
Bantarkawung Permukiman dan Jalan di Dukuh 2019 tgl. 2 Mei 2019
Terikembing
6 | Desa Pengarasan Kec. Pembuatan Pengaman Tebing Jalan di No. 360/392 Tahun 42.200.000,00
Bantarkawung Dukuh Cikamuning 2019 tgl. 2 Mei 2019
7 | Desa Batursari, Dawuhan Pemberian Bantuan Material Bahan No. 360/716 Tahun 101.891.000,00
dan Sridadi Kec. Sirampog Bangunan 2019 tgl. 23 Oktober
Kab. Brebes. 2019
8 | Desa Kaliloka Kec. Pembuatan Jalan Darurat No. 360/762 Tahun 50.544.951,00
Sirampog 2019 tgl. 26 November
2019
9 Pengembalian sisa dana BOS tahun 2018 | - 314.960.000,00
ke pemerintah provinsi
Jumlah 1.267.065.451,00

5.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

Belanja transfer terbagi menjadi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer
bantuan keuangan. Realisasi transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp660.995.139.243,00 atau 99,67% dari anggaran sebesar Rp663.153.749.000,00
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.43
Rincian Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan 11.851.306.000,00 10.569.843.224,00 89,19 10.339.493.766,00

2 | Transfer Bantuan Keuangan 651.302.443.000,00 650.425.296.019,00 99,87 533.428.181.625,00

Jumlah 663.153.749.000,00 660.995.139.243,00 99,67 543.767.675.391,00

5.1.3.1.  Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Realisasi  Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi  sebesar
Rp10.569.843.224,00 atau 89,19 % dari anggaran  sebesar
Rp11.851.306.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

5.1.3.1.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa di Kabupaten Brebes untuk
Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp10.036.410.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp9.672.915.678,00 atau 96,38 %, dengan rincian
disajikan dalam lampiran 5.3.
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5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar
Rpl1.814.896.000,00 dan realisasinya sebesar Rp896.927.546,00 atau
49,42%.
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari Bagi Hasil Retribusi
Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Provinsi, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1.614.896.000,00 712.496.846,00 44,12 1.633.657.690,00
Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa
2 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan 200.000.000,00 184.430.700,00 92,22 175.255.500,00
Lainnya Kepada Provinsi
Jumlah 1.814.896.000,00 896.927.546,00 49,42 1.808.913.190,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/ Desa merupakan bagi hasil retribusi daerah kepada desa
dengan rincian anggaran dan realisasi disajikan dalam lampiran 5.4.
Anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada
Provinsi dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Kepada Provinsi Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
1 | Bagi Hasil Retribusi Pasar Kalierang Kec. 100.000.000,00 84.552.600,00 84,55 88.886.400,00
Bumiayu kepada BPKAD Prov. Jawa
Tengah
2 | Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 100.000.000,00 99.878.100,00 99,88 86.369.100,00
Provinsi untuk pengelolaan Obyek Wisata
Waduk Malahayu
Jumiah 200.000.000,00 184.430.700,00 92,22 175.255.500,00

5.1.3.2.

Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp651.302.443.000,00 dan
realisasi sebesar Rp650.425.296.019,00 atau 99,87 %. Anggaran dan realisasi
transfer bantuan keuangan disajikan dalam tabel berikut ini :

74 /




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Transfer Bantuan Keuangan ke 649.993.459.000,00 649.116.313.529,00 99,87 532.119.199.397,00

Desa
2 | Transfer Bantuan Keuangan 1.308.984.000,00 1.308.982.490,00 100,00 1.308.982.228,00

Lainnya

Jumlah 651.302.443.000,00 650.425.296.019,00 99,87 533.428.181.625,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp649.116.313.529,00
atau 99,87 % dari anggaran sebesar Rp649.993.459.000,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.47
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1 | Dana Desa (DD) 441.009.459.000,00 441.009.459.000,00 100,00 344.197.496.000,00

Alokasi Dana Desa (ADD) 140.450.000.000,00 140.450.000.000,00 100,00 135.999.800.000,00
3 | Bantuan Parimarma bagi Kepala 2.000.000.000,00 1.660.000.000,00 83,00 302.000.000,00

Desa/Aparat Desa
4 | Bantuan Keuangan utk TMMD 4.745.000.000,00 4.395.000.000,00 92,62 2.061.600.000,00
5 | Bantuan Keuangan untuk BPJS / JKK JKM 315.000.000,00 302.854.529,00 96,14 303.678.397,00
6 | Bantuan Keuangan untuk Pilkades 9.900.000.000,00 9.860.000.000,00 99,60
7 | Bantuan Keuangan Desa, Infrastruktur, 51.574.000.000,00 51.439.000.000,00 99,74 49.254.625.000,00

Pendampingan Pamsimas

Jumlah 649.993.459.000,00 649.116.313.529,00 99,87 532.119.199.397,00

(1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Pedoman Pembagian/Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tanggal
17 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.
Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019  sebesar
Rp441.009.459.000,00 atau 100% sesuai dengan yang dianggarkan.
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©)

(4)

®)

Untuk anggaran dan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
untuk 17 Kecamatan / 292 Desa dengan rincian disajikan dalam
lampiran 5.5.

Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada
pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang
bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit
10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara
proporsional.

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada
Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi
Dana Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Brebes.

Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp140.450.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
Rp140.450.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.6.

Bantuan Parimarma bagi Kepala Desa/Aparat Pemerintahan Desa

Bantuan Keuangan Parimarma bagi Kepala Desa/Aparat
Pemerintahan Desa diperuntukkan bagi Kepala Desa/Aparat
Pemerintahan Desa yang telah habis masa jabatannya. Realisasi
Bantuan Parimarma bagi Kepala Desa/Aparat Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 83,00 %
dari anggaran sebesar Rp1.660.000.000,00.

Bantuan Keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa
(TMMD)

Bantuan Keuangan TMMD Tahun Anggaran 2019 direalisasikan
sebesar Rp4.395.000.000,00 atau 92,62% dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.745.000.000,00. Bantuan Keuangan TMMD Tahun
Anggaran 2019 diperuntukkan bagi kegiatan TMMD Sengkuyung |
di Desa Cinanas, TMMD Sengkuyung Il di Desa Telaga dan TMMD
Sengkuyung 111 di Desa Jipang di Kec. Bantarkawung.

Bantuan Keuangan untuk BPJS / Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian bagi perangkat desa.

Realisasi Bantuan Keuangan untuk BPJS / Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian bagi perangkat desa Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp302.854.529,00 atau 96,14 % dari yang dianggarkan
sebesar Rp315.000.000,00
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(6)

(7)

Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pilkades serentak

Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa secara serentak di
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp9.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.860.000.000,00 atau
99,60 %.

Bantuan Keuangan Desa untuk infrastruktur dan pendampingan
pamsimas

Bantuan Keuangan ini terealisasi sebesar Rp51.439.000.000,00 atau
99,74 % dari anggaran sebesar Rp51.574.000.000,00. Bantuan

keuangan ini adalah bantuan keuangan kepada
desa/lembaga/kelompok/  perorangan yang sudah ditentukan
peruntukannya/kegiatannya baik itu untuk kegiatan fisik/

infrastruktur/non infrastruktur lainnya dan untuk pendampingan
pamsimas.

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.308.982.490,00
atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.308.984.000,00.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya adalah transfer bantuan keuangan kepada
partai politik yang ada di Kabupaten Brebes, dengan rincian disajikan dalam
tabel berikut ini:

Tabel 5.48
Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)
Transfer Bantuan
Keuangan kepada Partai
politik :
PDI PERJUANGAN 308.607.000,00 308.607.000,00 100,00 308.607.000,00
PKB 206.292.000,00 206.292.000,00 100,00 206.291.784,00
GOLKAR 196.121.000,00 196.120.490,00 100,00 196.120.666,00
GERINDRA 124.308.000,00 124.308.000,00 100,00 124.308.000,00
PAN 119.490.000,00 119.490.000,00 100,00 119.490.000,00
PKS 117.494.000,00 117.493.500,00 100,00 117.493.500,00
DEMOKRAT 93.414.000,00 93.414.000,00 100,00 93.413.278,00
PPP 89.991.000,00 89.991.000,00 100,00 89.991.000,00
HANURA 53.267.000,00 53.266.500,00 100,00 53.267.000,00

Jumlah 1.308.984.000,00 1.308.982.490,00 100,00 1.308.982.228,00
. Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
Surplus/(Defisit)
(35.424.895.429,95) 28.679.936.954,31
LRA
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Realisasi Surplus/(Defisit) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp(35.424.895.429,95)

dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.49

Surplus / (Defisit) LRA Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %
1 | Pendapatan
3.127.590.616.000,00 | 3.096.826.845.150,05 99,02
2 | Belanja dan Transfer
3.330.400.416.000,00 | 3.132.251.740.580,00 94,05
Surplus / ( Defisit ) (202.809.800.000,00) (35.424.895.429,95) 1747

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp212.061.563.928,38 atau 99,41%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp213.309.800.000,00 dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.50
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %

1 | Penggunaan SiLPA 178.309.800.000,00 178.309.799.004,38 100,00
2 | Pinjaman Dalam Negeri 35.000.000.000,00 33.663.260.000,00 96,18
2 | Penerimaan Kembali Investasi 88.504.924,00 100,00

Non Permanen Lainnya

Jumlah 213.309.800.000,00 212.061.563.928,38 99,41

a) Realisasi penggunaan Silpa merupakan Silpa Tahun Anggaran 2018 yang

b)

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab. Brebes No. 10 Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Brebes
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp178.309.799.004,38.

Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten
Brebes kepada lembaga keuangan bank yaitu kepada Bank Jateng dengan
realisasi pinjaman sebesar Rp33.663.260.000,00 atau 96,18 % dari yang
dianggarkan sebesar Rp35.000.000.000,00. Pinjaman tersebut sesuai
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perjanjian kredit nomor 48 tanggal 16 Juli 2019 untuk keperluan
pembangunan gedung pelayanan medis (IGD, Laboratorium, VK,
Kebidanan, ICU/HCU dan IBS) pada RSUD Bumiayu.

c) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp88.504.924,00 adalah pengembalian piutang yang
berasal dari Investasi Non Permanen Lainnya yang dikelola oleh Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp10.500.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran merupakan penyertaan modal
kepada PT. Bank Jateng, PD. BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana Brebes, PD.
BKK Banjarharjo, Perusda Percetakan Puspa Grafika dan Penyertaan Modal
kepada PDAM, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.51
Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %

1 | PDAM 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00

2 | BPR Puspa Kencana Brebes 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00

3 | BKK Banjarharjo 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

4 | BKK Brebes 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

5 | PT.BPD Jateng 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00

6 | Perusda Percetakan Puspa Grafika 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Jumlah 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 100,00
5.1.4.2.2. Pembiayaan Netto
Realisasi  Pembiayaan  Netto  Tahun  Anggaran 2019  sebesar
Rp201.561.563.928,38  atau 99,38%  dari anggaran sebesar
Rp202.809.800.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.52
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %
1 | Penerimaan Pembiayaan 213.309.800.000,00 212.061.563.928,38 99,41
2 | Pengeluaran Pembiayaan 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 100,00
Pembiayaan Netto 202.809.800.000,00 201.561.563.928,38 99,38
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5.1.4.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

166.136.668.498,43 178.309.799.004,38

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rpl166.136.668.498,43 dengan perhitungan sesuai
yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.53
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) %
1 | Pendapatan 3.127.590.616.000,00 3.096.826.845.150,05 99,02
2 | Belanja dan Transfer 3.330.400.416.000,00 3.132.251.740.580,00 94,05
3 | Surplus/ ( Defisit) (202.809.800.000,00) (35.424.895.429,95) 1747
4 | Pembiayaan Netto 202.809.800.000,00 201.561.563.928,38 99,38
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 166.136.668.498,43 100,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp166.136.668.498,43 tersebut sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.54
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah Kas (Rp.)

1 | Saldo Kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C No. 1.028.00001.2 dan 132.595.371.125,00

deposito
2 | Saldo Kas di BLUD RSUD Brebes 4.773.487.114,53
3 | Saldo Kas di BLUD RSUD Bumiayu 1.038.204.040,00
4 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Brebes 6.259.003.998,00
5 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Tanjung 8.556.757.419,00
6 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo 6.577.649.618,00
7 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan 2.443.375.017,00
8 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu 2.402.474.899,00
9 | Saldo Dana BOS 1.490.345.267,90

Jumlah 166.136.668.498,43
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Penjelasan mengenai rincian SiLPA tahun anggaran 2019 adalah sebagai

berikut :
a. SiLPA

Tahun  Anggaran

2019

Kab. Brebes

sebesar

Rp166.136.668.498,43 terdiri dari Saldo Kas di BUD (Rekening Kas
Umum Daerah) sebesar Rp132.595.371.125,00, Saldo Kas di BLUD
(Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp32.050.952.105,53 dan
SILPA Dana BOS sebesar Rp1.490.345.267,90.

b. SiLPA Tahun Anggaran 2019 di BUD sebesar Rp132.595.371.125,00
terdiri dari dana terikat sebesar Rp24.561.116.665,00 dan dana bebas
sebesar Rp108.034.254.460,00 dengan rincian sesuai yang disajikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.55

Rincian SiLPA di BUD Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah (Rp)
1) | Dana Terikat :
a) | Dana Insentif Daerah (DID) 6.666.293.075,00
b) | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 831.376.186,00
c) | Dana DAK P2D2 Tahun 2016 81.343.000,00
d) | Dana DAK Fisik Tahun 2018 120.136.324,00
e) | Dana DAK Fisik Tahun 2019 3.760.598.414,00
f) | Dana DAK Non Fisik Tahun 2019, dengan rincian : 11.107.543.029,00
- BOP PAUD 155.100.000,00
- BOP Kesehatan 682.900.000,00
- Tambahan Penghasilan Guru 2.300.250.000,00
- Tunjangan Khusus Guru 988.429.940,00
- Tunjangan Profesi Guru 4.656.354.315,00
- Bantuan Operasional Kesehatan 1.359.984.685,00
- Bantuan Operasional KB 370.627.612,00
- Dana Pelayanan Adminduk 593.896.477,00
g) | Dana DAK Tahun 2010 s/d 2016 114.879.924,00
h) | Dana DAK TA 2016 - DAK IPD 2016 163.223.515,00
i) | Dana Bantuan Provinsi 2017 23.024.900,00
j) | Dana Bantuan Provinsi 2018 32.285.000,00
k) | Dana Bantuan Provinsi 2019 41.866.664,00
I) | Hutang Pemeliharaan Tahun 2010 - 2012 1.618.546.634,00
2) | DanaBebas 108.034.254.460,00
Jumlah 132.595.371.125,00
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c. SiLPA Tahun Anggarn 2019 di BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah) sebesar Rp32.050.952.105,53 terdiri dari :

Tabel 5.56
Rincian SiLPA di BLUD Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah Kas (Rp.)

1 | Saldo Kas di BLUD RSUD Brebes 4.773.487.114,53
2 | Saldo Kas di BLUD RSUD Bumiayu 1.038.204.040,00
3 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Brebes 6.259.003.998,00
4 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Tanjung 8.556.757.419,00
5 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo 6.577.649.618,00
6 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan 2.443.375.017,00
7 | Saldo Kas di BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu 2.402.474.899,00

Jumlah 32.050.952.105,53

d. SILPA Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari Dana BOS sebesar
Rp1.490.345.267,90.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat
terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih
(SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan
tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan
koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2019
adalah sebagai berikut :

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp178.309.799.004,38.merupakan saldo anggaran
lebih akhir tahun 2018. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan
tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun2019.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019
adalah seluruh SAL akhir tahun anggaran 2018. SAL tahun sebelumnya
yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019
adalah sebesar Rp178.309.799.004,38.
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5.2.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan
LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun anggaran
2019 adalah sebesar Rp166.136.668.498,43.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3.

53.1

5311

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan
tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi
dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun
anggaran 2019 adalah sebesar Rp166.136.668.498,43.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Aset Lancar

31 Des 2019 31 Des 2018
Aset Lancar 280.099.963.050,71 279.046.310.011,52

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp280.099.963.050,71 terdiri dari Kas, Piutang,Penyisihan Piutang, Persediaan
dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.57
Rincian Aset Lancar
ASET LANCAR TH. 2019 TH. 2018
Kas di Kas Daerah 132.617.932.486,00 138.488.475.063,00
Kas di Bendahara - 22.367.354,00
Penerimaan
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Piutang Pendapatan 88.379.353.684,38 77.726.680.821,38

Piutang Lainnya 2.910.368.948,00 3.460.341.296,00

Penyisinan Piutang (14.394.853.231,93) (12.544.838.232,80)

Persediaan 36.906.878.209,50 31.883.296.315,22

Beban Dibayar Dimuka 136.024.032,33 159.782.905,33

JUMLAH ASET LANCAR 280.099.963.050,71 279.046.310.011,52

5.3.1.1.1 Kas
31 Des 2019 31 Des 2018

Kas 166.162.191.408,43 178.361.046.906,38
Nilai saldo kas dan bank per Desember 2019

ASET LANCAR TH. 2019 TH. 2018

Kas di Bendahara 2.961.549,00 2.250.000,00
Pengeluaran

Kas di BLUD 32.050.952.105,53 38.875.844.979,48
Kas di Bendahara FKTP - -
Kas di Bendahara BOS 1.490.345.267,90 -
Kas Lainnya - 972.109.509,90
Setara Kas - R

Investasi Jangka Pendek

Rp166.162.191.408,43 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah
dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Kas Lainnya dengan rincian

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.58
Rincian Kas
Kas 31-Dec-19 31-Dec-18
(Rp) (Rp)

Kas di Kas Daerah 132.617.932.486,00 138.488.475.063,00
Kas di Bendahara 22.367.354,00
Penerimaan
Kas di Bendahara 2.961.549,00 2.250.000,00
Pengeluaran
Kas di BLUD 32.050.952.105,53 38.875.844.979,48
Kas di Bendahara BOS 1.490.345.267,90 -
Kas Lainnya/Kas BOS 972.109.509,90
Jumlah 166.162.191.408,43 178.361.046.906,38

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp132.617.932.486,00.
Saldo Kas tersebut dalam bentuk rekening giro di Bank Jateng Nomor
1.028.00001.2 sebagai penampungan Kas Umum dan 1.028.00404.1 sebagai
penampungan Kas Non Anggaran.
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Kas di Kas Daerah tahun 2019 dan 2018 dengan rincian disajikan dalam tabel

berikut ini:
Tabel 5.59
Rincian Kas Daerah
Uraian Saldo Saldo
per 31 Desember 2019 per 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
A
1 Bank Jateng Rek. Giro 1.028.00001.2 132.595.371.125,00 58.466.700.299,00
2 Deposito Bank Jateng :
No. seri 275984 - 25.000.000.000,00
Uraian Saldo Saldo
per 31 Desember 2019 per 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
No. seri 275985 - 25.000.000.000,00
No. seri 275986 - 25.000.000.000,00
Deposito BRI No. seri 3206812 - 5.000.000.000,00
Jumlah Kas Di Kas Daerah 132.595.371.125,00 138.466.700.299,00
B. Kas Non Anggaran (Bank Jateng)
1 Rek. Giro 1.028.00404.1 22.561.361,00 21.774.764,00
9 Rek. Giro 1.028.00001.2 (belum
dipindahbukukan)
Jumlah Kas Non Anggaran 22.561.361,00 21.774.764,00
C. Kas Rekening Tampungan PBB (rek.
1.028.00443.1)
Jumlah Kas di Kas Daerah 132.617.932.486,00 138.488.475.063,00

Saldo Kas Umum sebesar Rp132.595.371.125,00
- Saldo Kas Non Anggaran tahun 2018 adalah sebesar

Rp21.774.764,00 merupakan potongan Jaminan Kecelakaan

Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua serta Jaminan

Kesehatan tahun 2017 dan 2018 yang belum dibayarkan kepada

pihak ke-3.

Pada tahun 2019 terdapat kondisi :

1. Jaminan Kematian dan Jaminan Kesehatan tahun 2019
sebesar Rp786.597,00 (Rp24.934.032.311,00 -
Rp24.933.245.714,00) belum disetorkan, sehingga sisa
potongan yang belum disetor per 31 Desember 2019 sebesar
Rp22.561.361,00 (Rp21.774.764,00 + Rp786.597,00).

2. Uang jaminan pemeliharaan s.d  tahun 2018 sebesar
Rp21.000.680.679,00 tercatat pada akun Aset lainnya sebagai
Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Pada tahun 2019
direklasifikasike Kas Non Anggaran untuk memenubhi
mekanisme perhitungan Kas Non Anggaran yang merupakan
bagian dari Kas Daerah, sesuai requirement aplikasi SIMDA
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Keuangan. Selama tahun 2019 Kas tersebut dibayarkan
kepada pihak ke-3/penyedia barang jasa sebesar
Rpl17.475.217.935,00. Selanjutnya diperoleh penambahan
uang retensi/pemeliharaan atas pekerjaan tahun 2019 sebesar
Rp101.528.750,00.  Sehingga saldo uang jaminan
pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp3.626.991.494,00. Atas
kas tersebut dikoreksi kembali ke Aset Lainnya sebagai Kas

yang Dibatasi Penggunaannya.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam
tabel/gambar berikut ini :

Tabel 5.60

Rincian Kas Non Anggaran

SALDO 2019 Koreksi ke Aset

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN sebelum koreksi Lainnya SALDO 2019
Uang Jaminan
Pemeliharaan s.d
2018 21.000.680.679,00 | (17.475.217.935,00) 3.525.462.744,00 | (3.525.462.744,00) -
Uang Jaminan
Pemeliharaan 2019 101.528.750,00 101.528.750,00 (101.528.750,00) -
JUMLAH UANG
JAMINAN
PEMELIHARAAN 21.102.209.429,00 | (17.475.217.935,00) 3.626.991.494,00 | (3.626.991.494,00) -
IWP 16.719.420.915,00 | (16.719.420.915,00) - -
Taperum 306.431.000,00 (306.431.000,00) - -
BPJS Kesehatan 5.019.032.256,00 (5.019.032.256,00) - -
PPh 21 1.318.546.743,00 (1.318.546.743,00) - -
PPh 22 4.120.521,00 (4.120.521,00) - -
PPh 23 6.457.821,00 (6.457.821,00) - -
PPh 4 4.355.045,00 (4.355.045,00) - -
PPN 40.963.282,00 (40.963.282,00) - -
Jaminan Kecelakaan
Kerja 152.064,00 368.184.373,00 (368.184.373,00) - 152.064,00
Jaminan Kematian 190.080,00 1.102.832.255,00 (1.102.813.158,00) - 209.177,00
Jaminan Hari Tua 3.530.120,00 23.273.100,00 (23.273.100,00) 3.530.120,00 3.530.120,00
Jaminan Kesehatan 17.902.500,00 20.415.000,00 (19.647.500,00) 18.670.000,00 18.670.000,00
JUMLAH UANG
POTONGAN 21.774.764,00 | 24.934.032.311,00 | (24.933.245.714,00) 22.561.361,00 22.561.361,00
JUMLAH 21.774.764,00 | 46.036.241.740,00 | (42.408.463.649,00) 3.649.552.855,00 | (3.626.991.494,00) 22.561.361,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar
Rp0,00 dan Rp22.367.354,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

ni:
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Tabel 5.61
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
RSUD Brebes 17.522.171,00
BPPKAD 4.845.183,00
Jumlah 22.367.354,00

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2018 sebesar Rp17.522.171,00 yang
merupakan Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD Brebes telah disetor.
.Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2018 BPPKAD sebesar
Rp4.845.183,00 yang merupakan penerimaan PBB-P2 telah disetor.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp2.250.000,00 yang merupakan Kas pada rekening giro Bendahara
Pengeluaran Pembantu Kelurahan Gandasuli berupa belanja hadiah yang
telah dicairkan telah dibayar kepada penyedia jasa (pihak ke-3) pada tahun
2019. Sedabgkan saldo tahun 2019 sebesar Rp2.961.549,00. Untuk lebih
jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.62
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
OPD Keterangan Th 2019 Keterangan Th 2018
Uang pihak penyedia jasa yang belum
Kec. Brebes dibayarkan atas Belanja Langsung Th 2018 2.250.000
BLUD Pusk Sisa Kas BLUD belum
Tanjung disetor
Kec. Pajak belum dibayar 2.961.549
Banjarharjo
Jumlah 2.961.549 2.250.000
5.3.1.1.1.4 Kasdi BLUD
Saldo Kas BLUD tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp32.050.952.105,53 dan
38.875.844.979,48.
Tabel 5.63 menunjukkan rincian kas di Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) per 31 Desember 2019 dan 2018.
Tabel 5.63
Rincian Kas BLUD
. Kas BLUD (Murni) . " Saldo Kas BLUD Saldo Kas BLUD
Uraian 2019 Retensi BLUD 2019 Titipan/PFK 2019 2018
Puskesmas Brebes 6.259.003.998,00 6.259.003.99800 |  8.771.399.683,00
Puskesmas Tanjung 8.556.757.419,00 8.556.757.419.00 | 7.472.868.936,00
g“skesma.s 6.577.649.618,00 6.577.649.61800 | 10.290.600.634,00
anjarharjo
Puskesmas Bumiayu 2.402.474.899,00 2402474.89900 |  2683.375.812,00
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. Kas BLUD (Murni) . . Saldo Kas BLUD Saldo Kas BLUD
Uraian 2019 Retensi BLUD 2019 Titipan/PFK 2019 2018
Puskesmas 2443375.017,00 . 2443375.017,00 |  2.128.617.790,00
Paguyangan
RSUD BUMIAYU 1.038.204.040,00 - 1.038.204.040,00 230.673.652,00
RSUD BREBES 477348711453 - 477348711453 | 7.298.308.472,48
;‘I‘_ﬂ:;‘“ Kas di 32.050.952.105,53 . 32.050.952.10553 | 38.875.844.979,48

- Kas tersebut berada pada rekening bank Kas BLUD.
- Pada BLUD RSUD Brebes terdapat dua rekening operasional BLUD,
berupa rekening

Giro di Bank Jateng dan Bank Mandiri.

- Seluruh rekening giro/tabungan yang dimiliki BLUD telah disahkan
dengan Surat Keputusan Bupati.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS
Kas ini merupakan kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada pada
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Saldo tahun 2019 sebesar
Rp1.490.345.267,90 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian

Saldo Kas BOS 2018

Pengembalian Kas BOS TA 2018 ke Pemerintah Provinsi
Pembayaran utang PFK/ Utang Pajak Tahun 2018
Saldo Kas BOS 2018 setelah pengembalian

Penerimaan Tahun 2019 :
Penerimaan Kas BOS TW |
Penerimaan Kas BOS TW Il
Penerimaan Kas BOS TW Il
Penerimaan Kas BOS TW IV
Penerimaan Kas BOS Afirmasi

Penerimaan Kas BOS Kinerja
Penerimaan Kas BOS 2019

Pengeluaran Tahun 2019 :

SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Januari 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Pebruari 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Maret 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan April 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Mei 2019

SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Juni 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Juli 2019

SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Agustus 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan September 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Oktober 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Nopember 2019
SP2B Realisasi Belanja BOS bagian bulan Desember 2019

88

(Rp)

972.109.509,90
-314.960.000,00
-3.902.470,00

31.825.080.000,00
63.403.560.000,00
31.742.880.000,00
32.710.880.000,00

5.362.000.000,00

-422.241.807,00
-19.644.714.705,00
-11.690.830.514,00

-601.704.282,00
-45.017.913.372,00
-15.058.464.986,00

-2.210.223.595,00
-18.876.799.449,00
-12.239.198.903,00

-1.189.858.745,00
-18.928.866.309,00

(Rp)

653.247.039,90

169.587.400.000,00
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-166.755.821.772,00

Pengembaian Kas BOS tahun 2019 ke Pemerintah Provinsi -1.994.480.000,00

SALDO KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2019 1.490.345.267,90

Saldo kas tahun 2019 sebesar Rp1.490.345.267,90 merupakan bagian dari
SILPA tahun 2019. Saldo kas tersebut berada pada SD dan SMP Negeri se-
Kabupaten Brebes.Pengeluaran Dana BOS diakui sebagai Belanja Pegawai
BOS, Belanja Barang Jasa BOS dan Belanja Modal BOS.

Kas Lainnya

31 Desember 2018
972.109.509,90

31 Desember 2019
0,00

Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya pada tahun 2018 merupakan kas Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
Tahun 2019 saldo tersebut direklasifikasi ke akun Kas di Bendahara BOS
sehingga saldo Kas Lainnya tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Setara Kas
Untuk setara kas tahun 2019 Pemerintah Kab. Brebes adalah nihil/nol.

Investasi Jangka Pendek
Untuk Investasi Jangka Pendek tahun 2019 Pemerintah Kab. Brebes adalah
nihil/nol.

- Penjelasan Perbedaan Kas Neraca 2019 dibandingkan SILPA pada
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Sisa Kas pada Laporan Arus

Kas (LAK)

Saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) menurut Laporan Realisiasi Anggaran terdapat selisih
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.64
Rincian Kas menurut Neraca dan SILPA di LRA

URAIAN

SALDO 2019 SILPA URAIAN SELISIH SELISIH

Kas di Kas Daerah

132.617.932.486,00 Kas Non Anggaran di
BUD
(Pajak+Potongan

belum disetor)

22.561.361,00

Penerimaan

Kas di Bendahara

Kas di Bendahara
Pengeluaran (Pajak
belum setor)

2.961.549,00

Kas di Bendahara
Pengeluaran

2.961.549,00
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URAIAN SALDO 2019 SILPA URAIAN SELISIH SELISIH
Kas di BLUD 32.050.952.105,53
Kas Lainnya/Kas BOS 1.490.345.267,90
JUMLAH 166.162.191.408,43 166.136.668.498,43 25.522.910,00

Sedangkan saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan Kas menurut
Laporan Arus Kas (LAK) terdapat selisih dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.65

Rincian Kas menurut Neraca dan LAK

Uraian Saldo Neraca 2019 Kas LAK URAIAN SELISIH SELISIH
Kas di Kas Daerah 132.617.932.486,00 Kas yang dibatasi
Kas di Bendahara pRentggurjaannya
Penerimaan (Re ensi

pemeliharaan)

Kas di Bendahara 2.961.549,00 -BUD 3.626.991.494,00
Pengeluaran
Kas di BLUD 32.050.952.105,53 - RSUD Brebes 670.030.922,00
Kas Lainnya/Kas BOS 1.490.345.267,90
JUMLAH 166.162.191.408,43 170.459.213.824,43 4.297.022.416,00

5.3.1.1.2 Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

31 Des 2018
81.187.022.117,38

31 Des 2019
Piutang 91.289.722.632,38
Dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.66
Rincian Piutang

Uraian Piutang Saldo Piutang 2019 Saldo Th 2018
Piutang Pendapatan 88.379.353.684,38 77.726.680.821,38
Piutang Lainnya 2.910.368.948,00 3.460.341.296,00
91.289.722.632,38 81.187.022.117,38

Rincian Piutang Pendapatan disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 5.67

Rincian Piutang Pendapatan

Uraian Piutang Saldo Piutang 2019 Saldo Th 2018
Piutang Pajak 19.850.116.868,50 16.729.882.190,50
Piutang Retribusi 442.393.415,00 401.613.936,00
ﬁ;taak’}feﬁﬁ)ﬁ?pa‘a" Non 21.552.601.504,88 18.260.294.162,88
Piutang BLUD 46.534.151.896,00 42.334.890.532,00
Jumlah 88.379.353.684,38 77.726.680.821,38

Rincian Piutang Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

531121

Tabel 5.68

Rincian Piutang Lainnya

Uraian Piutang Saldo Piutang 2019 Saldo Th 2018
Bagian Lancar TP TGR 461.467.424,00
Piutang Lainnya (ex-Dana
Bergulir/Pokok) 2.910.368.948,00 2.998.873.872,00
Jumlah 2.910.368.948,00 3.460.341.296,00

Piutang Pendapatan
(a) Piutang pajak dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.69
Rincian Piutang Pajak

Uraian Piutang OPD Saldo Th 2018 PenambahanTh | PenguranganTh | o 4 1y, 9919
2019 2019

Piutang Pajak
Piutang BPHTB Kurang BPPKAD 7554.109,00 7.5654.109,00
Bayar
Piutang Pajak Reklame BPPKAD 155.306.200,00 6679450000 |  (60.901.60000) |  161.199.100,00
Piutang Pajak PBB-P2 BPPKAD 16.490.075.778,00 |  6.057.345.174,00 | (2.978.663.586,00) | 19.568.757.366,00
Piutang Pajak ABT BPPKAD 76.946.103,50 64.813756,00 |  (29.153566,00) |  112.606.293,50
JUMLAH 16.720.882.190,50 |  6.188.953.430,00 | (3.068.718.752,00) | 19.850.116.868,50

- Piutang BPHTB merupakan penyerahan dari KPP Pratama

berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-13/WPJ.10/KP.0101/2010.
- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp161.199.100,00, dengan rincian
yang disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5.70
Rincian Piutang Pajak Reklame

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Pajak Reklame
Tahun Pajak 2014 21.625.000,00 - - 21.625.000,00
Tahun Pajak 2015 10.815.600,00 - - 10.815.600,00
Tahun Pajak 2016 15.188.000,00 - - 15.188.000,00
Tahun Pajak 2017 48.860.000,00 - (11.360.000,00) 37.500.000,00
Tahun Pajak 2018 58.817.600,00 - (49.541.600,00) 9.276.000,00
Tahun Pajak 2019 - 66.794.500,00 - 66.794.500,00
JUMLAH 155.306.200,00 66.794.500,00 (60.901.600,00) 161.199.100,00

- Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp19.568.757.366,00 dengan rincian
yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.71
Rincian Piutang Pajak PBB-P2

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN SETORAN SALDO 2019

Tahun Pajak 2010-2013 4.551.220.415 - (16.445.345,00) 4.534.775.070,00

Tahun Pajak 2014-2019 11.938.855.363 6.057.345.174,00 (2.962.218.241,00) 15.033.982.296,00

JUMLAH PIUTANG PBB-

P2 16.490.075.778 6.057.345.174,00 (2.978.663.586,00) 19.568.757.366,00

- Nilai piutang bruto (sebelum penyisihan) sesuai yang tercantum dalam
Berita Acara Serah Terima No. BA-03/WPJ.10/KP.01/2014 yang
telah  disesuaikan  dengan Berita Acara Nomor. BA-
11/WJP.10/KP.01/2015 tentang Pembetulan Berita Acara Serah
Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2
dan Aset Sitaan Nomor BA-03/WPJ.10/KP.01/2014 tanggal 02
Januari 2014, sebesar Rp8.655.136.327,00.

- Sampai dengan tahun 2019 atas saldo piutang tersebut telah diupdate
melalui kegiatan cleansing secara bertahap untuk menyesuaikan data
keuangan sesuai objek pajak dengan data aplikasi SISMIOP. Kegiatan
cleansing tersebut mengakibatkan perubahan catatan piutang
sebagaimana berita acara tersebut, dikurangi dengan setoran-setoran
yang diterima selama tahun 2014 hingga tahun 2019.

- Saldo Piutang PBB Tahun 2010-2013 th 2019 sebesar
Rp4.534.775.070,00. Dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.72
Rincian Piutang PBB Pelimpahan KPP Pratama Tegal

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
PIUTANG PBB-P2 LIMPAHAN
KPP PRATAMA TEGAL
Tahun Pajak 2010 34.077.376,00 - - 34.077.376,00
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URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN | PENGURANGAN SALDO 2019
Tahun Pajak 2011 658.366.314,00 (938.343,00) 657.427.971,00
Tahun Pajak 2012 1.446.471.190,00 (1.115.183,00) 1.445 356.007,00
Tahun Pajak 2013 2.412.305.535,00 (14.391.819,00) 2.397.913.716,00
JUMLAH 4.551.220.415,00 (16.445.345,00) 4.534.775.070,00
- Saldo Piutang PBB Tahun 2014-2019 (penetapan Kabupaten Brebes)
sebesar Rp15.033.982.296,00. Dengan rincian disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 5.73
Rincian Putang PBB Penetapan Kab. Brebes
URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN SETORAN SALDO 2019
PIUTANG PBB-P2 NON
LIMPAHAN KPP
PRATAMA
Tahun Pajak 2014 1.238.088.629,00 (15.708.678,00) 1.222.379.951,00
Tahun Pajak 2015 1.651.125.368,00 (25.141.136,00) 1.625.984.232,00
Tahun Pajak 2016 2.042.440.489,00 (95.740.031,00) 1.946.700.458,00
Tahun Pajak 2017 1.488.210.105,00 (144.060.644,00) 1.344.149.461,00
Tahun Pajak 2018 5.518.990.772,00 (2.681.567.752,00) 2.837.423.020,00
Tahun Pajak 2019 6.057.345.174,00 - 6.057.345.174,00
JUMLAH 11.938.855.363,00 6.057.345.174,00 (2.962.218.241,00) 15.033.982.296,00

Proses cleansing atas perbedaan saldo pajak menurut SISMIOP dan

menurut

pencatatannya

masih

penyusunan laporan keuangan ini.

berlangsung

sampai

dengan

Piutang Pajak ABT tahun 2018 sebesar Rp76.946.103,50. Mutasi
selama tahun 2019 sebesar Rp35.660.190,00 (Rp64.813.756,00 —
Rp29.153.566,00), sehingga saldo 2019 sebesar Rp112.606.293,50
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.74

Rincian Pajak Air Bawah Tanah (ABT)

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Tahun Pajak 2017 16.556.898,50 (7.128.116,00) 9.428.782,50
Tahun Pajak 2018 60.389.205,00 (22.025.450,00) 38.363.755,00
Tahun Pajak 2019 64.813.756,00 64.813.756,00
JUMLAH 76.946.103,50 64.813.756,00 (29.153.566,00) 112.606.293,50
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(b)Piutang Retribusi sebesar Rp442.393.415,00 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.75
Rincian Piutang Retribusi

URAIAN OPD Saldo Th 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Th 2019 Akun Piutang
Th 2019 Th 2019
Piutang Retribusi Izin
RET. IMB DPMPTSP 10.727.974,00 22.763.793,00 (3.825.374,00) 29.666.393,00 Mendirikan
Bangunan

Piutang Retribusi
RET. REKLAME DPMPTSP 8.250.000,00 5.100.000,00 (6.000.000,00) 7.350.000,00 Pemakaian
Kekayaan Daerah

RET. IJIN GANGGUAN Piutang Retribusi Izin

o) DPMPTSP 38.786.450,00 . .| 3878645000 e

RET. lJIN TRAYEK DPMPTSP 300.000,00 450.000,00 (300.000,00) 450.000,00 P'“ta”QTF:;;gE“s' izin
Piutang Retribusi

RET.SEWATEMPATDI | niNBUDPAR | 99.000.000,00 700000000 | (99.000.00000) |  7.000.000,00 | Tempat Rekreasi dan

ow Olah raga

Piutang Retribusi
RET. SEWA TANAH BPPKAD 79.111.512,00 77.364.572,00 (50.689.512,00) | 105.786.572,00 Pemakaian
Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi

RET. MENARA DINKOMINFO 165.438.000,00 185.486.000,00 (97.570.000,00) | 253.354.000,00

JUMLAH 401.613.936,00 298.164.365,00 | (257.384.886,00) | 442.393.415,00

Penjelasan :

a. Piutang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) pada DPMPTSP
merupakan IMB yang telah diterbitkan namun belum diambil dan oleh
pihak yang mengajukan sehingga belum diterima pembayaran
retribusinya.

b. Piutang Retribusi ljin Reklame pada DPMPTSP merupakan ijin
pemasangan reklame yang telah diterbitkan namun belum diambil dan
oleh pihak yang mengajukan sehingga belum diterima pembayaran
retribusinya.

c. Piutang Retribusi ljin Gangguan (HO) pada DPMPTSP merupakan
ljin Gangguan (HO) yang telah diterbitkan namun belum diambil dan
oleh pihak yang mengajukan sehingga belum diterima pembayaran
retribusinya.

d. Piutang Retribusi Sewa Tanah pada BPPKAD merupakan tagihan
kepada penyewa perorangan yang memanfaatkan tanah ex-bengkok
dan tanah persawahan milik Pemkab Brebes namun belum diterima
pembayarannya.

94 /




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

e. Piutang Retribusi Sewa Tempat pada Dinbudpar merupakan sewa
Paguyangansebesar

loos/kios
Rp7.000.000,00.

obyek

wisata

Tirta

(c) Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi
Piutang ini dijelaskan sebagai berikut :
- Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi

Husada

pada PPKD sebesar

Rp17.929.911.428,88
- Piutang Pendapatan Non Pajak/retribusi pada OPD sebesar
Rp3.622.780.076,00
a. Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD
Tabel 5.76
Rincian Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD
Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Th Pengurangan Th Saldo Th 2019 Piutang
2019 2019
Piutang Temuan BPK- | PPKD Piutang Lain-lain
RI' Audit LKPD 2011 236.656.870,88 236.656.870,88 | PAD Yang Sah
dan Audit Belanja Lainnya
2012
Pencatatan ~ Kurang | PPKD - | Piutang Bagi Hasil
Bayar DBH SDA-Pem 392.893.199,00 (392.893.199,00) Bukan Pajak/Sumber
Pusat Th 2018 (PMK Daya Alam
103/PMK.07/2018)
Pencatatan ~ Kurang | PPKD - | Piutang Bagi Hasil
Bayar DBH Pajak-Pem 5.901.219.754,00 (5.901.219.754,00) Pajak
Pusat Th 2018 (PMK
103/PMK.07/2018)
Kurang Salur Bagi | PPKD - | Piutang Transfer
Hasil  Pajak  dari 8.799.210.593,00 (8.799.210.593,00) Bagi Hasil Pajak
Provinsi  (Surat Ka Daerah
BPPD Prov Jateng No.
971.1/03.901 tgl 20
Feb 2019)
Kurang Salur Bagi | PPKD Piutang Transfer
Hasil  Pajak  dari 4.668.430.213,00 4.668.430.213,00 | Pemerintah Daerah
Provinsi sesuai BA Lainnya
Rekonsiliasi No 13/BA-
RKN/KAB-
KOTA/lI2020 tgl 28
Jan 2020
Pencatatan ~ Kurang | PPKD Piutang Bagi Hasil
Bayar DBH SDA Th 870.798.957,00 870.798.957,00 | Bukan Pajak/SDA
2019 PMK
20/PMK.07/2020
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Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Th Pengurangan Th Saldo Th 2019 Piutang
2019 2019

Pencatatan ~ Kurang | PPKD Piutang Bagi Hasil
Bayar DBH Pajak Th 10.938.552.564,00 10.938.552.564,00 | Pajak
2019 PMK
20/PMK.07/2020
Piutang Bagian Laba | PPKD Piutang Bagian Laba
atas PMPD berupa 1.215.472.824,00 1.215.472.824,00 | atas Penyertaan
Deviden BKK Modal pada
Banjarharjo dan Bank Perusahaan Milik
Brebes Daerah/BUMD
JUMLAH 15.329.980.416,88 | 17.693.254.558,00 | (15.093.323.546,00) | 17.929.911.428,88

Penjelasan :

- Piutang sebesar Rp91.730.273,73 merupakan piutang kepada
penyedia jasa kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2011 berupa
kekurangan volume pekerjaan pembangunan Perpustakaan SD
Negeri pada Dinas Pendidikan sebesar Rp88.491.253,73 dan
kekurangan volume pekerjaan konstruksi IAP Ds Pasarbarang
pada DPKP sebesar Rp3.239.020,00.

- Sedangkan Piutang sebesar Rpl144.926.597,15 merupakan
piutang atas Belanja Tahun Anggaran 2012 karena keterlambatan
pekerjaan pengadaan sarana TIK sebesar Rp108.447.880,00 dan
keterlambatan pengadaan buku sebesar Rp978.017,15. Kelebihan
pembayaran pada SET DPRD atas perjalanan dinas sebesar
Rp6.327.700,00 dan kelebihan belanja plakat sebesar
Rp11.950.000,00; keterlambatan pengadaan hibah barang pada
Dinnak & Keswan sebesar Rp17.223.000,00.

- Piutang Kurang Bayar DBH Pajak berdasarkan PMK
103/PMK.07/2018 telah dibayar oleh pemerintah pusat dengan
mutasi yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.77
Rincian Piutang KB DBH Pajak Pusat Menurut PMK 103/PMK.07/2018
No Sisa Saldo
URAIAN Tahun Saldo 2018 Pembayaran 2019 2018 Dasar
DBH PAJAK
1 | DBHPBB

- Dasar Penetapan :
Perkebunan/Bagian PMK
Daerah th 2017 211 .127.072,00 211 .127.072,00 103/PMK.07/2018
Perhutanan/Bagian TENTANG
Daerah th 2017 1.130.482.435,00 1.130.482.435,00 PENETAPAN
Migas/Bagian Daerah th 2017 758.518.628,00 758.518.628,00 KURANG BAYAR
Panas Bumi/Bagian DANLEBIH
Daerah th 2017 - BAYAR DANA
Non Migas Lainnya/Bagian BAGI HASIL
Daerah th 2017 14.775.748,00 14.775.748,00 MENURUT
Sektor Lainnya/Bagian PROV/KAB/KOTA
Daerah th 2017 27.673.876,00 27.673.876,00 PAD/Z*OT1/;HUN

2 | Perkebunan/B. th 2017 9.773.398,00 9.773.398,00
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No Sisa Saldo
URAIAN Tahun Saldo 2018 Pembayaran 2019 2018 Dasar
Pemungutan
Perhutanan/B.
Pemungutan th 2017 43.962.989,00 43.962.989,00
Migas/B. Pemungutan th 2017 25.283.884,00 25.283.884,00
Panas Bumi/B.
Pemungutan th 2017 - -
Non Migas Lainnya/B.
Pemungutan th 2017 492.543,00 492.543,00
Sektor Lainnya/B.
Pemungutan th 2017 922.463,00 922.463,00
s DBH PBB/Bagi Rata 576.399.155,00 576.399.155,00
4 | DBHPPH 21 th 2017 3.095.757.415,00 3.095.757.415,00
5 DBHCHT/Brebes
(pmk.103) th 2017 6.050.148,00 6.050.148,00
JUMLAH KURANG 5.901.219.754,00 5.901.219.754,00
BAYAR DBH PAJAK
- Piutang Kurang Bayar DBH SDA berdasarkan PMK
103/PMK.07/2018 telah dibayar dengan rincian disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 5.78
Rincian Piutang KB DBH SDA Pusat Menurut PMK 103/PMK.07/2018
No Sisa Saldo
URAIAN Tahun Saldo 2018 Pembayaran 2019 2018 Dasar
DBH BUKAN PAJAK/SDA
1 | DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2012 2.148.597,00 2.148.597,00
(pmk.103) -
DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2013 245.528,00 245.528,00
(pmk.103) -
DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2014 9.665.218,00 9.665.218,00
(pmk.103) - Dasar
DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2015 1.625.838,00 1.625.838,00 Penetapan :
dan Reboisasi (pmk.103) - PMK
DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2016 1.966.362,00 1.966.362,00 103/PMK.07/20
(pmk.103) _ | 18TENTANG
DBH SDA Kehutanan/PSDH Th 2017 245.463.033,00 245.463.033,00 PE(TJEIX?\‘PQ N
(pmk-103) * | BAYARDAN
LEBIH BAYAR
_ - DANA BAGI
2 | DBH SDA Mineral Batubara Th 2015 5.962,00 5.962,00 HASIL
(pmk.103) - MENURUT
DBH SDA Mineral Batubara Th 2017 371.325,00 371.325,00 PROV/KAB/KO
(pmk.103) - TA PADA
TAHUN 2018
3 | DBH SDA Perikanan th 2017 99.184.671,00 99.184.671,00
4 | DBH SDA Panas Bumi/luran 32.216.665,00 32.216.665,00
Tetap R
JUMLAH KURANG BAYAR 392.893.199,00 392.893.199,00
DBH SDA -

- Piutang Kurang Bayar DBH Pajak dan DBH Non Pajak/SDA
tahun 2019 dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor.20/PMK.07/2020 dengan rincian yang disajikan dalam
tabel berikut ini :
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Tabel 5.79

Rincian Piutang KB DBH Pajak Pusat Menurut PMK 020/PMK.07/2020 dan 36/PMK.07/2020

No ALOKASI TH Tahun Saldo 2019 Dasar
DBH PAJAK

A DBH PBB : PMK

20/PMK.07/2020

1 Perhutanan/Bagian Daerah th 2018 (pmk 20) 2.932.072.175,00 | dan

PMK.36/PMK.07/2020
Migas/Bagian Daerah th 2018 (pmk 20) 14.925.984,00
Non Migas Lainnya/Bagian Daerah th 2018 (pmk 20) 9.142.150,00
Sektor Lainnya/Bagian Daerah th 2018 (pmk 20) 37.346.498,00

2 Perhutanan/Bagian Pemungutan th 2018 (pmk 20) 114.025.029,00
Migas/Bgian Pemungutan th 2018 (pmk 20) 497.533,00
Non Migas Lainnya/Bagian th 2018 (pmk 20) 304.738,00
Pmungutan
Sektor Lainnya/Bagian Pemungutan | th 2018 (pmk 20) 1.244.884,00

3 DBH PBB/Bagi Rata th 2018 (pmk 20) 585.974.334,00

4 DBHCHT/Brebes (pmk.140) th 2018 (pmk 20) 199.968.194,00

5 DBH PPh 21/PPh 25 th 2018 (pmk 20) 1.619.614.846,00

B DBH PBB :

1 Perkebunan/Bagian Daerah th 2019 (pmk 36) 105.660.421,00
Perhutanan/Bagian Daerah th 2019 (pmk 36) 1.729.578.560,00
Migas/Bagian Daerah th 2019 (pmk 36) 483.495.873,00
Non Migas Lainnya/Bagian Daerah th 2019 (pmk 36) 8.298.906,00
Sektor Lainnya/Bagian Daerah th 2019 (pmk 36) 23.555.748,00

2 Perkebunan/Bagian Pemungutan th 2019 (pmk 36) 4.891.280,00
Perhutanan/Bagian Pemungutan th 2019 (pmk 36) 67.261.296,00
Migas/Bagian Pemungutan th 2019 (pmk 36) 16.116.681,00
Non Migas Lainnya/Bagian th 2019 (pmk 36) 276.650,00

Pemungutan
Sektor Lainnya/Bagian Pemungutan | th 2019 (pmk 36) 785.245,00
3 DBH PBB/Bagi Rata th 2019 (pmk 36) 196.640.935,00
4 DBH PPh 21/PPh 25 th 2019 (pmk 36) 2.786.874.604,00
10.938.552.564,00
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Tabel 5.80
Rincian Piutang KB DBH SDA Pusat Pusat Menurut PMK 20/PMK.07/2020 dan 36/PMK.07/2020

No ALOKASI TH Tahun Saldo 2019 Dasar
DBH BUKAN PAJAKISDA
PMK 20/PMK.07/2020
" | DBH SDA Kehutanan : th 2018 {pmk 20) 228.543.880,00 dan
: PMK.36/PMK.07/2020
DBH SDA Kehutanan : th 2019 (prmk 36) 158.956.420,00
Mineral Batubara/Royalti th 2016 (pmk 20) 1,00
Mineral Batubara/Royalti th 2018 (pmk 20) 2,00
Mineral Batubara/Royalti th 2019 (pmk 36) 448.095,00
2 | DBH SDA Minyak Bumi :
Minyak Bumi (15%) th 2018 (pmk 20) 30.315.903,00
Minyak Bumi (0,5%) th 2018 (pmk 20) 1.010.582,00
Gas Bumi (30%) th 2018 (pmk 20) 236.402.091,00
Gas Bumi (0,5%) th 2018 (pmk 20) 3.940.149,00
Minyak Bumi (15%) th 2019 (pmk 36) 21.151.607,00
Minyak Bumi (0,5%) th 2019 (pmk 36) 705.066,00
Gas Bumi (30%) th 2019 (pmk 36) 14.773.734,00
Gas Bumi (0,5%) th 2019 (pmk 36) 246.235,00
3 | DBH SDA Perikanan :
DBH SDA Perikanan th 2018 (pmk 20) 3.677.289,00
DBH SDA Perikanan th 2019 (pmk 36) 170.627.903,00
870.798.957,00
- Piutang Kurang Bayar DBH Pajak Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan surat Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah Nomor
971.1/03.901 tanggal 20 Februari 2019 perihal Pemberitahuan
Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa tengah
kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp8.799.210.593,00 telah dibayar sehingga bersaldo Rp0,00.
Adapun Piutang Kurang Bayar DBH Pajak Provinsi Jawa
Tengah tahun 2019 dicatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi
No 13/BA-RKN/KAB-KOTA/1/2020 tanggal 28 Januari 2020
dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.81
Rincian Piutang KB DBH Pajak Provinsi
Uraian Saldo Th 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Th 2019
PKB th 2019 3,154,221,155.00 | 2,773922,578.00 | 3,154,221,155.00 2,773,922,578.00
BBNKB th 2019 1,775,363,793.00 | 1,882,399,419.00 | 1,775,363,793.00 1,882,399,419.00
PBBKB th 2019 3,861,750,852.00 4,404,074.00 | 3,861,750,852.00 4,404,074.00
PAP th 2019 7,874,793.00 7,704,142.00 7,874,793.00 7,704,142.00
Jumlah 8,799,210,593.00 | 4,668,430,213.00 | 8,799,210,593.00 4,668,430,213.00
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b. Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada OPD

Tabel 5.82

Rincian Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada OPD

Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Th 2019 Piutang
Th 2019 Th 2019
Denda Pajak PBB-P2 BPPKAD Piutang Denda
Tahun 2014-2019 2.477.862.746,00 897.851.876,20 | (84.195.246,20) | 3.291.519.376,00 | Pajak
Jaminan  Pelaksanaan DPU Piutang Hasil
Pekerjaan Paket 3 th 87.455.250,00 87.455.250,00 | Eksekusiatas
2013 a.n CV Graha Jaminan
Denda  Keterlambatan DPU Piutang Denda atas
Pembangunan Jembatan 43.579.320,00 (43.579.320,00) Keterlambatan
Plompong th 2017 a.n Pelaksanaan
PT. Somba Hasbo Pekerjaan
Jaminan  Pelaksanaan Dinkes Piutang Hasil
Pek. Pengadaan Alat 65.628.580,00 (65.628.580,00) Eksekusi atas
Kesehatan Putus Jaminan
Kontrak PT SARI INTAN
LESTARI
Jaminan  Pelaksanaan Dinkes Piutang Hasil
Pek. Pengadaan 10.582.500,00 (10.582.500,00) Eksekusi atas
Komputer Putus Kontrak Jaminan
cv PERINTIS
NUSANTARA
Bunga/Jasa  Kemitraan DPKP Piutang Hasil dari
Bawang Merah Organik 9.000.000,00 9.000.000,00 | Pengelolaan Dana
Bergulir
Bunga/Jasa  Pinjaman DPKP Piutang Hasil dari
Fasilitasi Agribisnis 6.600.000,00 6.600.000,00 | Pengelolaan Dana
Kentang Bergulir
Bunga pinjaman ex- Dinas Piutang Hasil dari
bergulir keg. Penyediaan Pertanian 3.070.000,00 3.070.000,00 | Pengelolaan Dana
Sarana Produksi KP Bergulir
Pertanian (Sarprodi) Th
2008
BungalJas Pinjaman DINKOP Piutang Hasil dari
Bergulir Koperasi 151.978.950,00 151.978.950,00 | Pengelolaan Dana
Bergulir
Bunga/Jasa  Pinjaman DINPERI- Piutang Hasil dari
Bergulir Modal/Mesin NAKER 74.556.400,00 (1.399.900,00) 73.156.500,00 | Pengelolaan Dana
Bergulir
JUMLAH 2.930.313.746,00 897.851.876,20 | (205.385.546,20) | 3.622.780.076,00
Penjelasan :
- Piutang Denda Pajak PBB sebesar Rp3.291.519.376,00
merupakan piutang kepada wajib pajak atas keterlambatan
pembayaran pajak PBB-P2 tahun pajak 2014 sampai tahun 2019,
dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini
Tabel 5.83
Rincian Mutasi Piutang Denda PBB-P2
Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Th Pengurangan Th Saldo Th 2019
2019 2019
Denda Pajak PBB-P2 Th 2014 BPPKAD 371.427.042,80 - (4.712.603,40) 366.714.439,40
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Uraian

OPD

Saldo Th 2018

Penambahan Th
2019

Pengurangan Th
2019

Saldo Th 2019

Denda Pajak PBB-P2 Th 2015

BPPKAD

495.338.237,00

(7.542.344 10)

487.795.892,90

Denda Pajak PBB-P2 Th 2016

BPPKAD

612.732.824,20

(28.722.062,30)

584.010.761,90

Denda Pajak PBB-P2 Th 2017

BPPKAD

446.463.380,50

(43.218.236,40)

403.245.144,10

Denda Pajak PBB-P2 Th 2018

BPPKAD

551.901.261,50

299.326.778,20

851.228.039,70

Denda Pajak PBB-P2 Th 2019

BPPKAD

598.525.098,00

598.525.098,00

Jumlah

2.477.862.746,00

897.851.876,20

(84.195.246,20)

3.291.519.376,00

Ketentuan pengenaan denda adalah 2% per bulan dari nilai sisa
piutang pajak dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Adapun
tanggal jatuh tempo pajak PBB-P2 tahun 2014-2018 adalah 30
Agustus 2014, 31 Agustus 2015, dan 30 September 2016, 31
Agustus 2017, 31 Agustus 2018 dan 31 Agustus 2019.
Perhitungan denda secara otomatis dihasilkan dari aplikasi.
Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada DPU tahun 2013
sebesar Rp87.455.250,00 merupakan jaminan pelaksanaan
pekerjaan paket 3 (2014) putus kontrak a.n CV Graha dan
sampai dengan tahun 2019 belum ada penerimaan setoran.
Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Jembatan
Plompong th 2017 an PT. Somba Hasbo sebesar
Rp43.579.320,00 telah dikoreksi karena keadaan force majeure
dan telah diputuskontrakan sepihak oleh DPU.

Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar
Rp65.628.580,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan atas
pekerjaan TA 2014 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan a.n PT
SARI INTAN LESTARI dan Pengadaan Komputer a.n CV
PERINTIS NUSANTARA pada Dinas Kesehatan yang putus
kontrak. Piutang ini dikoreksi karena telah kadaluarsa dan tidak
bisa ditagih.

Piutang Bunga/Jasa Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas
Pertanian & KP, Dinas Koperasi dan Dinperinaker merupakan
piutang bunga/jasa ex-dana bergulir yang sebelumnya
merupakan Investasi Non Permanen yang telah dipindahbukukan
ke Piutang karena macet dan telah dihentikan penyalurannya.

c. Piutang BLUD th 2019 sebesar Rp46.534.151.896,00 dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.84
Rincian Piutang BLUD BPJS-SKTM

Uraian

OPD

Saldo Th 2018 Penambahan Th Saldo Th 2019

2019

Pengurangan Th
2019

DINAS KESEHATAN:

Pitang BPJS
Th 2017

UPTD PUSKESMAS
BREBES

3.520.000,00 (3.520.000,00)
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Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Th Pengurangan Th Saldo Th 2019 Piutang
2019 2019

Pitang BPJS 645.175.000,00 (635.080.000,00) 10.095.000,00 | Piutang BLUD

Th 2018

Pitang BPJS 278.700.000,00 278.700.000,00 | Piutang BLUD

Th 2019

Pitang BPJS | UPTD PUSKESMAS 21.852.000,00 (21.852.000,00) Piutang BLUD

Th 2017 TANJUNG

Pitang BPJS 1.140.847.291,00 43.556.000,00 | (1.184.403.291,00) Piutang BLUD

Th 2018

Pitang BPJS 627.993.000,00 627.993.000,00 | Piutang BLUD

Th 2019

Pitang BPJS | UPTD PUSKESMAS 10.800.000,00 10.800.000,00 | Piutang BLUD

Th 2015 BANJARHARJO

Pitang BPJS 4.848.000,00 4.848.000,00 | Piutang BLUD

Th 2016

Pitang BPJS 161.601.500,00 31.766.000,00 (4.800.000,00) 188.567.500,00 | Piutang BLUD

Th 2017

Pitang BPJS 2.541.030.700,00 (2.520.557.700,00) 20.473.000,00 | Piutang BLUD

Th 2018

Pitang BPJS 1.350.992.000,00 1.350.992.000,00 | Piutang BLUD

Th 2019

Pitang BPJS | UPTD PUSKESMAS 110.929.000,00 110.929.000,00 | Piutang BLUD

Th 2017 PAGUYANGAN

Pitang BPJS 611.241.000,00 (478.750.000,00) 132.491.000,00 | Piutang BLUD

Th 2018

Pitang BPJS 356.200.000,00 356.200.000,00 | Piutang BLUD

Th 2019

Pitang BPJS | UPTD PUSKESMAS 844.261.000,00 (844.261.000,00) Piutang BLUD

Th 2018 BUMIAYU

Pitang BPJS 277.113.000,00 277.113.000,00 | Piutang BLUD

Th 2019

Pitang BPJS

+ SKTM

th 2017 RSUD BREBES 194.002.115,00 (194.002.115,00) Piutang BLUD

th 2018 RSUD BREBES 33.526.761.526,00 (33.526.761.526,00) Piutang BLUD
- Eliminasi Piutang 694.898.475,00 (694.898.475,00) Piutang BLUD
SKTM 2018

th 2019 RSUD BREBES 40.002.352.796,00 40.002.352.796,00 | Piutang BLUD
- Eliminasi Piutang 4.332.142.468,00 | (4.332.142.468,00) Piutang BLUD
SKTM 2019

Piutang BLUD

th 2018 RSUD BUMIAYU 2.518.021.400,00 (2.518.021.400,00) Piutang BLUD
- Eliminasi Piutang 25.342.342,00 (25.342.342,00) Piutang BLUD
SKTM 2018

th 2019 RSUD BUMIAYU 3.162.597.600,00 3.162.597.600,00 | Piutang BLUD
- Eliminasi Piutang 123.522.838,00 (123.522.838,00) Piutang BLUD
SKTM 2019

JUMLAH 42.334.890.532,00 | 51.307.176.519,00 | (47.107.915.155,00) | 46.534.151.896,00
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Piutang BLUD per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Piutang BLUD Puskesmas Brebes

a.

Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2017 sebesar
Rp3.520.000,00.

Diterima pembayaran atas piutang tahun 2018 sebesar
Rp635.080.000,00

Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp278.700.000,00

Piutang BLUD Puskesmas Tanjung :

Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2017 sebesar
Rp21.852.000,00

Koreksi tambah saldo tahun 2018 sebesar Rp43.556.000,00
Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2018 sebesar
Rp-1.184.403.291,00

Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp627.993.000,00

Piutang BLUD Puskesmas Banjarharjo :

Koreksi tambah saldo tahun 2017 sebesar Rp31.766.000,00
Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2017 sebesar
Rp4.800.000,00

Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2018 sebesar
Rp2.520.557.700,00

Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp1.350.992.000,00

Piutang BLUD Puskesmas Paguyangan :

Diterima pembayaran atas piutang tahun BPJS 2018 sebesar
Rp478.750.000,00
Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp356.200.000,00

Piutang BLUD Puskesmas Bumiayu :

Diterima pembayaran atas piutang BPJS tahun 2018 sebesar
Rp844.261.000,00
Dicatat piutang BPJS atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp277.113.000,00

Piutang RSUD Brebes:

Diterima pembayaran atas piutang tahun 2017 sebesar
Rp194.002.115,00

Diterima pembayaran atas piutang tahun 2018 sebesar
Rp33.526.761.526,00

Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp40.002.352.796,00;

Dicatat piutang Jamkesda/SKTM th 2019 sebesar
Rp4.332.142.468,00 Piutang tersebut merupakan klaim
kepada Pemkab Brebes dhi. Dinas Kesehatan Kab. Brebes atas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.
Piutang ini telah dieliminasi terhadap Hutang Beban pada
Dinas Kesehatan sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.
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g. Piutang RSUD Bumiayu:
- Diterima pembayaran atas piutang tahun 2018 sebesar

Rp2.518.021.400,00

- Dicatat piutang atas pelayanan tahun 2019 sebesar
Rp3.162.597.600,00

- Dicatat piutang Jamkesda/SKTM th 2019 sebesar

Rp123.522.838,00 Piutang tersebut merupakan klaim kepada
Pemkab Brebes dhi. Dinas Kesehatan Kab. Brebes atas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.Piutang
ini telah dieliminasi terhadap Hutang Beban pada Dinas
Kesehatan sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.2 Piutang Lainnya
Piutang Lain-lain terdiri dari Piutang TP-TGR dan Piutang Ex-Dana Bergulir
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.85
Rincian Piutang TP-TGR
Nama OPD Saldo Th 2018 Penam- Pengurangan Reklasifikasi ke Saldo Th Keterangan
Debitur bahan Th Th 2019 Aset Lainnya 2019
2019 SK Penetapan Jangka
Waktu
Irawati PPKD 10.000.000,00 (10.000.000,00) SK Bupati 2 tahun
Fatmah, 970/474/2010 | (kadaluarsa)
S.Ag
Ibnu Komara PPKD 14.718.000,00 (14.718.000,00) SK Bupati 2 tahun
970/209/2012 | (kadaluarsa)
H. AFS PPKD 80.000.000,00 (80.000.000,00) SK Bupati 2 tahun
Noval 970/736.B/2009 | (kadaluarsa)
Djuwawin
DrsH PPKD 78.000.000,00 (78.000.000,00) SK Bupati 2 tahun
Rosichin 970/209/2012 | (kadaluarsa)
Sugianto, PPKD 49.000.000,00 (500.000,00) (48.500.000,00) SK Bupati 2 tahun
SIP 970/209/2012 | (kadaluarsa)
Bagus PPKD 10.816.000,00 (10.816.000,00) SK Bupati 2 tahun
Wijanarko, 970/736.B/2009 | (kadaluarsa)
SE
Pulung PPKD
Suhanda
Anjar PPKD 85.000.000,00 (85.000.000,00) SK Bupati 2 tahun
Asmoro P, 970/474/2010 | (kadaluarsa)
SE
Bambang Dinpermades 13.700.000,00 (1.500.000,00) (12.200.000,00) SK Bupati 558 2 tahun
Setiawan, Thn 2013 (kadaluarsa)
SP
Bambang Dinas 1.709.000,00 (500.000,00) (1.209.000,00) SK Bupati 558 2 tahun
Priambodo, Pertanian Thn 2013 (kadaluarsa)
SP TPH
Indah Kec. 2.100.000,00 (500.000,00) (1.600.000,00) SK Bupati 2 tahun
Margiasih, Kersana 970/209/2012 | (kadaluarsa)
BA
Sunarto Kec. 4.000.000,00 (4.000.000,00) SK Bupati 1 tahun
Bulakamba 970/657/2018 | (kadaluarsa)
Caspin Dinas 8.900.000,00 (1.000.000,00) (7.900.000,00) SK Bupati 1 tahun
Kesehatan 970/657/2018 | (kadaluarsa)
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Nama OPD Saldo Th 2018 Penam- Pengurangan Reklasifikasi ke Saldo Th Keterangan
Debitur bahan Th Th 2019 Aset Lainnya 2019
aNAN
Suharyanto Kec. 3.524.424,00 (3.524.424,00) SK Bupati 1 tahun
Wanasari - | 970/657/2018 | (kadaluarsa)
Abdul Gofur SET DPRD (100.000.000,00) SK Bupati 1 tahun
100.000.000,00 - | 970/657/2018 | (kadaluarsa)
JUMLAH 461.467.424,00 (8.000.000,00) (453.467.424,00)
Tabel 5.86
Rincian Piutang Ex-Dana Bergulir
Uraian OPD Saldo Th 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Th 2019
Th 2019 Th 2019
Kemitraan Bawang Merah DPKP 124.000.000,00 124.000.000,00
Organik
Perbengkelan Alsintan DPKP - - -
Pinjaman  Modal  Alsintan DPKP 266.653.387,00 - (13.050.000,00) 253.603.387,00
th2002-2007
Pinjaman  Modal  Alsintan DPKP 90.158.415,00 - (18.084.851,00) 72.073.564,00
th2002-2008
Pinjaman Penangkar Benih DPKP - -
Bawang Merah
Pinjaman Fasilitasi Agribisnis DPKP 6.000.000,00 - (6.000.000,00) -
Kentang
JUMLAH | 486.811.802,00 - (37.134.851,00) 449.676.951,00
Pokok  Pinjaman  Bergulir DINKOP 1.414.698.509,00 - (21.590.910,00) | 1.393.107.599,00
Koperasi
Pokok  Pinjaman  Bergulir | DINPERINDAG 851.856.561,00 - (20.688.254,00) 831.168.307,00
Modal/Mesin
Pokok  Pinjaman  Bergulir DINNAK 245.507.000,00 - (9.090.909,00) 236.416.091,00
Kelompok Ternak
JUMLAH Il 2.512.062.070,00 - (51.370.073,00) | 2.460.691.997,00
TOTAL PIUTANG EX-DANA 2.998.873.872,00 - (88.504.924,00) | 2.910.368.948,00
BERGULIR

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
a. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi saldo tahun 2019 merupakan piutang

atas kehilangan aset daerah dan telah ditetapkan pembebanannya melalui
keputusan bupati. Pada tahun 2018 terdapat penetapan ganti rugi atas
kehilangan kendaraan bermotor milik Pemkab Brebes dengan Surat
Keputusan Bupati Brebes Nomor 970/657 Tahun 2018 Tentang Penetapan
pembebanan  Ganti  Rugi Atas Kerugian Daerah  sebesar
Rp117.124.424,00. Selanjutnya selama tahun 2019 terdapat setoran
sebesar Rp8.000.000,00, sehingga saldo 2019 sebesar Rp453.467.424,00.
Pada akhir periode akuntansi saldo tersebut direklasifikasi ke Aset
Lainnya karena seluruh piutang TGR telah kadaluarsa. Saldo per 31
Desember 2019 sebesar Rp0,00.
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b. Pencatatan Bagian Lancar TGR dicatat pada Neraca masing-masing OPD
sesuai dengan tempat kerja yang bersangkutan, kecuali apabila yang
bersangkutan sudah tidak lagi bekerja pada Pemkab Brebes maka dicatat
pada PPKD. Sedangkan penerimaan setoran TGR dicatat pada LRA
rekening PAD Penerimaan Lain-lain pada PPKD.

c. Pokok Pinjaman Bergulir merupakan pinjaman modal atau pinjaman
alat/mesin kepada Kelompok Tani/Petani, Peternak, Badan Usaha
Koperasi maupun Perorangan. Pinjaman tersebut diperoleh dari
reklasifikasi investasi non permanen lainnya ex-dana bergulir pada Dinas
Pertanian KP, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan,
Dinperinaker dan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan yang telah jatuh
tempo tetapi belum terbayar. Sedangkan bunga pinjaman bergulir
dicatat pada Piutang Pendapatan.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang
Penyisihan piutang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

31 Des 2019 31 Des 2018
Penyisihan Piutang 14.394.853.231,94 12.544.838.232,80
Tabel 5.87

Piutang dan Penyisihan Piutang

Nama Rekening NILAI PIUTANG Penyisihan th 2019 Penyisihan th 2018
PENYISIHAN PIUTANG 91.289.722.632,38 14.394.853.231,94 12.544.838.232,79

Rincian penyisihan masing-masing akun piutang tahun 2019 dibagi menjadi :
- Penyisihan Piutang Pendapatan
- Penyisihan Piutang Lainnya

1. Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan dapat disajikan dalam tabel

berikut ini:
Tabel 5.88
Penyisihan Piutang Pendapatan

URAIAN NILAI PIUTANG Penyisihan th 2019 | Penyisihan th 2018
Piutang Pajak 19.850.116.868,50 8.037.452.683,50 6.408.918.359,64
Piutang Retribusi 442.393.415,00 57.918.021,83 36.596.706,93
Piutang Pendapatan Non
Pajak/retribusi 21.552.691.504,88 2.983.616.611,62 2.483.273.021,01
Piutang BLUD 46.534.151.896,00 405.496.966,99 271.551.151,09
Jumlah 88.379.353.684,38 11.484.484.283,93 9.200.339.238,67

2. Penyisihan Piutang Lainnya dijelaskan sesuai tabel sebagai berikut :
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Tabel 5.89

Penyisihan Piutang Lainnya

URAIAN NILAI PIUTANG Penyisihan th 2019 Penyisihan th 2018
Bagian Lancar TP TGR - 345.625.122,12
Piutang Lainnya (ex- 2.910.368.948,00 2.910.368.948,00 2.998.873.872,00
Dana Bergulir/Pokok)
Jumlah 2.910.368.948,00 2.910.368.948,00 3.344.498.994,12
1) Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah
a. Penyisihan Piutang Pajak BPHTB
Tabel 5.90
Penyisihan Pajak BPHTB
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th
Penyisihan 2019 2018
Piutang Pajak
Piutang BPHTB Kurang 7.554.109,00 >5TH 100% 7.554.109,00 7.554.109,00
Bayar
b. Penyisihan Piutang Pajak Reklame
Tabel 5.91
Penyisihan Piutang Pajak Reklame
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th
Penyisihan 2019 2018
Pajak Reklame
Tahun Pajak 2014 21.625.000,00 5TH 100% 21.625.000,00 10.812.500,00
Tahun Pajak 2015 10.815.600,00 4TH 50% 5.407.800,00 5.407.800,00
Tahun Pajak 2016 15.188.000,00 3TH 10% 1.518.800,00 1.518.800,00
Tahun Pajak 2017 37.500.000,00 2TH 10% 3.750.000,00 4.886.000,00
Tahun Pajak 2018 9.276.000,00 1-2TH 10% 927.600,00 294.088,00
Tahun Pajak 2019 66.794.500,00 <1TH 0,5% 333.972,50
JUMLAH 161.199.100,00 33.563.172,50 22.919.188,00
c. Penyisihan Piutang Pajak ABT
Tabel 5.92
Penyisihan Piutang Pajak ABT
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th
Penyisihan 2019 2018
Pajak ABT
Tahun Pajak 9.428.782,50 2th 10% 942.878,25 1.655.689,85
2017
Tahun Pajak 38.363.755,00 1-2 th 10,0% 3.089.785,50 301.946,03
2018
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URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th
Penyisihan 2019 2018
0,5% 37.329,50
Tahun Pajak 64.813.756,00 <1th 0,5% 324.068,78
2019
JUMLAH 112.606.293,50 4.394.062,03 1.957.635,88

d. Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2

Penyisihan Piutang PBB-P2 pelimpahan KPP Pratama, dengan

rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.93

Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 (Pelimpahan KPP Pratama)

URAIAN NILAIPIUTANG | UMUR % Penyisihan th Penyisihan th 2018
Penyisihan 2019
PIUTANG PBB-P2
LIMPAHAN KPP
PRATAMA TEGAL
Tahun Pajak 2010 33139.03300 | 9TH 100% 34.077.376,00 34.077.376,00
Tahun Pajak 2011 657.251.131,00 | 8TH 100% 657.427.971,00 658.366.314,00
Tahun Pajak 2012 143207937100 | 7TH 100% 1,445 356.007,00 1446471.190,00
Tahun Pajak 2013 241230553500 | 6TH 100% 2.397.913.716,00 2.412.305.535,00
JUMLAH 4.534.775.070,00 4.534.775.070,00 4.551.220.415,00
- Penyisihan Piutang PBB-P2 Penetapan Kab. Brebes dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.94
Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 (Penetapan Kab. Brebes)
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th 2018
Penyisihan 2019

PIUTANG PBB-P2
NON LIMPAHAN
KPP PRATAMA
Tahun Pajak 2014 122237995100 | 5TH 100% 1.222.379.951,00 619.044.314,50
Tahun Pajak 2015 162598423200 | 4TH 50% 812.992.116,00 825.562.684,00
Tahun Pajak 2016 194670045800 | 3TH 50% 973.350.229,00 204.244.048 90
Tahun Pajak 2017 134414946100 | 2TH 10% 134.414.946,10 148.821.010,50
Tahun Pajak 2018 283742302000 | 1-2TH 10% 283.742.302,00 27.594.953,86
Tahun Pajak 2019 6.057.345.174,00 0,5% 30.286.725,87
JUMLAH 15.033.982.296,00 3.457.166.269,97 1.825.267.011,76
JUMLAH 19.850.116.868,50 8.037.452.683,50 6.408.918.359,64

2) Penyisihan Piutang Retribusi
Daftar penyisihan piutang retribusi dengan rincian disajikan dalam
tabel berikut ini :
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Tabel 5.95
Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN NILAI PIUTANG Penyisihan th 2019 Penyisihan th 2018
RET. IMB (DPMPTSP) 29.666.393,00 2.164.068,97 1.557.184,37
RET. REKLAME 7.350.000,00 2.275.500,00 2.280.000,00
(DPMPTSP)
RET. JIN GANGGUAN 38.786.450,00 34.699.950,00 29.188.250,00
(HO) (DPMPTSP)
RET. NIN TRAYEK 450.000,00 2.250,00 1.500,00
(DPMPTSP)
RET. SEWA TEMPAT DI 7.000.000,00 35.000,00 495.000,00
OW (Dinbudpar)
RET. SEWA TANAH 105.786.572,00 8.199.022,86 1.575.932,56
(BPPKAD)
RET. MENARA 253.354.000,00 10.542.230,00 1.498.840,00
(Dinkominfotik)
JUMLAH 442.393.415,00 57.918.021,83 36.596.706,93

Penyisihan piutang retribusi per OPD dapat dijelaskan dengan rincian
yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Penyisihan Piutang Retribusi pada DPMPTSP

Tabel 5.96

URAIAN

NILAI PIUTANG

UMUR

% Penyisihan th

Penyisihan 2019

Penyisihan th
2018

Piutang Ret. IMB
2014

1.113.000,00

5TH

100%

1.113.000,00

1.113.000,00

Piutang Ret. IMB
2015

398.100,00

4TH

100%

398.100,00

398.100,00

Piutang Ret. IMB
2018

5.391.500,00

1-2TH

10%

539.150,00

46.084,37

Piutang Ret. IMB
2019

22.763.793,00

<1 TH

0,5%

113.818,97

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2013 (Reklame)

1.800.000,00

6TH

100%

1.800.000,00

1.800.000,00

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2014 (Reklame)

450.000,00

5TH

100%

450.000,00

450.000,00

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2016 (Reklame)

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2017 (Reklame)

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2018 (Reklame)

1-2TH

10%

30.000,00
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URAIAN

NILAI PIUTANG

UMUR

%
Penyisihan

Penyisihan th

2019

Penyisihan th

2018

Piutang Ret.
Pemakaian
Kekayaan Daerah
2019 (Reklame)

5.100.000,00

<1TH

0,50%

25.500,00

Piutang Ret. ljin
Gangguan (HO)
2014

18.970.500,00

5TH

100%

18.970.500,00

18.970.500,00

Piutang Ret. ljin
Gangguan (HO)
2015

7.157.950,00

4TH

100%

7.157.950,00

7.157.950,00

Piutang Ret. ljin
Gangguan (HO)
2016

4.485.000,00

3TH

100%

4.485.000,00

2.242.500,00

Piutang Ret. ljin
Gangguan (HO)
2017

8.173.000,00

2TH

50%

4.086.500,00

817.300,00

Piutang Ret. ljin
Trayek 2018

1-2TH

10%

1.500,00

Piutang Ret. ljin
Trayek 2019

450.000,00

<1 TH

0,50%

2.250,00

JUMLAH

76.252.843,00

39.141.768,97

33.026.934,37

Tabel 5.97

Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata

URAIAN

NILAI PIUTANG

UMUR

%
Penyisihan

Penyisihan th

2019

Penyisihan th

2018

Piutang Retribusi
sewa tempat pada
OW Malahayu a.n
Casta (Piut 2018)

1-2 th

10%

460.000,00

Retribusi PAP.
Tirta Husada a.n
Mupangat (Piut
2018)

1-2 th

10%

35.000,00

Retribusi PAP.
Tirta Husada a.n
Mupangat (Piut
2019)

7.000.000,00

<1th

0,5%

35.000,00

JUMLAH

7.000.000,00

35.000,00

495.000,00

Penyisihan Piutang Retribusi pada BPPKAD

Tabel 5.98

URAIAN

NILAI PIUTANG

UMUR

%
Penyisihan

Penyisihan th
2019

Penyisihan th
2018

Piutang Retribusi
sewa tanah (Piut
2017)

12.425.000,00

2th

50%

6.212.500,00

1.242.500,00

Piutang Retribusi
sewa tanah (Piut
2018)

15.997.000,00

1-2th

10%

1.599.700,00

333.432,56

Piutang Retribusi
sewa tanah (Piut
2019)

77.364.572,00

<1th

0,50%

386.822,86
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URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th Penyisihan th
Penyisihan 2019 2018
JUMLAH 28.422.000,00 8.199.022,86 1.575.932,56
Tabel 5.99
Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinkominfotik
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan Penyisihan th Penyisihan th
2019 2018
Piutang Retribusi 7.070.000,00 2TH 50% 3.535.000,00
Menara (Piut 2017) 707.000,00
Piutang Retribusi 60.798.000,00 12TH 10% 6.079.800,00
Menara (Piut 2018) 791.840,00
Piutang Retribusi 185.486.000,00 <1TH 0,50% 927.430,00
Menara (Piut 2019)
JUMLAH 253.354.000,00 10.542.230,00
1.498.840,00
3) Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi
Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi dengan
rincian disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.100
Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi
URAIAN NILAI PIUTANG Penyisihan th 2019 | Penyisihan th 2018
PPKD 17.929.911.428,88 32512314367 312.123.488 61
OPD 3.622.780.076,00 2.658.493 467,95 2.171.149.532,40
JUMLAH 21.552.691.504,88 2.983.616.611,62 2.483.273.021,01
a. Penyisihan piutang yang dicatat pada PPKD dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.101
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada PPKD
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR | %Penyisihan | Penyisihan th 2019 Pe“‘;igiga“ th
Piutang Temuan BPK-RI
Audit LKPD 2011 dan 236.656.870,88 >3 TH 100% 236.656.870,88 236.656.870,88
Audit Belanja 2012
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Penyisihan th

URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan | Penyisihan th 2019 2018

Pencatatan Kurang Bayar
DBH SDA-Pem Pusat Th
2018 (PMK
103/PMK.07/2018)

- - 1.964.466,00

Pencatatan Kurang Bayar
DBH Pajak-Pem Pusat
Th 2018 (PMK
103/PMK.07/2018)

- - 29.506.098,77

Kurang Salur Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi (Surat
Ka BPPD Prov Jateng - - 43.996.052,96
No. 971.1/03.901 tgl 20
Feb 2019)

Kurang Salur Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi sesuai
BA Rekonsiliasi No
13/BA-RKN/KAB-
KOTA/I/2020 tgl 28 Jan
2020

4.668.430.213,00 0,5% 23.342.151,07

Pencatatan Kurang Bayar
DBH SDA Th 2019 PMK 870.798.957,00 0,5% 4.353.994,79
20/PMK.07/2020

Pencatatan Kurang Bayar
DBH Pajak Th 2019 PMK 10.938.552.564,00 0,5% 54.692.762,82
20/PMK.07/2020

Piutang Bagian Laba atas
PMPD berupa Deviden
BKK Banjarharjo dan
Bank Brebes

1.215.472.824,00 0,5% 6.077.364,12

JUMLAH 17.929.911.428,88 325.123.143,67 312.123.488,61

b. Penyisihan piutang yang dicatat pada OPD dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.102
Penyisihan Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi pada OPD

URAIAN NILAI PIUTANG UMUR | o % | penyisihanth2otg | Penvisitanth
enyisihan 2018
Denda Pajak PBB-P2
e g 329151937600 |  1-5TH 232703076795 | 1.757.919.92040
Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan Paket 3 th 8745525000 |  6TH 100% 8745525000 |  87.455.250,00

2013 a.n CV Graha

Denda Keterlambatan
Pekerjaan Optimalisasi
Jalan Transmisi IKK - - .
Paguyangan a.n Th
2017 CV Eka Jaya
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URAIAN

NILAIPIUTANG

UMUR

%
Penyisihan

Penyisihan th 2019

Penyisihan th
2018

Denda Keterlambatan
Pekerjaan
Pemeliharaan Jalan
Th 2017 a.n CV Gifi
Berkah

Denda Keterlambatan
Pembangunan
Jembatan Plompong
th 2017 a.n PT.
Somba Hasbo

1-2 th

10%

4.357.932,00

Jaminan Pelaksanaan
Pek. Pengadaan Alat
Kesehatan Putus
Kontrak PT SARI
INTAN LESTARI

>3TH

100%

65.628.580,00

Jaminan Pelaksanaan
Pek. Pengadaan
Komputer Putus
Kontrak CV PERINTIS
NUSANTARA

>3TH

100%

10.582.500,00

Kelebihan
pembayaran kepada
pihak ke-3

Bunga/Jasa Kemitraan
Bawang Merah
Organik

9.000.000,00

16 th

100%

9.000.000,00

9.000.000,00

Bunga/Jasa Pinjaman
Fasilitasi Agribisnis
Kentang

6.600.000,00

16 th

100%

6.600.000,00

6.600.000,00

Bunga pinjaman ex-
bergulir keg.
Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian
(Sarprodi) Th 2008

3.070.000,00

>3TH

100%

3.070.000,00

3.070.000,00

Bunga/Jas Pinjaman
Bergulir Koperasi

151.978.950,00

>3TH

100%

151.978.950,00

151.978.950,00

Bunga/Jasa Pinjaman
Bergulir Modal/Mesin

73.156.500,00

>3TH

100%

73.156.500,00

74.556.400,00

JUMLAH

3.622.780.076,00

2.658.493.467,95

2.171.149.532,40

TOTAL PENYISIHAN
PIUTANG
PENDAPATAN NON
PAJAK/RETRIBUSI

21.552.691.504,88

2.983.616.611,62

2.483.273.021,01

Penjelasan Piutang Denda Pajak PBB-P2 dengan rincian
yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.103

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak PBB-P2

URAIAN

NILAI PIUTANG

UMUR

%
Penyisihan

Penyisihan th 2019

Penyisihan th
2018

Denda Pajak PBB-P2
Th 2014

366.714.439,40

5th

100%

366.714.439,40

371.427.042,80

Denda Pajak PBB-P2
Th 2015

487.795.892,90

4 th

100%

487.795.892,90

495.338.237,00
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URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th 2019 Penyisihan th
Penyisihan 2018

Denda Pajak PBB-P2 584.010.761,90 3th 100% 584.010.761,90 612.732.824,20
Th 2016

Denda Pajak PBB-P2 403.245.144,10 2th 100% 403.245.144,10 223.231.690,25
Th2017

Denda Pajak PBB-P2 851.228.039,70 1-2 th 50% 425.614.019,85 55.190.126,15
Th 2018

Denda Pajak PBB-P2 598.525.098,00 <1th 10% 59.852.509,80

Th 2019

Jumlah 3.291.519.376,00 2.327.232.767,95 1.757.919.920,40

4)

Penyisihan Piutang Lain-lain
Penyisihan ini dibagi menjadi Penyisihan Piutang TP-TGR dan
Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir dengan rincian
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.104
Penyisihan Piutang TP-TGR
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan th 2019 Penyisihan th
Penyisihan 2018
Irawati Fatmah, S.Ag 9 th 100% - 10.000.000,00
Ibnu Komara 7th 100% - 14.718.000,00
H. AFS Noval Djuwawin 10 th 100% - 80.000.000,00
Drs H Rosichin 7th 100% - 78.000.000,00
Sugianto, SIP 7th 100% - 49.000.000,00
Bagus Wijanarko, SE 10 th 100% - 10.816.000,00
Pulung Suhanda R R
Anjar Asmoro P, SE 9th 100% - 85.000.000,00
Bambang Setiawan, SP 6th 100% - 13.700.000,00
Bambang Priambodo, SP 6 th 100% - 1.709.000,00
Indah Margiasih, BA 7th 100% - 2.100.000,00
Sunarto - 20.000,00
Caspin 1-2th 10,00% - 44.500,00
Suharyanto 1-2th 10,00% - 17.622,12
Abdul Gofur 1-2th 10,00% - 500.000,00
JUMLAH - 345.625.122,12
Tabel 5.105
Penyisihan Piutang Ex-Dana Bergulir
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan Penyisihan th Penyisihan th 2018
2019
Kemitraan Bawang 124.000.000,00 16 th 100% 124.000.000,00 124.000.000,00
Merah Organik
114

/




Catatan Atas Laporan Keuangan
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URAIAN NILAI PIUTANG UMUR % Penyisihan Penyisihan th Penyisihan th 2018
2019
Perbengkelan Alsintan R
Pinjaman Modal Alsintan 253.603.387,00 12417 th 100% 253.603.387,00 266.653.387,00
th2002-2007
Pinjaman Modal Alsintan 72.073.564,00 11 th 100% 72.073.564,00 90.158.415,00
th2002-2008
Pinjaman Penangkar
Benih Bawang Merah
Pinjaman Fasilitasi 6.000.000,00
Agribisnis Kentang
JUMLAH | 449.676.951,00 449.676.951,00 486.811.802,00
Pokok Pinjaman Bergulir 1.393.107.599,00 11-16 th 100% 1.393.107.599,00 1.414.698.509,00
Koperasi
Pokok Pinjaman Bergulir 831.168.307,00 1317 th 100% 831.168.307,00 851.856.561,00
Modal/Mesin
Pokok Pinjaman Bergulir 236.416.091,00 11-18 th 100% 236.416.091,00 245.507.000,00
Kelompok Ternak
JUMLAH Il 2.460.691.997,00 2.460.691.997 2.512.062.070
JUMLAH I +1I 2.910.368.948,00 2.910.368.948,00 2.998.873.872,00
5) Penyisihan Piutang BLUD
Rincian Penyisihan piutang BLUD disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 5.106
Penyisihan Piutang BLUD BPJS-SKTM
URAIAN NILAI PIUTANG UMUR Penyisihan % Penyisihan th 2019 Penyisihan th
2018
DINAS KESEHATAN :
UPTD PUSKESMAS
BREBES
Pitang BPJS Th 2017 - 1-2TH 10% - -
Pitang BPJS Th 2018 10.095.000,00 1-2TH 10% 1.009.500,00 3.577.875,00
Pitang BPJS Th 2019 278.700.000,00 <1 TH 0,50% 1.393.500,00
Pitang BPJS Th 2017 - 1-2TH 10,00% - 2.185.200,00
Pitang BPJS Th 2018 - 1-2TH 10,00% - 5.704.236,46
Pitang BPJS Th 2019 627.993.000,00 <1TH 0,50% 3.139.965,00
UPTD PUSKESMAS
BANJARHARJO
Pitang BPJS Th 2015 10.800.000,00 >3 TH 100,00% 10.800.000,00 10.800.000,00
Pitang BPJS Th 2016 4.848.000,00 >3 TH 100,00% 4.848.000,00 2.424.000,00
Pitang BPJS Th 2017 188.567.500,00 2-3TH 50,00% 94.283.750,00 16.160.150,00
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URAIAN NILAI PIUTANG UMUR Penyisihan % Penyisihan th 2019 Penyisihan th
2018

Pitang BPJS Th 2018 20.473.000,00 1-2TH 10,00% 1.938.300,00 12.705.153,50
0,50% 75.450,00

Pitang BPJS Th 2019 1.350.992.000,00 <1TH 0,50% 6.754.960,00

UPTD PUSKESMAS

PAGUYANGAN

Pitang BPJS Th 2017 110.929.000,00 2-3TH 50,00% 49.564.500,00 11.092.900,00

Pitang BPJS Th 2018 132.491.000,00 1-2TH 10,00% 12.606.600,00 3.056.205,00

Pitang BPJS Th 2019 356.200.000,00 <1TH 0,50% 1.872.125,00

UPTD PUSKESMAS

BUMIAYU

Pitang BPJS Th 2018 - 1-2TH 10,00% - 4.221.305,00

Pitang BPJS Th 2019 277.113.000,00 <1TH 0,50% 1.385.565,00

RSUD BREBES

th 2017 - 1-2TH 10,00% - 19.400.211,50

th 2018 - 1-2TH 10,00% - 167.633.807,63

th 2019 40.002.352.796,00 <1TH 0,50% 200.011.763,99

RSUD BUMIAYU

th 2018 - <1 TH 0,50% - 12.590.107,00

th 2019 3.162.597.600,00 <1TH 0,50% 15.812.988,00 -

JUMLAH 46.534.151.896,00 405.496.966,99 271.551.151,09

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Pada akhir tahun 2019 terdapat saldo beban dibayar dimuka sebesar
Rp136.024.032,33.

31 Des 2019 31 Des 2018
Beban Dibayar Dimuka 136.024.032,33 159.782.905,33
Tabel 5.107
Beban Dibayar Dimuka
OPD TH. 2019 TH. 2018
Dinas Kominfotik 482.365,67 949.572,00
Dinas Pertanian TPH 5.833.333,33 15.833.333,33
BLUD Banjarharjo 67.375.000,00 101.750.000,00
BLUD Brebes 41.250.000,00 41.250.000,00
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OPD TH. 2019 TH. 2018
BLUD Paguyangan 21.083.333,33 -
Jumlah 136.024.032,33 159.782.905,33

Rincian Beban Dibayar Dimuka (BDDM) disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.108
Rincian Beban Dibayar Dimuka

OPD Uraian Nilai Transaksi | MasaBerlaku | DePansd | Beban Bagian BDDM 2019
2018 2019
Sewa frekuensi . )
Dinkominfotik | radio Singosari TOP 284871600 | Vel %%1189“\””' 1.899.144,00 949.572,00 .
FM Paguyangan
2.894.194,00 | Mar 2019-Feb 2020 2.411.828,33 482.365,67
) Sewa tempat BPP .
Dinas Agustus 2015-Juli
Pertarian %zigggn dan 50.000.000,00 2020 34.166.666,67 10.000.000,00 5.833.333,33
BLUD Sewa Bangunan Okt 2017 s.d Okt
Banjarhajo | Kantor 66.000.000,00 2019 41250.000,00 24.750.000,00 -
Okt 2019 s.d Okt
77.000.000,00 2001 9.625.000,00 67.375.000,00
BLUD Brebes
Sewa Bangunan Des 2018 s.d Des
Kantor 45.000.000,00 2019 3.750.000,00 41:250.000,00 :
Des 2019 s.d Des
45.000.000,00 2000 3.750.000,00 41.250.000,00
BLUD
B Des 2019 5.d D
Paguyangan | oo onguan p300000000 | o omsdpes 1.916.666,67 21.083.333,33
JUMLAH 311.742.910,00 81.065.810,67 94.653.067,00 136.024.032,33
Penjelasan Beban Dibayar di Muka Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Beban Dibayar Dimuka pada Dinkominfotik merupakan Belanja Sewa
Frekuensi Radio Singosari TOP FM Paguyangan untuk 1 tahun.Tahun
2019 telah habis masa berlakunya sehingga bersaldo Rp0,00.
Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.109
Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinkominfotik
NO OPD Nilai Transaksi TAHUN Umur Nilai Beban Jumlah Keterangan
Mei 2018-April
1| Dinkominfotik 284871600 | PERTAHUN | 12 237.393,00 2019
2018 8 1.899.144,00 1.899.144,00 | Beban s.d 2018
2019 4 949.572,00 949.572,00 | Beban 2019
JUMLAH 12 2.848.716,00 2.848.716,00
Mar 2019-Feb
1| Dinkominfotik 289419400 | PERTAHUN | 12 241.182,83 2020
2019 10 2411.828,33 241182833 | Beban 2019
2020 2 482.365,67 482.365,67 | BDDM 2019
JUMLAH 12 2.894.194,00 2.894.194,00
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2. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pertanian KP merupakan sewa
gedung/kantor/tempat BPP Larangan dan Tonjong periode Agustus 2015
s.d Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00. Perhitungannya disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 5.110
Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pertanian KP
Nilai Umur
NO OPD Transaksi TAHUN (bln) Nilai Beban Jumlah Keterangan
Dinas Agustus 2015-Juli
1 | PertanianKP | 50.000.000,00 | PERTAHUN | 60 833.333,33 2020
2015 5 4.166.666,67
2016 12 10.000.000,00
2017 12 10.000.000,00
2018 12 10.000.000,00 34.166.666,67 | Beban s.d 2018
2019 12 10.000.000,00 10.000.000,00 | Beban 2019
2020 7 5.833.333,33 5.833.333,33 | BDDM 2019
JUMLAH 60 50.000.000,00 50.000.000,00
3. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Banjarharjo merupakan
sewa gedung kantor periode Okt 2017 s.d Sept 2019 sebesar
Rp66.000.000,00. Tahun 2019 telah habis masa berlakunya sehingga
bersaldo Rp0,00. Selanjutnya pada tahun 2019 dibayar kembali sewa
bangunan untuk 2 tahun(periode Oktober 2019 s.d September 2021)
sebesar Rp77.000.000,00. Perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.111
Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Banjarharjo
Nilai Umur
NO OPD Transaksi TAHUN (bln) Nilai Beban Jumlah Keterangan
BLUD Okt 2017 s.d Sept
1| Banjarharjo 66.000.000,00 | PER TAHUN 2 2.750.000,00 2019
2017 3 8.250.000,00
2018 12 33.000.000,00 41.250.000,00 | Beban s.d 2018
2019 9 24.750.000,00 24.750.000,00 | Beban 2019
JUMLAH 2 66.000.000,00 66.000.000,00
BLUD Okt 2019 s.d Sept
2 | Banjarharjo 77.000.00000 | PERTAHUN | 24 3.208.333,33 2021
2019 3 9.625.000,00 9.625.000,00 | Beban 2019
2020 12 38.500.000,00
2021 9 28.875.000,00 67.375.000,00 | BDDM 2019
JUMLAH 2 77.000.000,00 77.000.000,00
4. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Brebes merupakan sewa

gedung kantor periode Desember 2018 s.d November 2019 sebesar
Rp45.000.000,00. Pada tahun 2019 sewa tersebut telah habis masa
berlakunya sehingga bersaldo Rp0,00. Selanjutnya tahun 2019 dibayar
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kembali sewa gedung kantor untuk 1 tahun (periode Desember 2019 s.d
November 2020) sebesar Rp45.000.0000,00. Perhitungannya disajikan
dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.112
Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Brebes

Nilai Umur
NO OPD Transaksi TAHUN (bln) Nilai Beban Jumlah Keterangan
Des 2018 s.d Nov
1 BLUD Brebes 45.000.000,00 | PER TAHUN 12 3.750.000,00 2019
2018 1 3.750.000,00 3.750.000,00 | Bebans.d 2018
2019 11 41.250.000,00 41.250.000,00 | Beban 2019
JUMLAH 12 45.000.000,00 45.000.000,00
Des 2019 s.d Nov
2 | BLUD Brebes 45.000.000,00 | PER TAHUN 12 3.750.000,00 2020
2019 1 3.750.000,00 3.750.000,00 | Beban 2019
2020 11 41.250.000,00 41.250.000,00 | BDDM
JUMLAH 12 45.000.000,00 45.000.000,00

5. Beban Dibayar Dimuka pada BLUD Puskesmas Paguyangan merupakan
sewa gedung kantor untuk 1 tahun (periode Desember 2019 s.d November
2020) sebesar Rp23.000.000,00. Perhitungannya disajikan dalam tabel

berikut ini:
Tabel 5.113
Rincian Beban Dibayar Dimuka BLUD Paguyangan
Nilai Umur
NO OPD Transaksi TAHUN (bln) Nilai Beban Jumlah Keterangan
BLUD Des 2019 s.d Nov
1 Paguyangan 23.000.000,00 PER TAHUN 12 1.916.666,67 2020
2019 1 1.916.666,67 1.916.666,67 | Beban 2019
2020 1 21.083.333,33 21.083.333,33 | BDDM 2019
JUMLAH 12 23.000.000,00 23.000.000,00
5.3.1.1.5 Persediaan
31 Des 2019 31 Des 2018
Persediaan 36.906.878.209,50  31.883.296.315,22

Khusus kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan telah
dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan
Peraturan Bupati Nomor 056 Tanggall3 September 2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penjelasan pos ini disajikan
perbandingan antara saldo persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan

119 /



Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang
Milik Daerah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar 36.906.878.209,50 dengan
rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.114
Rekapitulasi Persediaan Menurut Permendagri 108/2016

JUMLAH
URAIAN SALDO AWAL JUMLAH PENAMBAHAN | oo DiLARL SALDO AKHIR

ﬁfg’gfhan Untuk Kegiatan 6.502.060.004,88 10441450040000 | 1034560393328 7.470.965.471,60
Bahan 539.563.859,00 1717626342300 | 17.264571.995 13 451,255 286 87
Natura 321.640.005,29 33.754.331.802,00 | 33.763.565.979,00 312.405.828,29
Obat-Obatan 24.427.621.696,05 104.880.615.940,32 | 100.724539.76363 |  28.583.697.872,74
Persediaan Untuk 92.410.750,00 47.102.295.14000 | 47.106.152.140,00 88.553.750,00
Dijual/Diserahkan

JUMLAH 31.883.296 315,22 307.328.015.70532 | 302.304433811,04 |  36.906.878.209,50

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2019 disajikan dalam lampiran 5.7.
Saldo persediaan sebesar Rp36.906.878.209,50 tidak termasuk di dalamnya
barang kadaluarsa. Adapun barang kadaluarsa yang telah dikeluarkan dari
catatan Persediaan tahun 2019 sebesar Rp323.007.525,00 seluruhnya berupa
obat-obatan pada BLUD dan Dinas Kesehatan sesuai tabel berikut :

Tabel 5.115
Rekapitulasi Barang Persediaan ke Kadaluarsa

OPD/UNIT KERJA JENIS BARANG NOMINAL (Rp)
DINAS KESEHATAN OBAT-OBATAN 283.459.319,00
RSUD BUMAYU OBAT-OBATAN 18.456.945,00
RSUD BREBES OBAT-OBATAN 12.291.177,00
BLUD BUMIAYU OBAT-OBATAN 8.800.084,00
JUMLAH 323.007.525,00

dengan rincian barang pindah kadaluarsa dapat dilihat pada Lampiran 5.8
sampai lampiran 5.11.

Tabel 5.116
Rekapitulasi Persediaan Menurut Permendagri 64/2013

KLASIFIKASI RINCIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
PERSEDIAAN 64 2019 2019
Persediaan Bahan Persediaan Bahan Pakai 4.159.443.306,31 83.075.772.060,00 84.078.064.732,98 3.157.150.633,33
Pakai Habis Habis

Persediaan Bahan/ Persediaan Bahan/ Material 24.817.774.508,37 | 124.321.217.295,52 119.994.966.114,32 29.144.025.689,57
Material

Persediaan Lainnya | Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak 92.410.750,00 | 46.727.995.140,00 46.731.852.140,00 88.553.750,00
Ketiga

Persediaan Lainnya | Cetak dan Penggandaan

2.810.454.850,54 15.011.601.466,00 14.557.325.324,94 3.264.730.991,60
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KLASIFIKASI RINCIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
PERSEDIAAN 64 2019 2019
Persediaan Lainnya | Makanan dan Minuman
3.212.900,00 30.044.497.070,00 30.044.176.470,00 3.533.500,00
Persediaan Lainnya | Pakaian Dinas dan
Atributnya - 1.895.583.750,00 1.895.583.750,00
Persediaan Lainnya | Pakaian Kerja
- 1.375.616.896,00 1.375.616.896,00
Persediaan Lainnya | Pakaian khusus dan hari-
hari tertentu - 4.944.935.144,00 3.696.051.499,00 1.248.883.645,00
Persediaan Lainnya | Barang Untuk Dijual
kepada Masy/Pihak Ke-3 - 374.300.000,00 374.300.000,00
JUMLAH
31.883.296.315,22 | 307.771.518.821,52 302.747.936.927,24 36.906.878.209,50

Sebagaimana tabel 5.121, terdapat perbedaan Klasifikasi antara saldo awal
persediaan 2019 dengan saldo persediaan tahun 2018, namun secara
keseluruhan tidak terdapat selisih nilai persediaan. Perbedaan tersebut
dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.117
Perbedaan Klasifikasi Saldo Awal Persediaan 2019 dengan Saldo Akhir 2018 Menurut
Permendagri 64/2013

KLASIFIKASI PERSEDIAAN 64 RINCIAN SALDO AWAL 2019 SALDO AKHIR 2018 SELISIH
Persediaan Bahan Pakai Habis | Persediaan Bahan Pakai Habis 4.159.443.306,31 4.939.572.758,82 (780.129.452,51)
Persediaan Bahan/ Material Persediaan Bahan/ Material 24.817.774.508,37 24.037.645.055,86 780.129.452,51
Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak
Persediaan Lainnya Ketiga 92.410.750,00 92.410.750,00 -
Persediaan Lainnya Cetak dan Penggandaan 2.810.454.850,54 2.810.454.850,54 -
Persediaan Lainnya Makanan dan Minuman 3.212.900,00 3.212.900,00 -
Persediaan Lainnya Pakaian Dinas dan Atributnya -
Persediaan Lainnya Pakaian Kerja -
Pakaian khusus dan hari-hari
Persediaan Lainnya tertentu -
Barang Untuk Dijual kepada
Persediaan Lainnya Masy/Pihak Ke-3 -
JUMLAH 31.883.296.315,22 31.883.296.315,22 (0,00)
Secara lebih rinci selisih tersebut dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 5.118
Rinian Perbedaan Klasifikasi Saldo Awal Persediaan 2019 dengan Saldo Akhir 2018 Menurut
Permendagri 64/2013
OPD/UNIT URAIAN KLASIFIKASI 64 SALDO AKHIR SALDO AWAL SELISIH
2018 2019
BLUD Persediaan Bahan Pakai
TANJUNG Beban Persediaan Alat Kesehatan Habis 842.738.978,00 - 842.738.978,00
BLUD Persediaan Bahan Pakai
BUMIAYU Beban Persediaan Alat Kesehatan Habis 246.627.848,88 309.237.374,37 (62.609.525,49)
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OPD/UNIT URAIAN KLASIFIKASI 64 SALDO AKHIR SALDO AWAL SELISH
2018 2019
BLUD Beban Persediaan Bahan Obat-
TANJUNG obatan Persediaan Bahan/ Material 1.076.356.390,00 1.919.095.368,00 (842.738.978,00)
BLUD Beban Persediaan Bahan Obat-
BUMIAYU obatan Persediaan Bahan/ Material 1.169.168.506,54 1.169.168.506,54 -
BLUD
BUMIAYU Beban Persediaan Bahan Bangunan | Persediaan Bahan/ Material 62.609.525,49 - 62.609.525,49
JUMLAH 3.397.501.248,91 3.397.501.248,91 -

Penjelasannya sebagai berikut :

- BLUD Tanjung:
Pada Tahun 2018 terdapat salah catat saldo akhir persediaan bahan pakai
habis berupa Alat Kesehatan sebesar Rp.842.738.978,00 yang seharusnya
masuk dalam bahan/material berupa bahan obat-obatan. Pada tahun 2019
jumlah tersebut direklasifikasi dan dicatat sesuai jenis barang yang benar.

- BLUD Bumiayu :
Pada Tahun 2018 terdapat kesalahan catat sebesar Rp.62.609.525,49 pada
bahan bangunan yang seharusnya merupakan bahan pakai habis berupa alat
kesehatan.Pada tahun 2019 saldo Rp.62.609.525,49 tersebut pada saldo
awal dicatat sesuai jenis barang yang benar
Mutasi atas persediaan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.119
Perhitungan Mutasi Persediaan

NO URAIAN (RP)

A SALDO AWAL 31.883.296.315,22
PENAMBAHAN :
KOREKSI (+) SALDO AWAL 2.573.843.746,15
PENGADAAN TH 2019 243 688.835.290,00

REKLAS DARI PEMELIHARAAN TH 2019

REKLAS DARI BELANJA JASA TH 2019 501.108.720.50

REKLAS DARI BELANJA MODAL TH 2019 933.276.350,00

MUTASI MASUK TH 2019 21.490.442.769.77

HIBAH MASUK TH 2019

24.606.393.394,90
HUTANG PERSEDIAAN 13.534.115 434,00
B JUMLAH PENAMBAHAN 307.328.015.705,32
C PENGURANGAN :
KOREKSI (-) SALDO AWAL 467.262.426,63
PEMAKAIAN TH 2019
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NO URAIAN (RP)
215.042.404.226,29

MUTASI KELUAR TH 2019 25.662.041.950,12

HIBAH KELUAR TH 2019 46.926.037.640,00
REKLAS KE ASET TETAP 62.253.900,00
PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK 323.007.525,00
REKLAS KE BEBAN PEMELIHARAAN 4.080.000,00
REKLAS KE BEBAN JASA 126.200.000,00

PEMBAYARAN HUTANG TH LALU 13.691.146.143,00

JUMLAH PENGURANGAN 302.304.433.811,04

D JUMLAH A+B+C (SISA AKHIR) 36.906.878.209.50

Penjelasan mutasi persediaan sebagai berikut :
- Koreksi Tambah Saldo Awal dijelaskan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 5.119a
Koreksi Tambah Persediaan

KODE REK KLASIFIKASI KOREKSI (+)

NAMA UNIT/OPD BEBAN URAIAN REKENING BEBAN PERSEDIAAN SALDO AWAL KETERANGAN
kurang catat
persediaan seragam

DINDIK 912146 | Beban Pakaian Lainnya ﬂaet’ifgmg:ttgrk 1115.683.645,00 | dil inventaris sekolah

9 semula tercatat di aset
tetap
. dobel catat
DINKES 91224 | Beban Persediaan Bahan Obat Obat-Obatan 147554166400 | pengurangan obat
obatan
kadaluarsa 2018
BLUD BREBES 91224 Beban Persediaan Bahan Obat- Obat-Obatan 171.393.468,00 salah catat harga obat
obatan th 2018
BLUD TANJUNG 91224 Beban Persediaan Bahan Obat- Obat-Obatan 239.377.869.00 salah catat harga obat
obatan th 2018

BLUD Beban Persediaan Bahan Obat- salah catat harga obat

BANJARHARJO 91224 obatan Obat-Obatan 283.954.683,33 th 2018

BLUD Beban Persediaan Bahan Obat- salah catat harga obat

PAGUYANGAN 9.1.224 obatan Obat-Obatan 61.101.093,00 th 2018

BLUD Alat/Bahan Untuk salah perhitungan/-

PAGUYANGAN 9.1.2.6.1 Beban Cetak Kegiatan Kantor 171.797.000,00 rumus

BLUD BUMIAYU 91224 Beban Persediaan Bahan Obat- Obat-Obatan 382.994.323,82 salah catat harga obat

obatan th 2018
JUMLAH 2.573.843.746,15

- Koreksi Kurang Saldo Awal dijelaskan sesuai tabel sebagai berikut :
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Tabel 5.119b
Koreksi Kurang Persediaan

KODE REK URAIAN REKENING KLASIFIKASI KOREKSI (-)
NAMA OPD/UNIT BEBAN BEBAN PERSEDIAAN SALDO AWAL KETERANGAN

Beban Persediaan dobel catat transaksi obat
DINKES 91224 Bahan Obat-obatan Obat-Obatan 999.999,63 labkesda

Beban Persediaan salah catat harga obat th
BLUD TANJUNG 91.224 Bahan Obat-obatan Obat-Obatan 13.475.960,00 2018

Beban Persediaan salah catat harga obat th
BLUD BANJARHARJO | 9.1.2.24 Bahan Obat-obatan Obat-Obatan 143.481.476,63 2018

Beban Persediaan salah catat harga obat th
BLUD PAGUYANGAN 91224 Bahan Obat-obatan Obat-Obatan 67.616,00 2018
BLUD BUMIAYU 912112 Beban Persediaan Alat Obat-batan 300.237.374 37 salah catat harga obat th

Kesehatan 2018

JUMLAH 467.262.426,63

- Mutasi Masuk dan Keluar :
Merupakan mutasi antar OPD/Unit Kerja entitas akuntansi yang dijelaskan
pada tabel berikut ini :
Tabel 5.119¢
Mutasi Masuk Persediaan

KLASIFIKASI
NAMA OPD/UNIT PERSEDIAAN MUTASI MASUK TH 2019 KETERANGAN
DINKES Obat-Obatan 50.728.637,34 | MUTASI DARI BALAI PARU
BLUD BREBES Obat-Obatan 4.152.281.278,00 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
BLUD TANJUNG Obat-Obatan 3.711.060.125,00 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
BLUD BANJARHARJO Obat-Obatan 6.660.726.328,63 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
BLUD PAGUYANGAN Obat-Obatan 2.488.053.475,25 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
BLUD BUMIAYU Obat-Obatan 3.014.933.278,55 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
RSUD BREBES Obat-Obatan 1.270.606.812,00 | MUTASI DARI DINKES & DP3KB
RSUD BUMIAYU Obat-Obatan 142.052.835,00 | MUTASI DARI DINKES
JUMLAH 21.490.442.769,77
Tabel 5.119d
Rinci Mutasi Keluar Persediaan
KLASIFIKASI KETERANGAN
NAMA OPD/UNIT PERSEDIAAN MUTASI KELUAR TH 2019
DINKES Obat-obatan 652.576.000,00 | MUTASIKE OPD/UNIT LAIN
MUTASI KE BLUD PUSKESMAS &
DINKES Obat-Obatan 2141424805612 | po 0 BREBESBUMIAYU
MUTASI KE RSUD BREBES & BLUD
DP3KB Obat-Obatan 3.595.217.894.00 | i iskESMAS
JUMLAH 25.662.041.950,12

- Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset Tetap :
Merupakan Belanja barang persediaan yang direklasifikasi ke asset tetap
karena memenuhi syarat kapitalisasi asset tetap, yang dijelaskan pada tabel
berikut :
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Tabel 5.119
Reklasifikasi ke Aset Tetap

KLASIFIKASI REKLAS KE ASET
REKAP PERSEDIAAN PERSEDIAAN D KETERANGAN
Alat GCHB, Stetoskop,
DINKES Obat-Obatan 1.430.000,00 Tensimeter
BLUD BREBES Obat-Obatan 5.720.000,00 | ACON Hb Hemoglobin Starter
Kit Mission
BLUD BANJARHARJO | /aUBahan Uniuk 44.000.000,00 | Back Drop Puskesmas
Kegiatan Kantor Larangan (di resepsionis)
Pompa Air, Mic Wireless,
BLUD BANJARHARJO | /at/Bahan Untuk 10.403.900,00 | Tangga Alumunium, Exhaust
Kegiatan Kantor
Fan, Vacum Cleaner
BLUD PAGUYANGAN Alat/Bahan Untuk 700.000,00 | Tangga Alumunium
Kegiatan Kantor
JUMLAH 62.253.900,00

- Reklasifikasi dari Asset Tetap ke Persediaan, rincian disajikan sesuai tabel

berikut :
Tabel 5.119f
Reklasifikasi Dari Aset Tetap
NAMA OPD/UNIT KLASIFIKASI PERSEDIAAN NOMINAL KETERANGAN
DINKES Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 22.580.400,00 | Alat Tulis Kantor
DINKES Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 180.000,00 | Meterai
Alat Laboratorium Habis Pakai
DINKES Obat-obatan 654.436.500,00 | (bahan test/uji), isi 02, masker,
reagen dll
DINKES Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 8.555.000,00 | Alat Dapur Habis Pakai
DINKES Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 2.000.000,00 | Fotocopy
DINKES Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 270.000,00 | Jilid Dokumen
RSUD BUMIAYU Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1.630.000,00 | Reffil Toner, Ribbon Printer
RSUD BUMIAYU Obat-obatan 525.000,00 | Urinal habis pakai
DPU Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 201.477.000,00 $§r:‘jffr’]:agar Kantor Polsek
DLHPS Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 7.398.000,00 | baterai, neckstrap, memory card
DLHPS Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1.900.000,00 | alat uji laboratorium habis pakai
DLHPS Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1.835.000,00 | alat uji laboratorium habis pakai
DINHUB Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 21.735.450,00 | Alat Tulis Kantor
SETWAN Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 6.500.000,00 | Alat Dapur Habis Pakai
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NAMA OPD/UNIT KLASIFIKASI PERSEDIAAN NOMINAL KETERANGAN
KEC. BANTARKAWUNG Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 2.254.000,00 | Alat Dapur Habis Pakai
JUMLAH 933.276.350,00

- Reklasifikasi ke Kadaluarsa sebesar Rp323.007.525,00 telah dijelaskan pada
tabel 5.115

- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp4.080.000,00 merupakan upah
tukang atas pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Losari.

- Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp126.200.000,00 berupa honor
pengadaan DPU sebesar Rp26.200.000,00, reklasifikasi Beban Barang
Diserahkan Kepada Pihak ke-3 ke Belanja jasa kegiatan secretariat kantor
kunci bersama SETDA Rp100.000.000,00.

- Hibah masuk dan keluar persediaan dijelaskan sesuai tabel berikut :

Tabel 5.119g
Hibah Masuk Persediaan
NAMA OPD/UNIT .l(ELﬁAsSEIE:fC\ﬂ NOMINAL KETERANGAN
DINKES Obat-Obatan 19.939.376.774,00 | Obat dan Vaksin dari Kemenkes
BLUD BUMIAYU Obat-Obatan 215.533.961,90 | Obat dari Kemenkes
RSUD BREBES Obat-Obatan 34.595.504,00 'I;eet;';e‘fj'l’;"l;::t retur dari
DP3KB Obat-Obatan 4.416.887.155,00 | Alat Kontrasepsi dari Prov Jateng
JUMLAH 24.606.393.394,90
Tabel 5.119h
Hibah Keluar Persediaan
NAMA OPD/UNIT KLASIFIKASI PERSEDIAAN NOMINAL
DINDIK Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 9.965.324.000,00
BLUD TANJUNG Bahan Baku Bangunan 114.640.000,00
BLUD BANJARHARJO Bahan Baku Bangunan 158.545.500,00
BLUD PAGUYANGAN Bahan Baku Bangunan 21.000.000,00
DPU Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 15.459.179.197,00
DINPERWASKIM Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 1.004.746.000,00
DINSOS Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 127.869.500,00
DP3KB Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 112.167.000,00
DINKAN Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 11.903.914.000,00
DPKP Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 8.038.688.443,00
DPKH Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 19.964.000,00
JUMLAH 46.926.037.640,00
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- Hutang tahun 2018 sebesar

Rp13.691.146.143,00 telah dibayar dan

pencatatan hutang tahun 2019 sebesar Rp13.534.115.434,00 dengan rincian
disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.119i

Pencatatan Hutang Persediaan 2019

Uraian Nominal OPD/UNIT
PERSEDIAAN BANK DARAH 742.025.000,00 | RSUD BREBES
PENGADAAN BARANG CETAK 5.000.000,00 | BLUD PAGUYANGAN
PENGADAAN BHP ALKES 8.049.860.352,00 | RSUD BREBES
PENGADAAN MAKAN MINUM BLUD BUMIAYU, RSUD
PASIEN 67.408.978,00 | BUMIAYU

RSUD BREBES, RSUD
PENGADAAN OBAT 4.652.859.104,00 | BUMIAYU
PENGADAAN OKSIGEN 16.962.000,00 | RSUD BUMIAYU
JUMLAH 13.534.115.434,00

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Persediaan per OPD selama tahun
2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.120

Perhitungan Mutasi Persediaan per OPD

URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN TH 2019 PENGURANGAN SALDO AKHIR
DINDIK 394.652.580,00 77.953.592.295,00 76.977.936.032,00 1.370.308.843,00
DINKES 7.168.183.739,61 40.108.811.992,84 35.752.967.944,46 11.524.027.787,99
BLUD BREBES 1.348.894.934,00 7.309.840.677,00 6.821.719.799,00 1.837.015.812,00
BLUD TANJUNG 2.114.290.213,00 7.144.493.288,00 7.381.981.302,00 1.876.802.199,00
BLUD BANJARHARJO 2.628.163.011,02 12.738.549.497,96 11.787.913.791,11 3.578.798.717,87
BLUD PAGUYANGAN 1.248.964.394,00 4.497.741.546,25 3.967.139.022,18 1.779.566.918,07
BLUD BUMIAYU 1.658.166.745,91 5.588.408.114,27 5.564.301.603,62 1.682.273.256,56
RSUD BREBES 5.832.974.238,14 47.652.144.285,00 49.494.730.098,25 3.990.388.424,89
RSUD BUMIAYU 3.079.301.168,02 11.524.566.879,00 11.999.873.055,50 2.603.994.991,52
DPU 387.164.129,00 21.898.927.247,00 22.272.289.076,00 13.802.300,00
DPSDAPR 796.215,00 1.532.356.153,00 1.532.486.868,00 665.500,00
DINPERWASKIM 4.510.400,00 1.486.837.995,00 1.491.210.395,00 138.000,00
SATPOL PP 3.791.040,00 1.470.980.149,00 1.472.563.189,00 2.208.000,00
KESBANGPOL 3.481.480,00 306.707.200,00 307.330.090,00 2.858.590,00
BNK 86.783.000,00 349.052.950,00 302.648.650,00 133.187.300,00
BPBD 167.581.050,00 376.240.731,00 464.624.881,00 79.196.900,00
DINSOS 99.322.850,00 879.038.600,00 876.869.350,00 101.492.100,00
DP3KB 1.384.281.688,52 6.481.609.567,00 5.660.640.305,52 2.205.250.950,00
DLHPS 6.209.800,00 4.215.645.491,00 4.220.681.891,00 1.173.400,00
DINDUKCAPIL 2.960.030.904,00 3.436.955.706,00 3.502.976.414,00 2.894.010.196,00
DINPERMADES 1.542.000,00 895.624.250,00 893.257.850,00 3.908.400,00
DINHUB 534.881.041,00 1.007.235.812,00 923.870.708,00 618.246.145,00
DINKOMINFOTIK 6.872.300,00 332.333.000,00 337.166.800,00 2.038.500,00
DINKOPUMDAG 104.075.185,00 1.085.367.750,00 1.082.760.382,40 106.682.552,60
DPMPTSP 4.380.500,00 639.782.850,00 641.292.350,00 2.871.000,00
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN TH 2019 PENGURANGAN SALDO AKHIR
DINBUDPAR 60.017.000,00 1.006.114.961,00 1.007.301.461,00 58.830.500,00
DINARPUS 1.255.000,00 505.291.900,00 505.302.900,00 1.244.000,00
DINKAN 8.235.732,00 13.262.582.450,00 13.254.130.182,00 16.688.000,00
DPKP 216.876.500,00 9.712.891.273,00 9.676.767.773,00 253.000.000,00
DPKH 4.900.000,00 964.552.500,00 959.300.125,00 10.152.375,00
DINPERINAKER 37.293.450,00 544.133.400,00 557.566.350,00 23.860.500,00
SETDA 144.066.000,00 6.704.118.747,00 6.848.105.747,00 79.000,00
SETWAN 53.919.302,00 3.792.091.030,00 3.823.527.982,00 22.482.350,00
KEC. BREBES 765.250,00 636.862.900,00 637.628.150,00 -
KEC. JATIBARANG 104.000,00 173.828.000,00 173.797.000,00 135.000,00
KEC. WANASARI 3.044.500,00 197.226.900,00 197.896.900,00 2.374.500,00
KEC. SONGGOM 114.000,00 185.621.700,00 185.547.700,00 188.000,00
KEC. BULAKAMBA 3.615.200,00 121.868.000,00 122.278.200,00 3.205.000,00
KEC. TANJUNG 904.375,00 155.603.600,00 156.128.875,00 379.100,00
KEC. LOSARI 1.804.000,00 191.430.000,00 193.064.000,00 170.000,00
KEC. KERSANA 345.000,00 159.468.000,00 159.578.000,00 235.000,00
EE%—\NGGUNGAN 1.045.000,00 220.466.500,00 220.299.000,00 1.212.500,00
KEC. BANJARHARJO 159.567.000,00 159.557.000,00 -
KEC. LARANGAN 237.500,00 231.065.500,00 231.048.000,00 255.000,00
KEC. TONJONG 655.000,00 146.272.000,00 145.127.000,00 1.800.000,00
KEC. BUMIAYU 409.000,00 120.834.500,00 120.624.000,00 619.500,00
KEC. PAGUYANGAN 300.500,00 168.956.250,00 168.848.250,00 408.500,00
KEC. SIRAMPOG 3.784.300,00 155.720.400,00 152.257.400,00 7.247.300,00
giﬁ:FARKAWUNG 250.000,00 163.327.919,00 163.337.919,00 240.000,00
KEC. SALEM 5.531.500,00 127.209.850,00 129.849.150,00 2.892.200,00
INSPEKTORAT 11.090.200,00 283.743.150,00 290.892.150,00 3.941.200,00
BAPERLITBANGDA 2.780.900,00 1.186.389.800,00 1.185.522.400,00 3.648.300,00
BPPKAD 77.472.500,00 3.285.999.250,00 3.305.724.150,00 57.747.600,00
BKPSDMD 13.186.000,00 1.851.944.199,00 1.842.194.199,00 22.936.000,00
JUMLAH 31.883.296.315,22 307.328.015.705,32 302.304.433.811,04 36.906.878.209,50

5.3.1.2

Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang tahun 2019 terdiri dari Investasi Non Permanen dan
Investasi Permanen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.121

Rincian Investasi Jangka Panjang

URAIAN

TH. 2019

TH. 2018

a) Investasi Non Permanen

b) Investasi Permanen

137.025.751.152,38

121.535.170.052,74

Jumlah

137.025.751.152,38

121.535.170.052,74

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
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5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang permanen sebesar Rp.137.025.751.152,38 merupakan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah.
Metode perhitungan yang digunakan adalah metode ekuitas dan metode biaya
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

31 Des 2019 31 Des 2018

Investasi Jangka Panjang 137.025.751.152,38 121.535.170.052,75

Permanen

Tabel 5.122
Rincian Investasi Permanen

o o . Kepemilikan

Perusahaan Daerah Nilai PMPD Nilai Ekuitas Daerah (%) Saldo PMPD Metode
PMPD PADA LEMBAGA
KEUANGAN - BANK :
BPD JATENG 38.602.000.000,00 <20% 38.602.000.000,00 | BIAYA
BKK JATENG (EX BKK
BREBES) 12.070.000.000,00 <20% 12.070.000.000,00 | BIAYA
PD. BPR BKK
BANJARHARJO 5.320.000.000,00 20.930.314.595,00 40,89% 8.558.745.091,88 | EKUITAS
PD. BPR PUSPA
KENCANA/BANK BREBES 10.000.000.000,00 13.935.839.482,00 100% 13.935.839.482,00 | EKUITAS
PMPD PADA PERUSAHAAN
DAERAH :
PDAM TIRTA BARIBIS 46.774.393.640,00 61.635.078.902,00 100% 61.635.078.902,00 | EKUITAS
PERUSDA PERBENGKELAN 900.000.000,00 124.931.728,50 100% 124.931.728,50 | EKUITAS
PERUSDA PERCETAKAN 1.685.000.000,00 1.502.186.554,00 100% 1.502.186.554,00 | EKUITAS
PERUSDA FARMASI DAN
SARANA KESEHATAN 950.000.000,00 351.969.394,00 100% 351.969.394,00 | EKUITAS
PRPP JAWA TENGAH -
SEMARANG 245.000.000,00 <20% 245.000.000,00 | BIAYA
JUMLAH 116.546.393.640,00 98.480.320.655,50 137.025.751.152,38

- Pada tahun 2019 terdapat penambahan penyertaan modal sesuai

pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

NAMA BUMD (Rp)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Baribis 3.000.000.000,00
PD. BPR Puspakencana 1.000.000.000,00
BKK JATENG/PD. BKK Brebes 500.000.000,00
PD. BPR BKK Banjarharjo 500.000.000,00
PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Brebes 5.000.000.000,00
Perusda Percetakan Puspa Grafika 500.000.000,00

10.500.000.000,00

- Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BKK
Banjarharjo dan PD BPR Puspa Kencana/Bank Brebes serta Perusda
non perbankan dicatat dengan metode ekuitas. Penyertaan Modal
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Bank Jateng, BKK Brebes dan PRPP Jawa Tengah dimana
kepemilikan Pemkab Brebes atas saham pada persahaan tersebut
kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya.

- Saldo PMPD th 2018 sebesar Rp121.535.170.052,75. Penambahan
selama  tahun 2019 sesuai  realisasi anggaran  sebesar
Rp10.500.000.000,00. Selisih PMPD hasil perhitungan ekuitas sebesar
Rp4.745.581.099,63. Adapun selisih tersebut dicatat sebagai
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- Pada tahun 2019 dilakukan pencatatan kepemilikan modal Pemkab
Brebes pada PRPP Jawa Tengah sebesar Rp245.000.000,00 sesuai
Recepis Saham tanggal 7 Maret 1995 karena baru diperoleh informasi
tentang PMPD tersebut. Nilai PMPD tahun 2019 dihitung sebagai

berikut :
Uraian (Rp)

- PMPD th 2018 121,535,170,052.75
- Pengeluaran Pembiayaan untuk PMPD th 2019 10,500,000,000.00
- Koreksi tambah pencatatan PMPD pada PRPP

Jateng 245,000,000.00
- Koreksi tambah hasil laba/rugi BUMD akibat

perhitungan metode ekuitas 4.745.581.099,63

PMPD th 2019 137.025.751.152,38

- Sejak awal tahun 2012 Perusda Perbengkelan sudah tidak beroperasi
karena mengalami kerugian, namun Pemkab Brebes belum menetapkan
statusnya. Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan
per 31 Desember 2014 (audited).

- Laporan Keuangan (Audited) Kantor Akuntan Publik menyatakan
bahwa Perusda Farmasi dan Kesehatan serta Perusda Percetakan
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan
pengcualian pada belum diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 tentang
“Imbalan Kerja” dengan nilai masing-masing sekurang-kurangnya
sebesar Rp76.635.812,00 dan Rp482.350.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Des 2019 31 Des 2018
3.597.704.587.146,60 2.793.295.645.271,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Nilai tersebut diatas adalah nilai per 31 Desember 2019 dan
2018.

Pada tahun 2019 penatausahaan aset tetap telah mendasari pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang
Milik Daerah yang selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 108
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun

130 /



Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes. Berdasarkan
Peraturan Bupati tersebut, maka saldo awal (Saldo audited 2018) jika
menggunakan mapping sesuai dengan permendagri 108 Tahun 2016 akan
menjadi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.123
Mapping Saldo Awal Aset Tetap Sesuai dengan Permendagri 108 Th 2016/Perbup 108 Th 2019

URAIAN SALDO AWAL MUTASI ANTAR (KIB) SALDO AWAL
PERMENDAGRI64 [ i5 A KBB KB G KB D KB E PERMENDAGRI 108
TANAH 282.903.813.984,00 - - 282.903.813.984,00
PERALATAN
DAN MESIN 618.074.508.669,00 12.114.330.689,00 - 630.188.839.358,00
GEDUNG &
BANGUNAN 1.144.818.713.804,00 - | (7.117.991.639,00) 1.137.700.722.165,00
JALAN,
IRIGASI & 2.107.217.529.102,00 - - 147.475.000,00 2.107.365.004.102,00
JARINGAN
ASET TETAP
LAINNYA 156.349.781.539,00 - - (5.143.814.050,00) 151.205.967.489,00
KDP 10.810.621.000,00 - - 10.810.621.000,00
AKUMULASI
PENYUSUTAN (1.526.879.322.827,00) (1.526.879.322.827,00)
JUMLAH 2.793.295.645.271,00 12.114.330.689,00 | (7.117.991.639,00) 147.475.000,00 | (5.143.814.050,00) 2.793.295.645.271,00
Rincian mapping saldo awal asset tetap sesuai dengan Permendagri 108 Th 2016
per OPD disajikan sesuai lampiran 5.12
Selanjutnya penjelasan aset tetap ini disajikan dengan saldo awal sesuai
Pemendagri 64 Tahun 2013/Permendagri 17 Tahun 2007.
Mutasi aset tetap per kelompok barang tersaji dengan rincian dalam tabel berikut
ini:
Tabel 5.124
Rincian Aset Tetap
JENIS BARANG SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 64 PERUBAHAN 108 SALDO AKHIR 108
TANAH 262.903.813.984,00 95.564.063.032,00 39.734.297.750,00 338.733.579.266,00 338.733.579.266,00
PERLATAN
DAN MESIN 618.074.508.669,00 166.583.669.472,00 60.545.104.48373 715.113.073657,27 |  (9.312.060.084,00) 724.425133.741,27
GEDUNG DAN
BANGUNAN 1.144.818.713.804,00 430465.013.885,00 61.225.299.687,00 |  1.514.058.428.002,00 8.808.682176,00 |  1.505.249.745.826,00
JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN 2107.217.529.102,00 403.655.884.883,00 196.644.822.179.00 |  2.314.228.591.806,00 (184.987.737,00) |  2.314.413579.543,00
ASET TETAP
LAINNYA 156.349.781.539,00 64.484.950.714,29 29.527.637.478,95 191.307.004.774,34 688.365.645,00 190.618.729.129,34
KONSTRUKS!
DALAM 10.810.621.000,00 977.058.000,00
D AN 2.046.926.000,00 9.740.753.000,00 9.740.753.000,00
AKUMULASI
PENYUSUTAN (1526879.322827.00) | 550 398244.68800) |  (201.730.634.15599) | (1485.476.933.350,01) (1.485.476.933.359,01)
TOTAL 2793.295.645.271,00 911.402395:298.29 | 406 993 453.422,69 3507.704.587.146,60 000 |  3507.704587.146,60
131




Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2016 berikut ini perhitungan saldo akhir Aset Tetap menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan kondisi saldo awal
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah.

5.3.1.3.1 Tanah

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15, dalam hal
tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 menyatakan bahwa
belum seluruhnya tanah jalan, tanah sekolah maupun tanah puskesmas tercatat
dalam neraca.

31 Des 2019 31 Des 2018
338.733.579.266,00 282.903.813.984,00

Tanah sebesar Rp338.733.579.266,00 dan Rp282.903.813.984,00 merupakan
nilai tanah per 31 Desember 2019 dan 2018. Terdapat kenaikan saldo aset tetap
tanah sebesar Rp55.829.765.282,00 yang disebabkan penambahan dan
pengurangan pada TA 2019, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.125
Mutasi Aset TetapTanah

URAIAN

SALDO AWAL

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO AKHIR

Tanah

Jumlah

282.903.813.984,00

95.564.063.032,00

39.734.297.750,00

338.733.579.266,00

Belanja Modal 2019

Koreksi Saldo Awal

45.036.400,00

45.036.400

Koreksi Penyesuaian Kode Barang Dindik

Koreksi Tambah/Kurang

17.611.935.937,00

2.238.615.750

Reklas dari’ke Persediaan

Reklas dari Belanja Pegawai

Reklas dari Barang Jasa

Reklas dari/ke Pemeliharaan

Reklas dari Brg Yg Diserahkan Kpd Pihak Ke-3

Hibah Masuk Pusat

Hibah Masuk Provinsi

Hibah Masuk Pihak Ketiga

Hibah Keluar

Mutasi Masuk/Keluar

37.262.210.100,00

37.262.210.100

Hutang 2019
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

Reklas dari’ke Aset Lainnya

Reklas dari Kdp

Barang Berlebih 40.644.880.595

Reklas Ke Extracom

Reklas Ke Perjalanan Dinas

Reklas Dari Kdp Ke At

Reklas ke Aset Lain Tidak Ditemukan

Reklaske A. Lain Rusak Berat

Penghapusan Brg B/Rr - 188.435.500

Reklas Ke Aset Tidak Berwujud

Penambahan tanah sebesar Rp95.564.063.032,00 selama tahun 2019 berasal
dari:

a. Koreksi saldo awal Aset tetap sebesar Rp45.036.400,00 pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora).

b. Koreksi Tambah sebesar Rp17.611.935.937,00 merupakan :

- Penilaian aset tanah pada BLUD Banjarharjo sebesar Rp40.065.000,00,
BLUD Brebes Rp124.081.400,00, BLUD Bumiayu Rp136.606.000,00,
BLUD Paguyangan Rp5.930.000,00, BLUD Tanjung Rp113.855.620,00,
Dinas Kesehatan Rp315.291.500,00, Dinas Perindustrian dan tenaga
Kerja  (Perinaker) Rp198.069.300,00, Kecamatan Paguyangan
Rp407.645.000,00, Kecamatan Tanjung Rp1.953.667.500,00, Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes Rp2.414.997.500,00, Kecamatan
Brebes Rp2.024.019.235,00, Kecamatan Salem Rp2.630.000,00, sisanya
sebesar Rp9.181.462.132,00 pada Dindikpora.

- Koreksi saldo awal Aset tetap (kapitalisasi sertifikat tanah) sebesar
Rp25.000.000,00 merupakan reklas dari belanja jasa yang telah diatribusi
pada aset tanah pada Dindikpora.

- Sedangkan koreksi saldo awal Dinas Pekerjaan Umum (DPU) merupakan
reklasifikasi dari tanah jalan nasional ke tanah jalan kabupaten sebesar
Rp668.615.750,00.

c. Mutasi masuk tanah sebesar Rp37.262.210.100,00 terdiri dari mutasi
masuk tanah dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sampah (DLHPS) sebesar Rp299.192.350,00. Mutasi masuk
tanah dari Dinas Kesehatan ke BLUD Paguyangan sebesar
Rp1.700.000,00. Mutasi masuk tanah eks KPU dari Sekretariat Daerah
ke Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Dinkominfotik) sebesar
Rp20.000.000,00. Mutasi tanah dari Sekretariat Daerah ke PPKD berupa
tanah eks bengkok guru sebesar Rp32.823.000.000,00. Mutasi tanah
jalan khusus/komplek dari DPU Ke Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Dinperwaskim) sebesar Rp4.118.317.750,00.
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d. Barang berlebih berupa tanah senilai Rp40.644.880.595,00 terdiri dari
penilaian tanah pada BLUD Tanjung sebesar Rp72.740.000,00. Hasil
inventarisasi pada DPU berupa tanah berupa jalan poros sebesar
RP31.176.430.545,00, tanah jalan lingkungan sebesar Rp4.118.317.750,00
yang dimutasikan ke Dinperwaskim, tanah drainase sebesar
Rp2.911.250.000,00. Tanah berlebih Dindikpora sebesar
Rp2.200.117.300,00.

Pengurangan saldo aset tetap tanah sebesar Rp39.734.297.750,00, berasal dari :

Koreksi saldo awal sebesar Rp45.036.400,00 pada Dindikpora.
b. Koreksi kurang sebesar Rp2.238.615.750,00 terdiri dari :

- Koreksi kurang karena salah catat tanah PRPP Semarang sebesar
Rp1.250.000.000,00 yang sebelumnya tercatat pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata (Dinbudpar).

- Koreksi kurang karena dobel catat Tanah Pasar PKL Kalierang sebesar
Rp300.000.000,00 dikoreksi dari pencatatan sesuai dengan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 028/4188 tanggal 11 Desember
2019 tentang Penetapan Koreksi Pencatatan BMD pada Buku Inventaris
dan tanah PRPP Semarang.

- Tanah sebesar Rp20.000.000,00 dikoreksi pada KIB A Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan (DPKP) atas tanah UPP Karangsembung-
Jatibarang, UPP Sirampog, UPP Pandansari-Paguyangan, UPP Sitanggal-
Larangan dobel catat pada KIB A Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.

- Koreksi kurang reklasifikasi Tanah Jalan Nasional ke Tanah Jalan
Kabupaten pada DPU sebesar Rp668.615.750,00.

c. Mutasi keluar aset tetap antar OPD sebesar Rp37.262.210.100,00 sama
seperti penambahan pada mutasi masuk asset tanah.

d. Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) berupa tanah karena dobel

catat sebesar Rp188.435.500,00 pada Dindikpora sesuai SK Sekretaris

Daerah Nomor 028/4188 tanggal 11 Desember tahun 2019 tentang Penetapan

Koreksi Pencatatan BMD pada Buku Inventaris.

o

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin
31 Des 2019 31 Des 2018
724.425.133.741,27 618.074.508.669,00

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.126
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

Peralatan dan Mesin

Jumlah 618.074.508.669,00 175.895.729.556,00 69.545.104.483,73 724.425.133.741,27

Belanja Modal 2019 108.621.190.354,00
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

Koreksi Saldo Awal 10.380.729.530,00 9.180.968.057
Koreksi Penyesuaian Kode Barang Dindik 1.424.565.768,00 297.560.193
Koreksi Tambah/Kurang 521.489.008,00 454.860.007
Koreksi penyesuaian kode 108 9.312.060.084,00

Reklas dari/ke Persediaan 62.253.900,00 729.349.350
Reklas dari Belanja Pegawai 4.325.000,00 -
Reklas dari Barang Jasa 12.151.000,00 -
Reklas darilke Pemeliharaan 61.728.000,00 34.162.500

Reklas dari Brg Yg Diserahkan Kpd Pihak Ke-3

Hibah Masuk Pusat

5.763.732.480,00

Hibah Masuk Provinsi

10.716.000,00

Hibah Masuk Pihak Ketiga

Hibah Keluar

1.812.954.487

Mutasi Masuk/Keluar

4.872.029.193,00

4.872.029.193

Hutang 2019

Reklas dari/ke Aset Lainnya

17.200.000

Reklas dari Kdp

Barang Berlebih

34.831.559.239

Reklas Ke Extracom

23.483.572.007

Reklas Ke Perjalanan Dinas

Reklas Dari Kdp Ke At

Reklas ke Aset Lain Tidak Ditemukan

6.417.113.692

ReklasKe A. Lain Rusak Berat

18.329.713.482

Penghapusan Brg B/Rr

3.358.265.516

Reklas Ke Aset Tidak Berwujud

574.556.000

Peralatan dan Mesin sebesar Rp724.425.133.741,27 dan Rp618.074.508.669,00
merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018. Terdapat
kenaikan saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp106.350.625.072,27
yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2019, dengan rincian
sebagai berikut:

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp175.895.729.556,00 disebabkan:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp166.583.669.472,00
b. Koreksi saldo awal Aset tetap sebesar Rp10.380.729.530,00 pada Dindikpora
c.Koreksi  Penyesuaian Kode Barang pada Dindikpora  sebesar
Rp1.424.565.768,00
d. Koreksi tambah sebesar Rp521.489.008,00 terdiri dari :
- Koreksi atas kendaraan yang belum tercatat pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan (Dinarpus) sebesar Rp109.900.000,00.
- Reklas barang dari jaringan ke peralatan mesin sebesar Rp44.761.000,00
pada Dinas Kesehatan.
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Koreksi tambah kendaraan sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinbudpar
mutasi masuk dari Sekretariat Daerah pada tahun 2018.

Koreksi tambah sebesar Rp2.125.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha
Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag).

Koreksi tambah sebesar Rp139.700.000,00 pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan (DPKP).

Berdasarkan SK Bupati Brebes N0.050/526 Tahun 2019 Tanggal 4 Juli
2019, penilaian terhadap barang berupa peralatan mesin pada tahun 2019
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
sebanyak 99 unit barang, terdapat pada OPD Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebanyak 2 unit
kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp3.511.000,00, Sekretariat DPRD
sebanyak 60 unit sebesar Rp21.560.000,00, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) sebanyak 26 unit sebesar Rp7.242.000,00,
BKPSDMD sebanyak 1 unit printer sebesar Rp456.000,00, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 5 wunit sebesar
Rp1.046.000,00, RSUD Bumiayu sebanyak 4 unit sebesar Rp635.000,00
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.127
Penilaian Barang Berlebih Peralatan dan Mesin

No Jenis Barang Unit Nilai
1 Alat Angkutan 3 4.022.000,00
2 Alat Kantor dan Rumah Tangga 92 30.304.000,00
3 Alat Kedokteran 4 635.000,00
Jumlah 99 34.961.000,00

. Koreksi Penyesuaian Kode 108 sebesar Rp9.312.060.084,00

. Reklas dari persediaan sebesar Rp62.253.900,00 terdiri dari BLUD
Banjarharjo sebesar

Rp54.403.900,00, BLUD Brebes Rp5.720.000,00, BLUD Paguyangan
Rp700.000,00, Dinas KesehatanRp1.430.000,00.

. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Dinkopumdag Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.325.000,00.

. Reklas dari Barang Jasa sebesar Rpl12.151.000,00 terdiri dari honor tim
pengadaan peralatan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3KB) dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar
Rp3000.000,00 berupa alat komunikasi.

Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar
Rp61.728.000,00, terdapat pada Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) sebesar Rp8.778.000,00, Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebesar
Rp37.750.000,00 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebesar

Rp15.200.000,00 berupa 4 unit AC.

Pencatatan hibah masuk dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.763.732.480,00.

OPD penerima hibah yaitu Dinarpus dari Bank Indonesia Corner sebesar

Rp37.420.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor

21/03/BA tanggal 19 Desember 2019, Dinbudpar Rp.792.895.500,00,

Dinperinaker Rp412.685.000,00, Dinas Sosial (Dinsos) Rp31.182.000,00,

Dinas Perikanan (Dinkan) Rp416.011.000,00, Dindikpora

Rp3.904.035.980,00.

. Pencatatan hibah masuk aset tetap dari Pemerintah Provinsi sebesar

Rp10.716.000,00 pada Dinarpus berupa alat penyimpanan kantor sebebsar

Rp9.479.355,00 dan alat kantor lainnya sebesar Rp1.236.645,00.

. Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp4.872.029.193,00 dengan rincian :

- BLUD Banjarharjo menerima mutasi masuk sebesar Rp418.871.700,00.

- Mutasi masuk ke BLUD Brebes sebesar Rp509.733.700,00, BLUD
Bumiayu sebesar Rp149.488.900,00, BLUD Paguyangan sebesar
Rp405.186.800,00, BLUD Tanjung sebesar Rp386.545.900,00. Pelaksana
Harian Badan Narkotika Kabupaten sebesar Rp137.012.624,00 berupa
kendaraan bermotor dari DP3KB.

- BPPKAD mendapatkan mutasi masuk berupa kendaraan bermotor
sebesar Rp62.174.025,00 dari DP3KB dan sebesar Rp185.000.000,00
dari DPKP.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) sebesar
Rp60.000.000,00 berupa kendaraan bermotor dari Dinkominfo.
Dinbudpar berupa kendaraan sebesar Rp200.000.000,00. Dinkominfo
mendapatkan mutasi masuk berupa kendaraan dinas bermotor sebesar
Rp682.460.000,00. Dinkopumdag sebesar Rp12.000.000,00 berupa
sepeda motor dari Dinarpus. Mutasi masuk ke Dinperwaskim berupa
sepeda motor dari DP3KB sebesar Rp12.434.805,00 dan MPV dari Setda
sebesar Rp359.500.000,00.

- Mutasi masuk DP3KB dari Dinas Kesehatan berupa 1 unit kendaraan
dinas bermotor sebesar 317.830.000,00.

- Kecamatan Bumiayu mendapat mutasi masuk berupa 2 unit sepeda motor
sebesar Rp39.800.000,00 dari SETDA. Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) sebesar Rp40.100.000,00 berupa 2 unit sepeda motor dari
SETDA.

- RSUD Brebes mendapat mutasi masuk berupa 1 unit lemari sebesar
Rp5.919.000,00 dan 1 unit sepeda motor sebesar Rp12.434.805,00 dari
DP3KB.

- Mutasi masuk ke SETDA sebesar Rp470.395.000,00. Mutasi masuk ke
DLHPS sebesar 20.200.000,00. Mutasi masuk ke Kecamatan Salem
sebesar Rp26.409.434,00 berupa 2 unit sepeda motor dari DP3KB.
Mutasi masuk ke Sekretariat DPRD sebesar Rp373.827.500,00. Mutasi
masuk ke Dindikpora sebesar Rp184.705.000,00.

Reklas barang Rusak Berat (RB) menjadi Baik (B), Penyesuaian Kondisi

BMD 2019 sebesar Rp17.200.000,00.
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m. Pencatatan penilaian barang berlebih sebesar Rp34.831.559.239 terdapat pada

BLUD Tanjung sebesar Rp5.868.949,00, RSUD Bumiayu Rp324.000,00,
sisanya sebesar Rp34.825.366.291,00 pada Dindikpora.

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.545.104.483,73 selama tahun
2019 berasal dari:

a.
b.
c.
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Koreksi saldo awal sebesar Rp9.180.968.057

Koreksi penyesuaian Kode Dindikpora sebesar Rp297.560.193

Koreksi kurang sebesar Rp454.860.007,00 pada BLUD Tanjung sebesar
Rp260.000.000,00. Dinarpus Rp21.210.000,00, Dinkes Rp4.525.000,00.
Pengeluaran Persediaan Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp729.349.350
pada Dinas Perhubungan 21.735.450,00, pada Dinas Kesehatan
Rp688.021.900,00, DPU Rp201.477.000,00, RSUD Bumiayu
Rp2.155.000,00, DLHPS Rp11.133.000,00, Kecamatan Bantarkawung
Rp2.254.000,00, Sekretariat DPRD Rp6.500.000,00.

Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp34.162.500,00.
Hibah Keluar sebesar Rpl1.812.954.487,00 ke masyarakat pada Dinas
Kesehatan.

Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp4.872.029.193,00.

Reklasifikasi aset tetap ke Ekstracomptable (E) sebesar Rp23.119.122.818,00
Reklas ke Aset Lain tidak ditemukan sebesar Rp6.417.113.692,00.

Reklas ke Aset Lain Rusak Berat (RB) sebesar Rp18.329.713.482,00
Penghapusan Barang Baik/RR sebesar Rp3.358.265.516,00

Reklas ke Aset Tak Berwujud Rp574.556.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

1.505.249.745.826,00

1.144.818.713.804,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

Rp1.505.249.745.826,00 dan Rp1.144.818.713.804,00 dengan rincian disajikan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.128
Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
Gedung dan Bangunan
Jumlah 1.144.818.713.804,00 430.465.013.885,00 70.033.981.863,00 | 1.505.249.745.826,00
Belanja Modal 2019 173.628.413.510,00
Koreksi Saldo Awal 8.702.202.700,00 8.700.202.700,00

Koreksi Penyesuaian Kode Barang Dindik

36.482.839.612,00

36.505.172.875,00
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
Koreksi Tambah/Kurang 190.231.678.953,00 684.748.900,00
Koreksi penyesuaian kode 108 8.808.682.176,00
Reklas dari/ke Persediaan 2.450.000,00
Reklas dari Belanja Pegawai
Reklas dari Barang Jasa 190.656.000,00
Reklas dari/ke Pemeliharaan 1.098.151.000,00 2.300.000,00
Reklas dari Brg Yg Diserahkan Kpd Pihak
Ke-3
Hibah Masuk Pusat 823.489.857,00
Hibah Masuk Provinsi 815.098.020,00
Hibah Masuk Pihak Ketiga 7.431.389.372,00
Hibah Keluar
Mutasi Masuk/Keluar 9.014.168.861,00 9.014.168.861,00
Hutang 2019
Reklas dari/ke Aset Lainnya
Reklas dari Kdp 2.046.926.000,00
Barang Berlebih
Reklas Ke Extracom 172.667,00
Reklas Ke Perjalanan Dinas 13.117.000,00
Reklas Dari Kdp Ke At
Reklas ke Aset Lain Tidak Ditemukan 2.711.960.900,00
ReklasKe A. Lain Rusak Berat 1.432.310.050,00
Penghapusan Brg B/Rr 2.158.695.734,00
Reklas Ke Aset Tidak Berwujud
Terdapat kenaikan saldo aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar

Rp360.431.032.022,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA

2019.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp430.465.013.885,00 disebabkan:

a

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp173.628.413.510,00

Koreksi saldo awal asset tetap sebesar Rp8.702.202.700,00

Koreksi tambah sebesar Rp190.231.678.953,00
- Koreksi tambah disebabkan adanya reklas dan kapitalisasi dari jaringan
ke gedung dan bangunan kemudian karena ada penilaian barang berlebih,
penyesuaian hasil sensus BMD sebesar Rp1.018.375.000,00
- Penilaian Gedung dan Bangunan sebanyak 3 unit antara lain 2 unit
gedung pada OPD BKPSDMD berupa Gedung Aula sebesar
Rp551.680.000,00 dan Gedung Bidang Diklat sebesar Rp242.028.000,00,
1 unit Gedung Balai Penyuluh/UPT DP3KB Kecamatan Jatibarang yang
tercatat pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebesar
Rp224.667.000,00 dan telah dikapitalisasi, dengan rincian disajikan
dalam tabel berikut ini:
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Tabel 5.129
Daftar Penilaian Barang Berlebih Gedung dan Bangunan

No Nama Aset Kode Barang Uraian Barang Tahun Harga Perolehan OPD

1 Bangunan Gedung 03.11.01.01.01 Gedung Il (Aula) 2002 551.680.000,00 BKPSDMD
Kantor Permanen

2 | Bangunan Gedung 03.11.01.01.01 Gedung IV(Bidang Diklat ) 2002 242.028.000,00 BKPSDMD
Kantor Permanen

3 | Bangunan Gedung 03.11.01.01.01 Balai Penyuluh/UPT DP3KB 2002 224.667.000,00 DP3KB
Kantor Permanen Kec. Jatibarang
Jumlah 1.018.375.000,00

e. Reklasifikasi beban jasa ke aset tetap sebesar Rp190.656.000,00
f. Reklasifikasi Belanja  Pemeliharaan ke  Aset Tetap  sebesar
Rp1.098.151.000,00
g. Hibah masuk dari Pemerintah Pusat sebesar Rp823.489.857,00 vyaitu
Dindikpora
sebesar Rp725.406.857,00 dan Dinbudpar Rp98.083.000,00.
h. Hibah masuk dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp815.098.020,00 pada
Dindikpora.
i. Hibah masuk dari Pihak Ketiga 7.431.389.372,00 yaitu pada DPKP sebesar
Rp120.000.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp4.832.761.193,00.
j. Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp9.014.168.861,00
- Mutasi masuk pada BLUD Paguyangan sebesar Rp1.708.310.000,00 dari
Dinas Kesehatan, BLUD Tanjung sebesar Rp4.230.252.861,00 dari Dinas
Kesehatan,
- BPPKAD sebesar Rp288.000.000,00 dari DPU, BNK sebesar
Rp202.854.000,00 dari DPU berupa Gedung eks Bawaslu.
- Mutasi masuk Gedung ke Dinkominfo sebesar Rp1.159.482.000,00.
Mutasi masuk ke Dindikpora sebesar Rp1.425.270.000,00.dari DPU.
k. Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap sebesar Rp2.046.926.000,00 berasal dari
KecamatanSirampog Rp157.390.000,00 Bumiayu sebesar
Rp1.889.536.000,00.

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp70.033.981.863,00 selama tahun
2019 berasal dari:

Koreksi saldo awal Aset tetap sebesar Rp8.700.202.700,00

Koreksi penyesuaian kode barang Dindik sebesar Rp36.505.172.875,00
Koreksi kurang sebesar Rp684.748.900,00

Koreksi penyesuaian kode 108 sebesar Rp8.700.202.700,00

Reklas dari persediaan Belanja Modal sebesar Rp2.450.000,00

Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp2.300.000,00
Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp9.014.168.861,00
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h. Reklas ke Ekstrakom sebesar Rp172.667,00

i. Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban

Rp13.117.000,00

j. Reklas barang Tidak Ditemukan (TD), koreksi penyesuaian kondisi BMD
hasil sensus sebesar Rp2.711.960.900,00

k. Reklas ke Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp1.432.310.050,00

. Penghapusan Barang B/RR sebesar Rp2.158.695.734,00

Perjalanan Dinas sebesar

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Des 2019
2.314.413.579.543,00

31 Des 2018
2.107.217.529.102,00

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar Rp2.107.217.529.102,00 dan Rp2.107.217.529.102,00. Mutasi selama
tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.130

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan

URAIAN

SALDO AWAL

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO AKHIR

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah

2.107.217.529.102,00

403.840.872.620,00

196.644.822.179,00

2.314.413.579.543,00

Belanja Modal 2019

297.519.656.267,00

Koreksi Saldo Awal

Koreksi Penyesuaian Kode Barang
Dindik

34.412.263,00

199.595.000,00

Koreksi Tambah/Kurang

73.561.876.704,00

127.569.108.157,00

Koreksi penyesuaian kode 108

184.987.737,00

Reklas darike Persediaan

201.477.000,00

Reklas dari Belanja Pegawali

Reklas dari Barang Jasa

74.225.000,00

Reklas dari’ke Pemeliharaan

36.581.948.342,00

Reklas dari Brg Yg Diserahkan Kpd
Pihak Ke-3

Hibah Masuk Pusat

Hibah Masuk Provinsi

Hibah Masuk Pihak Ketiga

Hibah Keluar

4.871.421.750,00

Mutasi Masuk/Keluar

18.652.241.448,00

18.652.241.448,00

Hutang 2019

Reklas dari/ke Aset Lainnya

13.813.473.201
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

Reklas dari Kdp

Barang Berlebih

Reklas Ke Extracom

Reklas Ke Perjalanan Dinas

Reklas Dari Kdp Ke At

Reklas ke Aset Lain Tidak Ditemukan

ReklasKe A. Lain Rusak Berat 7.874.312.500,00

Penghapusan Brg B/Rr i 694.717.982,00

Reklas Ke Aset Tidak Berwujud

Terdapat kenaikan saldo aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar
Rp207.196.050.441,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA
2019, yang terdiri dari:

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp403.840.872.620,00 selama

tahun 2019 berasal dari:

Belanja Modal sebesar Rp297.519.656.267,00

Koreksi penyesuaian kode barang Dindikpora sebesar Rp34.412.263,00

Koreksi tambah sebesar Rp73.561.876.704,00

Koreksi penyesuaian kode 108 sebesar Rp184.987.737,00

Reklas dari barang dan jasa sebesar Rp74.225.000,00 pada Dinas Perhubungan

(Dinhub)

f.  Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp18.652.241.448,00 terdiri atas mutasi masuk
ke BLUD Brebes sebesar Rp332.123.000,00. Mutasi masuk ke DPU sebesar
Rp221.294.000,00. Mutasi masuk Dindikpora sebesar Rp218.764.539,00. Mutasi
masuk ke Dinperwaskim sebesar Rp17.880.059.909,00.

0. Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp13.813.473.201,00.
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Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp196.644.822.179,00 selama

tahun 2019 berasal dari :

a. koreksi penyesuaian kode barang Dindikpora sebesar Rp199.595.000,00.

b. Koreksi kurang sebesar Rp127.569.108.157,00

c. Reklas ke Persediaan Rp201.477.000,00 pada DPU.

d. Reklasifikasi Belanja  Pemeliharaan ke  Aset Tetap  sebesar
Rp36.581.948.342,00
Kegiatan normalisasi yang tercatat pada KIB D Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) pada tahun 2018 sebanyak 609
kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebesar
Rp77.569.853.200 telah dilakukan pengelompokkan atas kegiatan kurasan
dan kegiatan pasangan berdasarkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan
telah  direview oleh Inspektorat. Kegiatan kurasan sebesar =
Rp25.463.141.698,00 telah dikeluarkan dari kapitalisasi dan dikoreksi pada
neraca karena merupakan kegiatan normalisasi, sedangkan sisanya sebesar
Rp52.106.711.502,00 tetap dikapitalisasi pada aset induknya dan masih
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tercatat pada neraca. Sisanya bangunan air sebesar Rp11.118.806.644,00

merupakan reklas pemeliharaan dari belanja modal tahun 2019

e. Hibah keluar sebesar Rp4.871.421.750,00. barang HIBAH keluar belum
dihapus sebesar Rp4.822.041.750,00 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Penataan Ruang(DPSDAPR) berupa jaringan listrik pedesaan yang
dihibahkan ke PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
APJ Tegal, yang masih dicatat pada asset lainnya karena belum ada SK

Penghapusan.

Hibah ke masyarakat sebesar Rp49.380.000,00 pada

Dinperinaker berupa sumur dengan pompa karena belum ada SK

Penghapusan.
f.  Mutasi keluar antar OPD sebesar Rp18.652.241.448,00

g. Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) sebesar Rp694.717.982,00
yang sebelumnya tercatat pada DLHPS sebesar Rp158.869.000,00 dan

Dindikpora sebesar Rp535.848.982,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Des 2019
190.618.729.129,34

31 Des 2018
156.349.781.539,00

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar
Rp190.618.729.129,34 dan Rp156.349.781.539,00 dengan rincian yang disajikan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.131

Rincian Aset Tetap Lainnya

URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
Aset Tetap Lainnya
Jumlah 156.349.781.539,00 64.484.950.714,28 30.216.003.123,95 190.618.729.129,34
Belanja Modal 2019 41.672.838.234,00
Koreksi Saldo Awal 9.527.001.257,00 10.713.356.924,00
Koreksi Penyesuaian Kode Barang Dindik 7.215.678.517,28 8.064.361.253,95
Koreksi Tambah/Kurang 564.414.000,00
Koreksi penyesuaian kode 108 688.365.644,99
Reklas dari/ke Persediaan
Reklas dari Belanja Pegawai
Reklas dari Barang Jasa 108.193.500,00
Reklas dari’lke Pemeliharaan
Reklas dari Brg Yg Diserahkan Kpd Pihak Ke-3
Hibah Masuk Pusat 104.831.300,00
Hibah Masuk Provinsi 70.532.775,00
Hibah Masuk Pihak Ketiga
Hibah Keluar
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URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

Mutasi Masuk/Keluar

Hutang 2019

Reklas dari/ke Aset Lainnya

Reklas dari Kdp

Barang Berlebih 5.785.875.131,00

Reklas Ke Extracom - 213.281.047,00

Reklas Ke Perjalanan Dinas

Reklas Dari Kdp Ke At

Reklas ke Aset Lain Tidak Ditemukan - 5.214.066.921,00
ReklasKe A. Lain Rusak Berat - 4.345.712.707,00
Penghapusan Brg B/Rr - 412.444.626,00

Reklas Ke Aset Tidak Berwujud

Terdapat kenaikan saldo aset tetap lainnya sebesar Rp34.268.947.590,34 yang
disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2019, yang terdiri dari:

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp64.484.950.714,28 selama tahun

2019 berasal dari:

a. Belanja Modal sebesar Rp41.672.838.234,00

Koreksi saldo awal sebesar Rp9.527.001.257,00

Koreksi Penyesuaian Kode Barang Dindikpora sebesar Rp7.215.678.517,28

Reklas dari barang dan jasa sebesar Rp108.193.500,00

Pencatatan hibah masuk sebesar Rp104.831.300,00 terdiri dari Hibah

Pemerintah Pusat sebesar Rp51.186.600,00 ke RSUD Brebes. Pencatatan

hibah masuk aset tetap dari Bank Indonesia Corner sebesar Rp44.404.700,00

kepada Dinarpus. Pencatatan hibah masuk aset tetap dari Pemerintah Pusat

(APBN 2019) yang tercatat pada KIB E Dindikpora sebesar Rp9.240.000,00

f. Pencatatan hibah masuk dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp70.532.775,00
pada Dinarpus.

g. Pencatatan penilaian barang berlebih sebesar Rp5.785.875.131,00 yang
tercatat pada RSUD Bumiayu berupa maket sebesar Rp4.848.000,00. Barang
berlebih yang bernilai Rp5.781.027.131,00 pada Dindikpora.
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Pengurangan Aset tetap lainnya sebesar Rp30.216.003.123,95 selama tahun

2019 berasal dari:

a. Koreksi saldo awal Aset tetap sebesar Rp10.713.356.924,00

b. Koreksi penyesuaian kode barang Dindikpora Rp8.064.361.253,95

c. Koreksi kurang sebesar Rp564.414.000,00, terdapat koreksi kurang sebesar
Rp124.843.000,00 pada Dinbudpar berupa DE, BLUD Banjarharjo sebesar
Rp117.750.000,00 berupa DE yang diatribusikan ke Gedung dan Bangunan.
DPSDAPR terdapat koreksi kurang sebesar Rp99.797.000,00 berupa DE
yang diatribusikan ke aset berupa bangunan air.

d. Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstracomptable (E) sebesar Rp213.281.047,00

e. Reklas barang Tidak Ditemukan (TD), koreksi penyesuaian kondisi BMD
hasil sensus sebesar Rp5.214.066.921,00
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f.  Reklas barang Rusak Berat (RB), koreksi penyesuaian kondisi BMD hasil
sensus sebesar Rp4.345.712.707,00

g. Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) sebesar Rp412.444.626,00
Aset Tetap Renovasi

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 bahwa aset
yang termasuk dalam Klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah
raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya
adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan
miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Perolehan
Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui
pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap
Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya,
dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya
melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Aset Tetap Renovasi dengan
rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.132

Daftar Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Renovasi

No Kode Barang Pt;,rriTeuhnan Uraian é‘ﬂﬁg Harga Perolehan

1 1.3.5.07.01.01.007 1945 Jaringan Irigasi Prupuk 1 38.229.225.955,00

2 1.3.5.07.01.01.007 1999 Saluran Sekunder Tanjung 1 14.524.715.250,00

3 1.3.5.07.01.01.007 2016 Renovasi Pasar Desa Klampok 1 197.603.000,00
Jumlah 52.951.544.205,00

1) Aset Tetap Renovasi (ATR) DPSDAPR
Aset tetap renovasi berupa konstruksi jaringan irigasi bukan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar
Rp52.753.941.205,00 yang tercatat di KIB E Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Penataan Ruangan (DPSDAPR) yang merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat. Rekonsiliasi atas Aset Tetap Renovasi
telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dengan hasil bahwa
30 kegiatan sebesar Rp10.975.245.500,00 merupakan kewenangan
pusat (BBWS Cimanuk Cisanggarung). Rekonsiliasi kedua telah
dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS) Pemali Juana, dengan hasil bahwa Aset Tetap
Renovasi Pemerintah Kabupaten Brebes sebanyak 187 kegiatan dengan
nilai Rp18.537.780.455,00 merupakan kewenangan pemerintah pusat
(Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana), sedangkan sisanya sebesar
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Rp23.240.915.250,00 merupakan kewenangan pemerintah kabupaten
Brebes. Aset Tetap Renovasi yang merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat belum dilakukan proses hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes.
2) Aset Tetap Renovasi (ATR) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan
Aset Tetap Renovasi yang tercatat pada KIB Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan sebesar Rpl197.603.000,00 perolehan tahun
2016 merupakan renovasi pasar pada Desa Klampok, Aset Tetap
Renovasi Pasar Klampok belum dilakukan hibah dari Pemerintah
Kabupaten Brebes ke Pemerintah Desa.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

9.740.753.000,00

31 Des 2019

31 Des 2018
10.810.621.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 2018

masing-masing sebesar

Rp9.740.753.000,00 dan Rp10.810.621.000,00.

Mutasi selama tahun 2019 adalah terdapat penurunan saldo aset tetap lainnya
sebesar Rp1.069.868.000,00 (Rp977.058.000,00— Rp2.046.926.000,00) yang
disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2019 dengan rincian
yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.133

Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
Kostruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah 10.810.621.000,00 977.058.000,00 2.046.926.000,00 9.740.753.000,00
Belanja Modal 477.433.000,00
Reklas dari Barang Jasa 2.125.000,00
Hutang 2019 497.500.000,00
Reklas Dari KDP 2.046.926.000,00
Tabel 5.134
Daftar Konstruksi Dalam pengerjaan
NO KEGIATAN NO OPD NILAI KDP 2018 Mutasi 2019 NILAI KDP 2019 % Fisik NAMA
KONTRAK REKANAN
1 E:m?r%%l:n:gu(;edung 050/6955/SSP DPU PT Adi Bima
erp -TUNVI/2008 8.091.910.000,00 8.091.910.000,00 Pratama
Pemerintah Kab Brebes
2 | Penyempurnaan Ruang RSUD :
Rawat Inap Kelas Il I | | “02hocIl | BUMAYU | 1.889,536,000,00 | (1.889.536.000,00) 6500% | gooondo
Penyempurnaan Ruang RSUD .
050/24/LISPIVI BUMIAYU PT Lesindo
Rawat Inap Kelas Il Il 1| =045 49750000000 | 49750000000 |  9M% | Bersinar
(Pengadaan Elevator)
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NO KEGIATAN NO OPD NILAI KDP 2018 Mutasi 2019 NILAI KDP 2019 % Fisik NAMA
KONTRAK REKANAN
3 | Pembangunan Rumah 050/203/SPK KEC. CV ABROR
; LARANGAN 0
Dinas Camat tahap | RO 7 346.188.000,00 346.188.000,00 | 1°%00% | " yTAMA
Pembangunan Rumah 050/015/SPK KEC.
Dinas Camat tahap I KecLigili20 | LARANGAN 123.989.000,00 12398900000 | 100,00% | Y SAMAYA
18
4 | Pembangunan Gedung 050/22. AISPK- smﬁwcp'oe s
Kantor Kec. Sirampo! PL/PPK- urya
pog KC.2Z2PLII2 157.390.000,00 (157.390.000,00) 100,00% Karya Perkasa
018
5 | Pembangunan Gedung DINKOPUMD )
; 050/01416.B/S AG ) CV Tiga
T Crocatkessl | bz 201.608.000,00 20160800000 | 10000% | sanabat Seja
Pembangunan Gedung DINKOPUMD CV Bangun
; 050/1387/1X/2 AG
UPTD Metrologi Legal 100,00% Sarana,
Tahap I 019 280.358.000,00 280.358.000,00 Kersana
6 Rehab berat Gedung 050/385/SPK/ KEC.
Serb Tahao | KETANGGU o CV CITRA
erbaguna fahap KEC.IEISNIIIZ NGAN 199.200.000,00 199.200.000,00 100,00% JAYA, Bumiayu
JUMLAH 10.810.621.000,00 | (1.069.868.000,00) 9.740.753.000,00

Penambahan KDP sebesar Rp977.058.000,00 selama tahun 2019 berasal dari:

a.

Penyempurnaan Ruang Rawat Inap Kelas Ill, 11, I (Pengadaan Elevator) pada
RSUD Bumiayu sebesar Rp497.500.000,00 merupakan koreksi atas
pencatatan kegiatan tahun 2018.

Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal Tahap |l sebesar

Rp280.358.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.
Rehab berat Gedung Serbaguna Tahap | pada Kecamatan Ketanggungan
sebesar Rp199.200.000,00.

Pengurangan KDP sebesar Rp2.046.926.000,00 selama tahun 2019 berasal dari
reklasifikasi ke asset tetap, sebagai berikut:

a.

Penyempurnaan Ruang Rawat Inap Kelas IlI, 1l, | RSUD Bumiayu
sebesar Rp1.889.536.000,00 di reklas ke asset tetap berupa gedung dan
bangunan.

Pembangunan Gedung Kantor Kec. Sirampog sebesar Rp157.390.000,00
direklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Des 2019
Akumulasi Penyusutan (1.485.476.933.359,01)

31 Des 2018
(1.526.879.322.827,00)

Pada tahun 2019 masih dilakukan perbaikan atas data aset tetap 2018 baik
dalam hal Klasifikasi KIB, adanya penilaian aset tetap maupun adanya
perubahan kebijakan akuntansi terkait nilai kapitalisasi jalan irigasi dan
jaringan. Selain itu juga Dinas Pendidikan melakukan sensus aset tetap
sehingga menyebabkan adanya koreksi saldo awal atas aset tetap. Adapun
metode perhitungan penyusutan yang semula menggunakan metode bulanan
dirubah menjadi metode tahunan. Selisih saldo akumulasi penyusutan per
tanggal 31 Desember 2018 yang muncul akibat perubahan pencatatan aset
tetap serta akibat dari perubahan metode perhitungan penyusutan tersebut
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dicatat sebagai koreksi saldo awal akumulasi penyusutan dan diperlakukan
sebagai penambah/pengurang Ekuitas.

Saldo akhir akumulasi penyusutan asset tetap tahun 2018 sebesar minus
Rpl1.526.879.322.827,00, sedangkan saldo akhir per tahun 2019 adalah
sebesar minus Rp1.485.476.933.359,01. Adapun rincian saldo per OPD
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.135

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD

URAIAN SALDO 2019 SALDO 2018
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA (324.907.357.315,00) (185.829.164.188,00)
DINAS KESEHATAN (12.246.260.092,00) (11.378.561.226,00)
UPTD PUSKESMAS BREBES (16.038.634.424,00) (11.736.196.816,00)
UPTD PUSKESMAS TANJUNG (22.602.503.583,00) (18.129.512.214,00)
UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO (21.023.153.952,00) (17.826.642.012,00)
UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN (10.230.322.041,00) (8.105.646.687,00)
UPTD PUSKESMAS BUMIAYU (13.345.729.584,00) (9.971.649.507,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES (125.176.754.082,00) (98.418.510.293,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU (44.847.571.651,00) (33.848.650.266,00)
DINAS PEKERJAAN UMUM (562.670.422.864,00) (781.293.372.946,00)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN (106.274.158.525,00) (165.662.384.122,00)

PENATAAN RUANG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

(21.687.818.600,00)

(2.261.731.202,00)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (4.572.111.959,00) (4.345.896.597,00)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (521.660.684,00) (441.485.345,00)
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA (443.278.069,00) (245.589.555,00)
KABUPATEN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (3.726.067.896,00) (3.255.165.713,00)
DINAS SOSIAL (1.679.475.328,00) (1.452.053.151,00)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, (5.610.797.905,00) (5.479.216.434,00)
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN (19.629.113.793,00) (14.757.713.178,00)

SAMPAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(4.825.209.363,00

(3.663.802.671,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(1.514.824.683,00

(1.364.368.426,00

DINAS PERHUBUNGAN

)
)
(21.260.596.684,00)
)

)
)
(21.794.947.054,00)
)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK (5.374.130.915,00 (3.933.344.351,00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN (9.688.018.923,00) (8.500.103.990,00)
PERDAGANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (2.185.676.946,00) (1.498.398.928,00)
TERPADU SATU PINTU

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (7.460.419.292,00) (7.327.912.231,00)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (2.463.309.120,00) (2.307.791.250,00)
DINAS PERIKANAN (6.757.325.443,00) (6.392.249.711,00)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (6.295.417.839,00) (6.281.986.031,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (6.200.447.294,00) (5.404.549.937,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (2.961.510.152,00) (2.574.389.810,00)
SEKRETARIAT DAERAH (34.509.927.709,00) (28.531.568.237,00)
SEKRETARIAT DPRD (16.113.576.154,00) (14.254.502.061,00)
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URAIAN SALDO 2019 SALDO 2018
KECAMATAN BREBES (2.538.636.791,00) (2.491.187.353,00)
KECAMATAN JATIBARANG (874.830.220,00) (890.461.120,00)
KECAMATAN WANASARI (803.958.346,00) (835.676.333,00)
KECAMATAN SONGGOM (890.534.832,00) (973.629.628,00)
KECAMATAN BULAKAMBA (937.800.869,00) (1.065523.507,00)
KECAMATAN TANJUNG (935.659.792,00) (918.298.013,00)
KECAMATAN LOSARI (839.768.629,00) (706.038.052,00)
KECAMATAN KERSANA (1.069.972.400,00) (1.137.320.480,00)
KECAMATAN KETANGGUNGAN (1.038.004.169,00) (870.325.720,00)
KECAMATAN BANJARHARJO (1.090.324.242,00) (1,064 568.357,00)
KECAMATAN LARANGAN (1.004.284.247,00) (946.384.642,00)
KECAMATAN TONJONG (1.001.287 515,00) (976.166.960,00)
KECAMATAN BUMIAYU (908.340.145,00) (959.993.084,00)
KECAMATAN PAGUYANGAN (857.967.036,00) (813.107.313,00)
KECAMATAN SIRAMPOG (1.080.958.487,00) (1.072.325.139,00)
KECAMATAN BANTARKAWUNG (1.606.321.729,00) (1.384.074.643,00)
KECAMATAN SALEM (1.215.479.995,01) (1.234.443.829,00)
INSPEKTORAT (2.008.792.769,00) (1.858.020.642,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, (3.235.185.417,00) (2.979.156.063,00)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN (8.220.682.376,00) (10.151.494.177,00)
DAN ASET DAERAH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (3.463.633.439,00) (1.098.300.321,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (5.010.927.050,00) (4.183.771.311,00)
DAERAH

JUMLAH (1.485.476.933.359,01) | (1.526.879.322.827,00)

Adapun rincian perubahan akumulasi penyusutan asset tetap selama
tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.136

Rincian Perubahan Akumulasi Penyusutan

NO URAIAN NOMINAL
Saldo Awal 1.526.879.322.827,00
PENAMBAHAN 250.319.162.988,00

1 Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk 19.516.422.997,00
aset tetap
2 Beban Penyusutan tahun 2019 224.524.485.644,00
Reklas Ak. Penyusutan barang Rusak Berat (RB)
3| menjadi Baik (B), Penyesuaian Kondisi BMD 2019 17.200.000,00
4 Reklasifikasi PJU ke bangunan Dinhub (tambah 6.261.054.347.00
bangunan)
PENGURANGAN (291.721.841.171,99)
1 Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan (238.715.841.171,99)
2 Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar (19.314.400.997,00)
aset tetap
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NO URAIAN NOMINAL

Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan

3 aset tetap (6.385.224.058,00)

5 Penyesuaian akumulasi penyusutan pindah kondisi (19.615.115.478,00)
aset tetap ke rusak berat
Penyesuaian akumulasi penyusutan pindah kondisi

6 aset tetap ke tidak ditemukan (1.387.285.000,00)

7 Koreksi saldo awal Aset tetap barang B/RR karena (32.000.000,00)
dobel catat
Koreksi saldo awal Aset tetap barang B/RR karena

8 sudah dihapus th 2017 (135.000.000,00)

9 Reklasifikasi PJU ke bangunan Dinhub (kurang PJU)

(6.136.685.751,00)

JUMLAH/SALDO AKHIR

1.485.476.933.359,01

Penjelasan koreksi saldo awal penyusutan disajikan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 5.136a
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan

URAIAN NOMINAL
ASET TETAP LAINNYA (18.100.756.964,00)
KIB E TIDAK DISUSUTKAN (47.081.394.551,00)
PENYESUAIAN SELISIH AKP 2018 28.980.637.587,00
GEDUNG DAN BANGUNAN 80.144.945.607,00

KOREKSI KEBIJAKAN AKUNTANSI BULANAN KE TAHUNAN

(6.831.661.642,00)

MUTASI ANTAR OPD (KELUAR) (105.990.827,00)
PENILAIAN 2019 356.009.214,00
PENYESUAIAN KODE BARANG 108 (97.396.100,00)
PENYESUAIAN SELISIH AKP 2018 364.135.969,00
PROSES KAPITALISASI 86.500.816.493,00
REKLAS BANGUNAN AIR KE JALAN (40.967.500,00)
JALAN IRIGASI JARINGAN (303.387.773.113,00)
KAPITALISASI JALAN DESA REKLAS DARI ASET LAINNYA 6.220.748.736,00
KOREKSI KAPITALISASI DARI EKSTRACOM 97.701,00
KOREKSI KEBIJAKAN AKUNTANSI BULANAN KE TAHUNAN (50.334.649.033,00)
KOREKSI NORMALISASI DIKELUARKAN DARI ASET TETAP (20.958.155.897,00)
MUTASI ANTAR OPD (KELUAR) (2.563.637.667,00)
PENYESUAIAN SELISIH AKP 2018 (12.645.389,00)
PROSES KAPITALISASI (228.017.156.917,00)

REKLAS DARI EKSTRAKOM

1.357.854.772,00

REKLASIFIKASI BANGUNAN AIR KE JALAN

(7.996.284.691,00)

REKLASIFIKASI KE ASET LAINNYA RB

(1.083.944.728,00)

PERALATAN MESIN

2.627.743.298,01

HIBAH MASUK

187.446.400,00
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URAIAN NOMINAL
KOREKSI BARANG BERLEBIH 7.664.160,00
KOREKSI DOBEL CATAT PINDAH KE ASET LAINNYA RUSAK BERAT 4.472.222,00
KOREKSI KEBIJAKAN AKUNTANSI BULANAN KE TAHUNAN 26.339.865.412,00

KOREKSI KURANG SALDO AWAL

(21.210.000,00)

KOREKSI KURANG SALDO AWAL DOBEL CATAT

(148.571.429,00)

KOREKSI PINDAH KE ASET LAINNYA RB (96.372.500,00)
KOREKSI SALAH CATAT TAHUN PEROLEHAN 3.600.000,00
KOREKSI SALAH ENTRY TAHUN PEROLEHAN 816.000,00
MUTASI ANTAR OPD (MASUK) 139.700.000,00
PENGHAPUSAN (14.900.000,00)
PENGHAPUSAN ASET TETAP (2.000.000,00)
PENILAIAN 2019 17.592.600,00
PENYESUAIAN KODE BARANG 108 197.277.100,00

PENYESUAIAN SELISIH AKP 2018

(29.341.830.487,99)

PROSES KAPITALISASI

6.398.546.721,00

REKLASIFIKASI KE ASET LAINNYA RB

(1.044.352.900,00)

JUMLAH

(238.715.841.171,99)

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun 2019 adalah

nihil/nol.

5.3.1.5 Aset Lainnya
31 Des 2019 31 Des 2018

Aset Lainnya 172.632.294.924,85 173.006.304.767,80

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp172.632.294.924,85 dengan rincian yang disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 5.137
Rincian Aset Lainnya
Uraian Saldo Th. 2018 Tambah 2019 Kurang 2019 Saldo Th. 2019

Tagihan Jangka Panjang - 453.467.424,00 453.467.424,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 242.975.500,00 242.975.500,00
Aset Tidak Berwujud 1.082.270.318,00 177.328.883,00 - 1.259.599.201,00
Aset Lain-Lain 171.681.058.949,80 36.000.516.773,98 (37.005.322.923,92) 170.676.252.799,85
Jumlah 173.006.304.767,80 36.631.313.080,98 (37.005.322.923,92) 172.632.294.924,85

Aset lainnya terdiri dari:

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00.

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
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Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp242.975.500,00, merupakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas Bangun Kelola Serah (BKS) antara
Pemkab Brebes dengan PT. Marianaguna Ekacipta Persada sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor 511.3/03816 tanggal 20 Desember 1991.

Pemkab Brebes menyertakan modal berupa tanah senilai Rp232.475.500,00
terdiri atas tanah bekas terminal bus Bumiayu seluas 1.600 m2, tanah Ruko
Jatibarang seluas 582 m2, tanah Ruko Ketanggungan seluas 620 m2, tanah
Ruko dan Kios Pasar Bawang Lama seluas 433 m2, tanah Ruko dan Kios Pasar
Bawang Klampok seluas 2.000 m2 dan berupa bekas bangunan di lokasi
tersebut senilai Rp.10.500.000,00.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Brebes berupa software
memiliki saldo sebesar Rp4.817.933.959,00 dan akumulasi amortisasi sebesar
minus Rp3.558.334.758,00 dengan rincian perhitungan yang disajikan dalam
tabel berikut ini:

Tabel 5.138
Aset Tidak Berwujud (Software)

KODE REK URAIAN NOMINAL
15.35.1 Aset Tidak Berwujud — Software 4.817.933.959,00
1536.5 Akumulasi Amortisasi (3.558.334.758,00)
JUMLAH 1.259.599.201,00
Tabel 5. 139

Aset Tidak Berwujud (Software) per OPD

KODE

OPD URAIAN NOMINAL
1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 295.520.000,00
1.02.01.01 Dinas Kesehatan 246.484.500,00
1.02.01.03 | BLUD Puskesmas Tanjung 90.000.000,00
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Brebes 553.300.000,00
1.02.03.01 Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu 427,100,000.00
1.03.02.01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang 98,980,000.00
2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 34,000,000.00

Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.06.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 205,302,750.00
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 20,200,000.00
2.09.01.01 Dinas Perhubungan 87,368,210.00
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 137,450,000.00
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 342,390,000.00
2.18.01.01 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 36,334,000.00
3.01.01.01 Dinas Perikanan 6,000,000.00
3.03.02.01 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 49,000,000.00
3.07.01.01 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 249,280,000.00
401.03.10 | SETDA 423,210,000.00
4.01.04.01 Sekretariat DPRD 52,753,125.00
4.01.12.01 Kecamatan Bulakamba 3,550,000.00
4.02.01.01 Inspektorat 46,027,000.00
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KODE
OPD URAIAN NOMINAL
4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 488,026,799.00
Daerah
4.04.05.01 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah 628,672,575.00
4.05.07.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah 296,985,000.00
JUMLAH 4,817,933,959.00

Adapun rincian mutasi selama tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.140

Mutasi Aset Tidak Berwujud (Software)

OPD KODE REK URAIAN NOMINAL

SALDO TH 2018 4,176,927,959.00
DPSDAPR 1.5.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 49.300.000,00
DINPERMADES 1.5.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 5.800.000,00
SETDA 1.5.3.5.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 49.678.000,00
SETDA 1.5.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 24.765.000,00
SETDA 15.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 49.700.000,00
DINAS KESEHATAN 15.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00
DPKH 15.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 49.000.000,00
DINPERINAKER 1.5.3.5.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 10.560.000,00
SEKRETARIAT DPRD 1.5.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 49.753.000,00
BPPKAD 15.35.1 Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Tidak Berwujud 197.500.000,00
DPMPTSP 1.5.35.1 Reklasifikasi beban jasa ke aset tidak berwujud 79.950.000,00

SALDO TH 2019 4.817.933.959,00

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud OPD dengan rincian yang
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.141
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
KODE OPD URAIAN NOMINAL
1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga (236.416.000,00)
1.02.01.01 Dinas Kesehatan (154.176.000,00)
1.02.01.03 BLUD Puskesmas Tanjung (54.000.000,00)
1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Brebes (553.300.000,00)
1.02.03.01 Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu (310.940.000,00)
1.03.02.01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (29.732.000,00)
202.01.01 ELnnadsuESIr(ngzad;}ﬁj;rg’:geer]:s:s:ﬁ:erlindungan Anak, Pengendalian (28.600.000,00)
2.06.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (182.348.200,00)
2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (6.920.000,00)
2.09.01.01 Dinas Perhubungan (34.947.284,00)
2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (114.710.000,00)
2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (120.966.000,00)
2.18.01.01 Dinas Arsip Dan Perpustakaan (33.934.000,00)
3.01.01.01 Dinas Perikanan (3.600.000,00)
3.03.02.01 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (9.800.000,00)
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KODE OPD URAIAN NOMINAL
3.07.01.01 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja (211.000.000,00)
4.01.03.10 Bagian Umum (174.333.200,00)
4.01.04.01 Sekretariat DPRD (12.350.700,00)
4.01.12.01 Kecamatan Bulakamba (3.550.000,00)
4.02.01.01 Inspektorat (42.027.000,00)
4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (488.026.799,00)
4.04.05.01 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah (468.672.575,00)
4.05.07.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah (283.985.000,00)

JUMLAH (3.558.334.758,00)

Adapun rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD
tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.142
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD

OPD KODE REK URAIAN NOMINAL

SALDO TH 2018 (3.094.657.641,00)
DINDIKPORA 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (59.104.000,00)
DINAS KESEHATAN 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (12.736.900,00)
UPTD PUSKESMAS TANJUNG 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (18.000.000,00)
RSUD BUMIAYU 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (46.820.000,00)
DPSDAPR 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (19.796.000,00)
DINKOMINFOTIK 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (10.840.000,00)
DPMPTSP 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (68.478.000,00)
DINARPUS 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (2.400.000,00)
DP3KB 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (1.800.000,00)
DINPERMADES 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (4.040.000,00)
DINAS PERHUBUNGAN 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (17.473.642,00)
DINAS PERIKANAN 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (1.200.000,00)
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OPD KODE REK URAIAN NOMINAL

DPKH 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (9.800.000,00)
DINPERINAKER 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (12.056.000,00)
SETDA 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (84.642.000,00)
SEKRETARIAT DPRD 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (10.550.625,00)
INSPEKTORAT 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (6.485.400,00)
BPPKAD 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (41.500.000,00)
BKPSDMD 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (13.000.000,00)
DUKCAPIL 15.36.5 Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud th 2019 (22.954.550,00)

SALDO TH 2019 (3.558.334.758,00)

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain sebesar Rp170.676.252.799,86 merupakan aset lainnya dikurangi
akumulasi penyusutan (Rp390.048.232.671,00 — Rp219.371.979.871,14)
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.143
Rincian Aset Lain-Lain

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN Saldo Th. 2019
Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum
Dihapus 21.693.010.591,00 6.684.376.237,00 (420.362.000,00) | 27.957.024.828,00
Aset Lain-lain Barang Rusak Berat 239.085.543.152,00 34.547.017.348,00 (20.094.425.678,00) | 253.538.134.822,00
Aset Lain-lain Barang Tidak Ditemukan 23.877.313.947,00 14.389.176.513,00 (22.338.000,00) 38.244.152.460,00
Aset Lain-lain lainnya 86.835.912.446,00 4.083.139.494,00 (21.112.405.379,00) | 69.806.646.561,00
Aset Lainnya Detail Engineering (DE) belum
dibangun fisiknya 502.274.000,00 - 502.274.000,00
Aset Tetap Belum Dinilai 6,00 (6,00
JUMLAH 371.994.054.142,00 59.703.709.592,00 (41.649.531.063,00) | 390.048.232.671,00

Tabel 5. 144

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN Saldo Th. 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Hibah
Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus (28.393.340.249,97) (1.011.421.440,00) 427.937.870,00 (28.976.823.819,97)
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak
Berat (166.925.388.389,11) (20.755.679.268,01) 4.145.582.269,08 (183.535.485.388,04)
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URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN Saldo Th. 2019
Akumulasi Penyusutan Barang Tidak
Ditemukan (4.994.266.553,12) (1.936.092.110,01) 70.688.000,00 (6.859.670.663,13)
JUMLAH (200.312.995.192,20) (23.703.192.818,02) 4.644.208.139,08 (219.371.979.871,14)
SALDO ASET LAIN-LAIN I 171.681.058.949,80 I 36.000.516.773,98 ‘ (37.005.322.923,92) I 170.676.252.799,86

- Aset Hibah Keluar Hasil Sensus belum dihapus sebesar Rp27,957,024,828.00
dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Rincian Aset Lain-Lain — Lainnya — Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus

Tabel 5.145

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019

Aset Hibah Keluar Hasil Sensus
Belum Dihapus 21,693,010,591.00 6,684,376,237.00 420,362,000.00 27,957,024,828.00
Reklas AT ke Aset Hibah Keluar
Hasil Sensus Belum Dihapus 6,684,376,237.00
Koreksi saldo awal 100,000.00
Penghapusan 420,262,000.00

- Aset Tetap Rusak Berat sebesar Rp253.538.134.822,00. Adapun

penambahan barang rusak berat berasal dari barang-barang hasil sensus BMD
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta perubahan kondisi
barang usulan tahun 2019 pada OPD lainnya. Dengan rincian disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 5. 146

Rincian Aset Lain-Lain - Aset Tetap Rusak Berat

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Aset Lain-lain Barang Rusak Berat 239.085.543.152,00 34.547.017.348,00 20.094.425.678,00 | 253.538.134.822,00
koreksi Saldo Awal 2.201.317.409,00
Mutasi Keluar RB 144.712.500,00
Mutasi Masuk RB 144.712.500,00
Penghapusan 5.507.247.675,00
Pindah Kondisi RB (koreksi salah catat saldo
2018) 218.938.700,00 67.543.300,00
Pindah Kondisi RB th 2019 31.982.048.739,00
reklasifikasi ke aset tetap 14.374.922.203,00
reklasifikasi ke ekstracom

- Aset Tetap Tidak Ditemukan sebesar Rp38.244.152.460,00 merupakan
barang yang tidak ditemukan hasil sensus BMD tahun lalu ditambah dengan
barang Tidak Ditemukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hasil
sensus BMD tahun 2019 serta penyesuaian kondisi tahun 2019 pada OPD
lainnya. Mutasi selama tahun 2019 dengan rincian yang disajikan dalam tabel

berikut ini :
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Tabel 5. 147
Rincian Aset Lain-Lain - Aset Tetap Tidak Ditemukan

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Aset Lain-lain Barang Tidak
Ditemukan 23,877,313,947.00 14.389.176.513,00 22,338,000.00 38.244.152.460,00
koreksi saldo awal 46,035,000.00 22,338,000.00
Penghapusan
Pindah Kondisi TD 14.343.141.513,00
reklasifikasi ke ekstracom
- Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp69.806.646.561,00 dengan rincian yang
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.148
Rincian Aset Lain-Lain Lainnya
URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Aset Lain-lain lainnya 86,835,912,446.00 4,083,139,494.00 21,112,405,379.00 69,806,646,561.00
Reklasifikasi Aset Tetap P3D ke Aset Lainnya 64,278,716,395.00 64,278,716,395.00

Ex- Dana Bergulir Ternak yang berstatus macet

1,213,302,750.00

1,213,302,750.00

DE pembangunan LIFT Puskesmas Jatibarang

17,605,000.00

17,605,000.00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya :

Retensi Jaminan Pemeliharaan (PPKD)

21,000,680,679.00

3,626,991,494.00

21,000,680,679.00

3,626,991,494.00

Retensi Jaminan Pemeliharaan (RSUD Brebes)

286,235,922.00

456,148,000.00

72,353,000.00

670,030,922.00

Retensi Jaminan Pemeliharaan (BLUD Pusk.
Bumiayu)

39,371,700.00

39,371,700.00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2019 sebesar Rp3.626.991.494,00
merupakan Kas Non Anggaran yang merupakan bagian dari Kas Daerah
berupa retensi pemeliharaan pekerjaan fisik maupun Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) lainnya yang belum dibayarkan. Selama tahun 2019 Kas yang
Dibatasi Penggunaannya sisa tahun 2018 direklasifikasi ke rekening Kas
Daerah untuk memenuhi mekanisme pengeluaran kas non anggaran.

Sisa kas jaminan pemeliharaan/retensi akhir tahun 2019 sebesar
Rp4.297.022.416,00 kemudian dipindahbukukan kembali ke aset lainnya Kas
Yang Dibatasi Penggunaannya. Dengan rincian disajikan dalam tabel berikut
ini:
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Tabel 5.149
Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Nama OPD Nominal
PPKD/BUD 3.626.991.494,00
RSUD Brebes 670.030.922,00
JUMLAH 4.297.022.416,00

- Aset Tetap Belum Dinilai sebesar Rp6,00 telah dinilai seluruhnya sehingga
per 31 Desember 2019 bersaldo Rp0,00.

- Aset Lainnya Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya sebesar
Rp502.274.000,00 merupakan Aset Lainnya DE tahun 2019 pada Dinbudpar.
Dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.150
Aset Lainnya Detail Engineering (DE)

OPD Uraian Nominal
Dinas Eequayaan dan DE Pembuatan Masterplan Obyek Pariwisata 502.274.000,00
ariwisata
Jumlah 502.274.000,00

- Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus
sebesar Rp.28.976.823.819,97 dengan rincian perhitungan yang disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.151
Mutasi Akumulasi Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN Saldo 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Keluar
Hasil Sensus Belum Dihapus (28.393.340.249,97) (1.011.421.440,00) (427.937.870,00) | (28.976.823.819,97)
Koreksi salah catat, barang belum dihapus (7.675.870,00)
Penghapusan (420.262.000,00)
Hibah keluar pihak ke 3 (1.011.421.440,00)
reklasifikasi ke ekstracom
akumulasi penyusutan P3D

- Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat mengalami penambahan dan
pengurangan dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.152
Mutasi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Akumulasi Penyusutan Barang (166.925.388.389,11) (20.755.679.268,01) (4.145.582.269,08) | (183.535.485.388,04)
Rusak Berat
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URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Koreksi salah catat th 2018 (1.248.613.830,01) (761.464.778,00)
Mutasi Keluar RB (122.442.500,00)
Mutasi Masuk RB (122.442.500,00)
Penghapusan (3.203.068.271,08)
Pindah kondisi B (58.606.720,00)
Pindah Kondisi RB (19.384.622.938,00)
Pindah Kondisi RB (hasil sensus)
reklasifikasi ke ekstracom
- Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Ditemukan sebesar minus
Rp6.859.670.663,13 dengan rincian mutasi yang disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 5.153
Mutasi Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Ditemukan
URAIAN SALDO 2018 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 2019
Akumulasi Penyusutan Barang
Tidak Ditemukan (4.994.266.553,12) (1.936.092.110,01) (70.688.000,00) (6.859.670.663,13)
Pindah TD (1.740.319.000,00)
Koreksi saldo awal (195.773.110,01) (70.688.000,00)

5.3.2 Kewajiban
Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi
keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka
Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

53.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp63.943.985.930,77.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini

31Des 2019 31 Des 2018

Kewajiban Jangka

Pendek 62.461.351.932,77 61.148.270.093,55

Tabel 5.154
Rincian Kewajiban

Uraian 2019 2018

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 4.322.545.326,00 21.360.014.032,00
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 20.000.000.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka 710.094.807,77 1.018.227.223,55
Utang Beban 32.146.919.040,00 36.042.344.917,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.281.792.759,00 2.727.683.921,00
JuN AR KEWAJIBAN JANGKA 62.461.351.932,77 61.148.270.093,55
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Penjelasan Kewajiban Lancar :
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan rincian yang disajikan dalam
tabel berikut ini:

Tabel 5.155

Rincian Mutasi Utang PFK

Uraian OPD Saldo Th. 2018 Tambah 2019 Kurang 2019 Saldo Th. 2019
Uang Jaminan
Pemeliharaan Pekerjaan th BUD/PPKD 21.000.680.679,00 101.528.750,00 | (17.475.217.935,00) 3.626.991.494,00
2013-2018
Potongan Wajib Gaji th
2017-2018 dan Potongan BUD/PPKD 21.774.764,00 24.934.032.311,00 | (24.933.245.714,00) 22.561.361,00
Pajak (PPh/PPN)
Jumlah 21.022.455.443,00 25.035.561.061,00 | (42.408.463.649,00) 3.649.552.855,00
Uang Jaminan RSUD Brebes 286.235.922,00 456.148.000,00 (72.353.000,00) 670.030.922,00
Pemeliharaan Pekerjaan :
Jumlah 286.235.922,00 456.148.000,00 (72.353.000,00) 670.030.922,00
Uang Jaminan BLUD Pusk.
Pemeliharaan th 2017-2018 Bumiayu 39.371.700,00 (39.371.700,00) )
Tlltlpan Belanja BOK 